


LEMBAR PERSETUJUAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

: Budi Kruya Sumadi 

: Menteri Perhubungan 

: Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gambir, Jakarta Pusat 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 41 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan 

Intern di kementerian Perhubungan, dengan ini memberikan PERSETUJUAN atas: 

Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023 (Keputusan 

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor KP-ITJEN 19 TAHUN 2023). 

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Jakarta, 14 Maret 2023 
MENTERI PERHUBUNGAN 

BUDI ASUMADI 
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PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengawasan Inspektorat J enderal Kementerian 

Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal 

setiap tahun menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat 

Jenderal Kementerian Perhubungan. 

PKPT Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan dalam melaksanakan Pengawasan 

Intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari: 

1. Arah Kebijakan Pengawasan;

2. Program Kerja Pengawasan Tahunan TA 2023;

3. Pemetaan Risiko Objek Audit;

4. Jadwal, Anggaran, dan Komposisi SDM Pengawasan Intern TA 2023.

Demikian PKPT ini kami susun untuk dapat digunakan dan menjadi Pedoman Kegiatan 

Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023. 

Jakarta, 14 Maret 2023 

Disetujui oleh: Disusun oleh: 

Menteri Perhubungan, Inspektur Jenderal, 

_/}'- .. - .

-

MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO 
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d. Pelaksanaan p nugasan p ngawa an yaitu 

penerbitan surat tugas oleh In p ktur, kr taris 
Insp ktorat J nd ral, dan In p ktur Jenderal, serta 
monitoring pertanggungjawaban p rjalanan dinas 
haru mengoptimalkan p nggunaan Si tern 
Informasi dan T knologi yaitu 
https: //siau-itjen.dephub.go.id/keuangan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal l O �f(k '"U)'l. �

IN PEKTUR JENDERAL, 

.sf) .. -- . 
MOHAMAD PRAMINTOHADI UKARNO 

ALINAN Keputusan Insp ktur Jenderal ini disampaikan k pada: 
1. Menteri P rhubungan;
2. Sekretari J nderal;
3. Para Dir ktur Jenderal dan Para Kepala Badan;
4. Komite Audit; dan
5. Para In p ktur.

Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
01 Januari 2023. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan syukur ke-hadirat Tuhan Yang 

Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

Tahun 2023 telah selesai disusun. 

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan 

rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan 

pada tahun bersangkutan meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

dan kegiatan pengawasan lain serta memuat arah kebijakan pengawasan, 

program pengawasan, anggaran, dan alokasi waktu. Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT) Inspektorat Jendral Tahun 2023 disusun dengan 

mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan sektor transportasi 

sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 

2020-2024. 

Dengan ditetapkannya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 

diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja 

Inspektorat dan hasil pengawasan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi 

peningkatan kinerja dan kebijakan Kementerian Perhubungan. 

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dokumen 

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023, dapat dilaksanakan 

sesuai target dan membawa manfaat terhadap pencapaian tujuan Kementerian 

Perhubungan. 

Jakarta, 10 Maret 2023 

INSPEKTUR JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
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Lampiran I 

Keputusan Inspektur Jenderal 
Nomor :  

Tanggal :        2023 

 

          ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN (JAKWAS) 

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 
A. Latar Belakang 

Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

yang efektif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada Pasal 11,                 

sekurang-kurangnya harus: 

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 

2. Memberikan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah; dan 

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhubungan, 

bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mempunyai 

tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, 

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan 

Kementerian Perhubungan;  

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian 

Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Menteri Perhubungan; 

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 
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5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Perhubungan. 

 
Sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun       

2020-2024 sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 

Tahun 2020, Inspektorat Jenderal mendukung sasaran strategis 

Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Pengawasan dan 

Pengendalian serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Baik di Kementerian Perhubungan. 

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis tersebut, arah 

kebijakan dan strategi pengawasan intern Inspektorat Jenderal 

Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung agenda 

prioritas pembangunan nasional, tujuan Kementerian Perhubungan, 

dan strategi nasional pencegahan korupsi, dengan berpedoman pada 

agenda pembangunan dan kebijakan Kementerian Perhubungan 

serta memperhatikan efektifitas penggunaan sumber daya dan 

harapan stakeholders agar Inspektorat Jenderal: 

1. Fokus pada kegiatan dan risiko strategis; 

2. Meningkatkan kegiatan konsultasi dalam memberikan nilai 

tambah terhadap Kementerian Perhubungan; 

3. Meningkatkan sistem peringatan dini (early warning system) 

terhadap potensi permasalahan yang akan terjadi; dan 

4. Selaras dengan kebijakan Kementerian Perhubungan. 

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 

Kementerian Perhubungan Tahun 2021/2022 yang telah dilakukan 

penjaminan kualitas (Quality Assurance) oleh APIP, disimpulkan 

bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level 

“terdefinisi” atau level 3 dengan skor nilai 3,578. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP 

Kementerian Perhubungan sebagai salah satu unsur maturitas 

penyelenggaraan SPIP, Kementerian Perhubungan harus menyusun 

kebijakan tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian 

Perhubungan, membentuk unit pengelola risiko, melakukan 

sosialisasi, dan publikasi atas pentingnya Whistle Blowing serta 

melakukan evaluasi secara berkala atas keandalan sistem Whistle 
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Blowing. Belum adanya manajemen risiko yang harus disusun dan 

diterapkan sampai dengan entitas Satker, berdampak pada 

Inspektorat Jenderal yang belum sepenuhnya menerapkan praktik 

pengawasan berbasis manajemen risiko. 

Penyelenggaraan unsur/subunsur SPIP secara integral 

mendukung proses pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap 

aspek. Dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 

(PMPRB), hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP masuk ke 

dalam aspek penilaian pada komponen pengawasan dengan nilai 

keluaran antaran lain Nilai Maturitas SPIP, Manajemen Risiko 

Indeks, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (EPK), dan Indeks 

Kapabilitas APIP/IACM.  

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas 

APIP (IACM) Tahun 2022 oleh BPKP, Inspektorat Jendeal 

Kementerian Perhubungan berada pada Level 3 dengan skor 3,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

NO ELEMEN LEVEL SKOR 

Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) 

1. Pengelola Sumber Daya Manusia 3 0,540 

2. Praktik Profesional 3 0,540 

3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 3 0,180 

4. Budaya dan Hubungan Organisasi 3 0,180 

5. Struktur Tata Kelola 3 0,360 

Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas 

Pengawasan (Result) 

6. Peran dan Layanan 3 1,200 

Simpulan Entitas 3 3,00 

Berdasarkan penilaian tersebut terdapat Area of Improvement dan 

Rencana Aksi Kapabilitas APIP Tahun 2022 dalam elemen Praktik 

Profesional topik Perencanaan Pengawasan terkait saran dan 

masukan atas PKPT dari manajemen K/L dan stakeholder belum 

dikelola secara optimal.  

Dalam rangka meningkatkan peran Inspektorat Jenderal terkait 

penugasan penerapan manajemen risiko, pada tahun 2023 akan 

disusun kebijakan Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan 
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dan piloting penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal 

termasuk pendampingan penerapan Manajemen Risiko oleh 

Inspektorat Jenderal terhadap usulan proyek strategis dari     

masing-masing subsektor. Kebijakan Pengawasan Intern yang 

ditetapkan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Inspektorat 

Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap 

pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan dan peningkatan 

good governance dan clean government atas perwujudan peran 

aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.  

Kebijakan pengawasan memuat isu strategis terkait 

pengendalian intern dan pengawasan dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Kementerian Perhubungan, Fokus, Tema, dan Strategi 

Pengawasan, serta pertimbangan manajemen dalam penerapan 

Audit Intern Berbasis Risiko. 

 

B. Isu Strategis Bidang Pengendalian Intern dan Pengawasan 

Intern 

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 

Tahun 2020-2024, isu strategis terkait pengendalian intern dan 

pengawasan intern adalah sebagai berikut: 

1. Isu Strategis Internal, antara lain: 

a. Masih banyaknya temuan berulang hasil audit BPK RI yang 

berpotensi mengakibatkan turunnya Opini terhadap Laporan 

Keuangan Kementerian Perhubungan; 

b. Perwujudan peran APIP belum sepenuhnya mendorong 

pencapaian tujuan Kementerian melalui peningkatan 

implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan;   

c. Pengawasan Internal belum sepenuhnya dirasakan dapat 

memberikan nilai tambah bagi organisasi; 

d. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum 

optimal; 

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan. 

2. lsu Strategis Eksternal, antara lain: 

a. Tuntutan kebijakan pimpinan K/L atas kegiatan pengawasan yang lebih 

konkret dan fokus pada hal-hal yang bersifat strategis; 

b. Implementasi reformasi birokrasi pada tingkat unit organisasi di 



 

 

17 

Kementerian Perhubungan dalam mencapai Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2020-2024 belum optimal; 

c. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pembangunan infrastruktur transportasi 

mengindikasikan masih rendahnya persepsi masyarakat atas 

kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa di 

lingkungan Kementerian Perhubungan; 

d. Pengendalian intern dalam mendorong percepatan pengadaan 

barang/jasa, peningkatan kualitas belanja, serta penatausahaan 

dan pemanfaatan aset yang belum optimal; 

e. Tata kelola penyelenggaraan transportasi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan belum optimal. 

 

C. Fokus, Tema, dan Strategi Pengawasan 

Dalam rangka mencapai prioritas pembangunan nasional 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor transportasi memiliki 

prioritas pembangunan sebagai berikut: 

1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta 

Keselamatan Transportasi; 

2. Perkuatan Jalur Logistik Utama; 

3. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan 

Pariwisata; dan 

4. Pengembangan Transportasi Perkotaan. 

 
Kebijakan Pengawasan lnspektorat Jenderal pada tahun 2023 

dilaksanakan berdasarkan isu strategis dan perkembangannya, 

berbasis risiko dan prioritas pengawasan dengan mengutamakan 

upaya preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif, dalam rangka 

mewujudkan peran Strategic Partner dan Trusted Advisor dengan mengawal 

akuntabilitas dari visi Kementerian Perhubungan yaitu: 

1. Pengawalan Pembangunan Sektor Transportasi yang menjadi Prioritas 

Nasional; 

2. Pengawasan Intern terhadap Pencapaian Tujuan Kementerian 

Perhubungan yaitu tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi. 

 
Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, fokus kebijakan 
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pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada: 

1. Pengawasan atas tata kelola penyelenggaraan transportasi yang 

meliputi aspek regulasi, kelembagaan, dan kerangka pendanaan; 

2. Pengawasan atas pemberian subsidi sektor transportasi baik 

subsidi perintis, subsidi transportasi perkotaan (Buy the Service), 

Public Service Obligation (PSO), dan Tol Laut; 

3. Pengawasan atas proyek strategis nasional melalui penerapan 

manajemen risiko pada proyek strategis nasional; Pengawasan 

atas penyusunan APBN terkait belanja negara (BA.022 dan        

BA-BUN) yang berbasis kinerja, pelaksanaan belanja yang 

berkualitas, dan pertanggungjawaban yang transparan dan 

akuntabel melalui kegiatan reviu atas Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA), reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan (PIPK), reviu Laporan Keuangan, dan pendampingan 

atas pemeriksaan BPK; 

4. Pengawasan atas peningkatan kualitas belanja APBN, melalui 

Fraud Management System; 

5. Pengawasan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui 

kegiatan probity audit, reviu pengadaan barang/jasa, reviu HPS, 

reviu standar biaya teknis, reviu usulan e-catalog dan evaluasi 

TKDN; sinergi Aparat Pengawasan Intern K/L/Pemerintah 

Daerah; 

6. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan aset negara 

melalui kegiatan reviu RK-BMN, reviu revaluasi BMN, dan 

evaluasi kerjasama pemanfaatan aset; 

7. Pengawasan atas perizinan dan tata kelola pelayanan publik; 

8. Pengawasan atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi 

pengelolaan penerimaan pajak belanja pemerintah, pengawasan 

atas implementasi SAKIP melalui reviu laporan kinerja dan 

evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

9. Pengawasan atas implementasi reformasi birokrasi melalui 

kegiatan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi 

dan zona integritas Kementerian Perhubungan; 

10. Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan 

Kementerian Perhubungan serta strategi nasional pencegahan 
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korupsi; 

11. Pengawasan atas indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Perhubungan 

melalui kegiatan audit investigasi, evaluasi penanganan 

whistleblowing system di lingkungan Kementerian Perhubungan, 

pelaksanaan survei integritas, pengendalian gratifikasi dan 

penanganan benturan kepentingan, pengelolaan dan penanganan 

atas pengaduan masyarakat; 

12. Pengawasan atas pengembangan SDM Transportasi yang unggul 

dan kompeten melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 

lingkungan Kementerian Perhubungan, pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna 

(SIPENCATAR), dan evaluasi pelaksanaan pendidikan vokasi; 

13. Evaluasi atas kinerja pengawasan internal melalui survei 

kepuasan pengawasan, penilaian kapabilitas APIP, dan telaahan 

sejawat; 

14. Pengawasan lain yang ditugaskan oleh Menteri Perhubungan. 

 

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan 

lnspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan 

strategi pengawasan intern sebagai berikut: 

1. Peningkatan peran insight dan foresight melalui responsivitas 

terhadap penyelesaian masalah aktual (current issues) untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja 

Kementerian Perhubungan serta memberikan masukan yang 

cepat dan tepat kepada Menteri Perhubungan terhadap 

permasalahan yang berkembang serta adanya pengaduan 

masyarakat; 

2. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan instruksi/arahan Menteri 

dan Inspektur Jenderal (directive); 

3. Pengawasan berbasis teknologi informasi, yaitu pelaksanan 

kegiatan pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi 

maupun data elektronik melalui remote audit, implementasi 

inovasi penerapan data analytics (DA) dengan Teknik Audit 

Berbantuan Komputer (TABK) dan Continuous Audit (CA), agar 
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mampu menghasilkan output dan outcome berupa prediksi 

kondisi yang akan terjadi berdasarkan tren data untuk 

memberikan alternatif rekomendasi dalam mengawal 

transformasi digital Kementerian Perhubungan; 

4. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI), 

yaitu penguatan fungsi UKI sebagai second line of defense. 

Penguatan fungsi UKI dimaksud diantaranya mencakup kegiatan 

pemantauan pengendalian intern terintegrasi, penerapan 

manajemen risiko, dan evaluasi kelembagaan UKI; 

5. Penguatan Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan 

yang berfokus pada aspek pencegahan, yaitu:  

a. Peningkatan budaya kerja, penerapan kode etik, dan 

penerapan sistem pengendalian intern; 

b. Pencegahan dan Penindakan Praktik Fraud; 

c. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui 

sarana pengaduan yang terintegragi (Whistleblowing System) 

terhadap pelayanan publik di sektor transportasi; 

d. Mengefektifkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 

dalam upaya meningkatkan budaya pencegahan gratifikasi; 

e. Mendorong pemberian penghargaan (Reward) bagi pegawai 

yang berprestasi/berjasa dan hukuman (Punishment) bagi 

pegawai yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

pelanggaran/penyimpangan terhadap perundangan yang 

berlaku; 

f. Membentuk Komite Audit dan majelis kode etik auditor. 

6. Peningkatan koordinasi melalui sinergi pengawasan dengan 

sesama APIP Kementerian/Lembaga, pengawas eksternal, aparat 

penegak hukum, dan instansi terkait lainnya, sebagai berikut: 

a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) 

dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan tindak 

lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK; 

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaksanaan 

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), 

pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan penyampaian 
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Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 

c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP dalam 

pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP 

Terintegrasi, pilot project penerapan manajemen risiko, 

penilaian kapabilitas pengawasan intern (IACM), pelaksanaan 

pembinaan jabatan fungsional auditor, dan kerja sama 

pengawasan internal lainnya; 

d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PAN-RB), dalam pelaksanaan pembangunan zona 

integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), evaluasi, 

dan reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 

e. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengawasan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang transportasi dan kerja 

sama pengawasan internal lainnya; 

f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung, 

terkait dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, 

pemberantasan pungutan liar dan kerja sama lainnya dalam 

rangka tindak lanjut upaya penegakan hukum. 

7. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawasan, yaitu 

dengan melakukan pemenuhan jumlah pegawai sesuai dengan 

Analisis Beban Kerja (ABK) untuk jabatan fungsional auditor dan 

jabatan fungsional tertentu, meningkatkan kualitas SDM Auditor 

berdasarkan standar kompetensi jabatan fungsional auditor, 

meningkatkan jumlah SDM dalam memperoleh sertifikasi profesi 

auditor, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan 

manajerial termasuk, meningkatkan SDM pengawasan (2nd line) 

dalam rangka penerapan manajemen risiko dan kepatuhan 

internal di lingkungan Kementerian Perhubungan, 

penyelenggaraan seminar/workshop, dengan pemenuhan 

pelatihan minimal 20 jam pelatihan setahun;  

8. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(Good Governance), melalui: 

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja, agar mampu 
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mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Negara 

untuk sebaik-baiknya pelayanan publik dan berorientasi pada 

kinerja (outcome); 

b. Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (right sizing), guna 

mewujudkan organisasi yang agile, efektif, efisien, 

memperpendek rentang kendali (spin of control) dan tidak 

membebani anggaran; 

c. Penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, melalui kegiatan 

pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit 

kerja termasuk akuntabilitas keuangan negara; 

d. Mendorong penerapan manajemen risiko baik risiko strategis 

maupun risiko operasional; 

e. Mendorong kelengkapan dan pelaksanaan secara konsisten 

Standard Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta pengawasan yang ketat dalam 

pelaksanaannya. 

9. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan jasa 

konsultasi terkait implementasi sistem pengendalian intern, 

peningkatan pengelolaan dan penerapan manajemen risiko, 

peningkatan tata kelola (Good Governance) pelaksanaan tupoksi, 

dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi oleh unit kerja; 

10. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern, dimana sesuai 

kriteria IACM pada level tiga penuh (integrated) peran Inspektorat 

Jenderal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis 

suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata 

kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern serta pada 

tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai level empat (managed) 

dengan memulai pembangunan kapabilitas pengawasan intern 

melalui fungsi pengawasan yang sudah dapat memberikan 

assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, 

dan pengendalian intern. 
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Lampiran II 

Keputusan Inspektur Jenderal 
Nomor :  

Tanggal :        2023 

 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin 

lama semakin strategis dan terus bergerak mengikuti perkembangan 

zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat 

menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan tata kelola 

kepemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi 

pemerintahan yang bersih. Kegiatan pengawasan intern APIP diatur 

dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan 

melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan 

Pengawasan lainnya. Implementasi kegiatan pengawasan dilakukan 

dengan mengacu pada ketentuan dalam Standar Audit Intern 

Pemerintah Indonesia, dan merupakan kegiatan yang berkaitan 

dengan penjaminan kualitas (quality assurance) dan pemberian jasa 

konsultansi (consulting activities). Dalam pengaturan mekanisme 

pengawasannya diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 

Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektur Jenderal menetapkan 

program kerja pengawasan tahunan sebagai pedoman dalam 

pengawasan intern yang memuat arah kebijakan pengawasan, 

program pengawasan, anggaran, dan alokasi waktu. Inspektorat 

Jenderal mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis di 
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lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga memberikan nilai 

tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat 

Jenderal diharapkan menjadi early warning segala bentuk 

penyimpangan yang terjadi, terlebih lagi penyimpangan yang terkait 

keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut APIP harus 

didukung oleh teknologi informasi, metodologi, dan sumber daya 

manusia yang berintegritas, dijalankan dengan konsisten, sehingga 

kredibilitas APIP akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan 

hanya sekedar mencari kesalahan atau ketidakpatuhan tetapi juga 

mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap 

perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern dengan 

mengoptimalkan peran insight dan foresight. APIP harus mulai 

berperan sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi 

manajemen dan pimpinan. Hal yang tidak kalah pentingnya, APIP 

harus selalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 

pengawasannya, baik kemampuan dalam bidang pengawasan 

khususnya pemahaman atas tata kelola dan proses bisnis audit 

maupun pengetahuan atas kemampuan substansi teknis serta isu 

strategis yang berkembang di sektor tranportasi. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

Penetapan PKPT Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk: 

1. Sebagai panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern di 

Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023; 

2. Salah satu alat untuk mensinergikan rencana  kegiatan  

pengawasan intern Tahun Anggaran 2023 seluruh unit kerja di 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan menghindari 

terjadinya tumpang tindih pemeriksaan dengan aparat pengawas 

eksternal.  

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan PKPT Tahun  

Anggaran 2023 adalah: 

1. Terselenggaranya pengawasan intern, termasuk di dalamnya 

kegiatan penguatan/pengembangan pengawasan, secara efisien, 

efektif, dan ekonomis; 

2. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, 

dan pengendalian intern di Kementerian Perhubungan. 
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C. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern 

secara memadai, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Kewenangan 

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, 

dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan 

dengan pelaksanaan fungsi audit intern; 

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada 

satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain 

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern; 

c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan 

menteri dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya; 

d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal; 

e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal serta 

menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern; 

f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi 

tujuan audit intern; 

g. Melakukan pengawalan, bimbingan teknis, konsultansi atas 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian serta 

pengawasan kepada orang perseorangan dan/atau unit kerja di 

Kementerian; 

h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang 

diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal 

Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit 

intern. 

2. Tanggung Jawab 

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan 

profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan 

kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada standar 

audit yang berlaku; 

b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT yang 

berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas 

dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan 

ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk 
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mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja 

yang merupakan lingkup pengawasan (audit universe) serta 

data/dokumen yang diperlukan; 

c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya, sehingga 

dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal; 

d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern; 

e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan 

pelaksanaan pengawasan intern kepada Menteri Perhubungan. 
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BAB II 
STRUKTUR ORGANISASI, SUMBER DAYA, DAN OBJEK PENGAWASAN 

 

A. STRUKTUR  ORGANISASI  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dipimpin oleh 

Inspektur Jenderal dan terdiri dari 6 Unit Kerja Eselon II dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua 

unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat 

Jenderal terdiri atas: 

a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b. Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana; 

c. Bagian Keuangan dan Umum; 

d. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum, dan Hubungan 

Masyarakat; dan  

e. Kelompok Jabatan Fungsional.  

2. Inspektorat I  

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta 
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penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan 

Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi. Susunan Organisasi Inspektorat I terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional.  

3. Inspektorat II 

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta 

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Perhubungan. Susunan Organisasi 

Inspektorat II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Inspektorat III 

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta 

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. Susunan Organisasi Inspektorat III terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Inspektorat IV  

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta 

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal. Susunan Organisasi 

Inspektorat IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Inspektorat Investigasi  

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern 

terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan 

kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut 

pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan 

penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri 

Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan 

laporan hasil pengawasan. Susunan Organisasi Inspektorat 

Investigasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
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B. SUMBER DAYA MANUSIA  

Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 

berdasarkan golongan dan jabatannya per 1 Januari 2023 sebagai berikut:  

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 

No JABATAN JUMLAH 

1 Inspektur Jenderal 1 

2 Sekretaris Inspektorat Jenderal 1 

3 Kepala Bagian 4 

4 Analis Hukum 1 

5 Analis Kepegawaian Ahli Muda 1 

6 Analis Kepegawaian Ahli Pertama 1 

7 Analis Kepegawaian Pelaksana Mahir 1 

8 Analis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK, dan BPKP 8 

9 Analis Organisasi 3 

10 Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda 1 

11 Analis Sistem Informasi 1 

12 Analis Sistem Akuntansi Instansi 1 

13 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 2 

14 Analisis Hukum Ahli Muda 1 

15 Arsiparis Penyelia 1 

16 Arsiparis Terampil 1 

17 Arsiparis Ahli Pertama 1 

18 Penata Keuangan  1 

19 Pengelola Anggaran 2 

20 Pengelola Kepegawaian 7 

21 Pengelola Keuangan  3 

22 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 1 

23 Pengelola Sistem Akuntansi Instansi 2 

24 Pengelola Tata Usaha 4 

25 Pengelola Teknologi Informasi 2 

26 Pengolah Data Administrasi Umum 3 

27 Pengolah Data dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan 1 

28 Pengolah Data Informasi dan Hukum  1 

29 Penyusun Laporan Barang Milik Negara 2 

30 Penyusun Laporan dan Evaluasi 2 

31 Penyusun Rencana 3 

32 Penyusun Rencana dan Pelaksana Kegiatan Humas 3 

33 Penyusun Rencana Pengadaan dan Perlengkapan 3 

34 Pemeriksa Laporan dan Data Transaksi 1 

35 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 2 

36 Perencana Ahli Pertama 2 

37 Pranata Humas Ahli Muda 1 

39 Pranata Humas Ahli Pertama 2 

40 Pranata Komputer Ahli Pertama 2 

41 Teknisi Sarana dan Prasarana  1 

Jumlah 81 
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2. Inspektorat 

No JABATAN 

INSPEKTORAT 

JUMLAH 
I II III IV 

Inves 

tigasi 

1 Inspektur 1 1 1 1 - 4 

2 Auditor Utama 1 1 1 1 - 4 

3 Auditor Madya 5 6 7 5 5 28 

4 Auditor Muda 10 6 18 11 6 51 

5 Auditor Pertama 10 13 22 12 10 67 

6 Auditor Mahir 1 1 1 1 - 4 

7 Auditor Terampil - 1 2 1 1 5 

8 Auditor Kepegawaian Ahli Pertama - - - - 1 1 

9 Arsiparis Ahli Muda - - 1 1 - 2 

10 Arsiparis Ahli Pertama 1 1 1 1 1 5 

11 Analis Data 3 3 2 2 1 11 

12 
Analis Laporan Hasil Audit dan 

Sanggahan Pengaduan Masyarakat 
- - - - 1 1 

13 
Analis Laporan Hasil Audit ITJEN, 

BPK dan BPKP 
3 1 2 3 - 9 

14 Pengolah Data Administrasi Umum 1 1 - - 1 3 

15 Calon Auditor Ahli Pertama (CPNS) 8 6 14 11 2 41 

16 Calon Auditor Terampil (CPNS) 4 4 2 5 4 19 

17 
Calon Auditor Kepegawaian Ahli 

Pertama (CPNS) 
- - - - 1 1 

18 
Calon Analis Laporan Hasil 

Pengawasan (CPNS) 
- 1 - - - 1 

Jumlah 48 46 74 55 34 257 

 

C. SUMBER DAYA ANGGARAN  

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(SP DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-022.02-0/2023 tanggal 

30 November 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp96.646.131.000,00 (Sembilan 

Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga 

Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:  

KODE URAIAN PAGU  
 

022.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 96.646.131.000  
 

4636 Pelaksanaan Pengawasan Internal 29.974.682.000   

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 29.974.682.000   

EBD.965 Layanan Audit Internal 29.974.682.000  

051 Audit Kinerja 12.820.987.000   

052 Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) 3.729.744.000  
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KODE URAIAN PAGU  
 

053 Reviu 5.748.103.000  

054 Evaluasi 1.053.630.000  

055 Pemantauan 2.465.607.000  

056 Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan CPNS 167.558.000  

057 Pengelolaan Zona Integritas 426.565.000  

058 
Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi 
Kinerja 

710.081.000  

059 Telaahan Sejawat 391.889.000  

060 Penanganan Pengaduan 173.754.000  

061 
Penyelenggaranaan SPI, Manajemen Risiko, dan 

Kepatuhan Internal 
673.971.000  

062 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern 640.979.000  

063 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 100.000.000  

064 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal 859.021.000  

065 Survei Kepuasan Pengawasan 204.682.000  

066 Pengelolaan UPG 200.000.000  

4663 Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan 5.107.935.000  

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.217.935.000  

EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.217.935.000  

051 Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip 315.978.000  

052 Penataan Organisasi dan Proses Bisnis 222.890.000   

053 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 366.687.000   

054 Penilaian Kapabilitas APIP Kemenhub 312.380.000  

EBC Layanan Manajemen SDM Internal 3.890.000.000  

EBC.954 Layanan Manajemen SDM 3.890.000.000  

051 Penerimaan Pegawai 80.629.000  

052 Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional 55.344.000  

053 Evaluasi dan Pengembangan Pegawai 661.088.000  

054 Administrasi Pegawai 140.215.000  

055 Penempatan, Mutasi, dan Disiplin Pegawai 92.406.000  

056 Pelaporan LHKPN dan LHKASN 60.318.000  

057 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM 2.800.000.000  

4664 
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan 

Umum Pengawasan 
54.868.196.000  

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 48.141.031.000  

EBA.962 Layanan Umum 3.297.362.000  

051 Pengelolaan BMN dan Perlengkapan 2.069.260.000  

052 Laporan Keuangan dan Penyerapan Anggaran 880.393.000  

053 Protokoler Pimpinan 347.709.000  

EBA.994 Layanan Perkantoran 44.843.669.000  

001 Gaji dan Tunjangan 38.870.892.000  

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.972.777.000  

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.417.500.000  

EBB.951 Layanan Sarana Internal 2.417.500.000  

053 Peralatan Fasilitas Perkantoran 2.417.500.000  

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 4.309.665.000  
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KODE URAIAN PAGU  
 

EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.000.000.000  

051 Perencanaan Penganggaran Inspektorat Jenderal 500.000.000  

052 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 300.000.000  

053 Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal 200.000.000  

EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3.309.665.000  

051 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja 
Inspektorat Jenderal 

1.956.530.000  

052 Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko 1.000.000.000  

053 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 353.135.000   

4665 
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi 

Pengawasan 
3.600.000.000   

CAN 
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
1.700.000.000  

CAN.951 Layanan Sarana Internal 1.700.000.000 
 

051 Pengadaan Peralatan Digital Forensic 1.700.000.000  

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 850.000.000  

EBA.963 Layanan Data dan Informasi 850.000.000  

051 Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan 850.000.000  

FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1.050.000.000  

FAB.963 Layanan Data dan Informasi 1.050.000.000  

051 Aplikasi dan Sistem Informasi Pengawasan 600.000.000  

052 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan 450.000.000  

4669 
Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama 

Pengawasan 
600.000.000   

AEC Kerja sama 350.000.000   

AEC.001 Kerjasama Bidang Pengawasan 350.000.000  

051 Kerjasama Bidang Pengawasan 350.000.000   

AEE Kemitraan 250.000.000   

AEE.001 Kemitraan Organisasi Profesi Bidang Pengawasan 250.000.000   

051 Kemitraan Organisasi Profesi Bidang Pengawasan 250.000.000  

4818 
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 

Pengawasan 
1.245.318.000  

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.245.318.000  

EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 1.245.318.000  

051 Hubungan Kemasyarakatan 400.370.000  

052 Majalah, Buletin, Media Informasi, dan Dokumentasi 662.795.000  

053 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 182.153.000   

4820 Legislasi dan Litigasi Pengawasan 1.250.000.000   

AAH Peraturan lainnya 250.000.000  

AAH.001 Peraturan Bidang Pengawasan 250.000.000  

051 Peraturan Bidang Pengawasan 250.000.000  

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.000.000.000  

EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 1.000.000.000  

051 Bantuan Hukum 150.000.000  

052 Komite Audit 850.000.000  

 



 

 

34 

Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 

Desember 2022 perihal Automatic Adjustment Belanja 

Kementerian/Lembaga TA 2023 dan Surat Menteri Perhubungan Nomor 

KU.002/21/16 Phb-2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Automatic 

Adjustment Belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2023, 

Inspektorat Jenderal Perhubungan mendapatkan alokasi automatic 

adjustment sebesar Rp2.006.844.000,00.  

 

D. WILAYAH DAN OBJEK PENGAWASAN 

Rekapitulasi audit universe Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 

tahun 2023 sebagai berikut: 

1. Wilayah Pengawasan 

Wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal tersebar di 34 (Tiga Puluh 

Empat) Provinsi di Indonesia sebagai berikut. 

 

2. Objek Pengawasan (Auditi) 

Objek pengawasan pada tahun 2023 di Inspektorat Jenderal terdapat 585 

UPT yang terdiri dari 9 Unit Kerja Eselon I dengan sebaran berdasarkan moda 

transportasi di Inspektorat I s.d. IV sebagai berikut. 
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Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal 

khususnya terhadap kegiatan yang bersifat khusus atau terkait pengaduan, 

koordinasi pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, 

Manajemen Risiko dan fungsi kepatuhan internal, telah dibentuk Inspektorat 

Investigasi dengan peran melaksanakan penyusunan kebijakan teknis 

dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran 

yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran 

administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan 

untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan 

instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur 

Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. 
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BAB III  

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2023 

 

A. PKPT 2023 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran 

strategis untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem 

pengendalian intern dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif 

dan akuntabel. APIP dituntut untuk melaksanakan pengawasan 

intern yang bernilai tambah bagi organisasi, melalui kegiatan 

asuransi (assurance) dan konsultansi (consulting) atas 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk 

akuntabilitas Keuangan Negara. Dalam memberikan nilai tambah 

dimaksud, APIP diharapkan dapat merubah paradigma 

pengawasannya, dari semula banyak berperan sebagai “watchdog” 

yang fokus pada mencari kesalahan, menjadi lebih berperan sebagai 

Strategic Partner yang membantu pimpinan dan manajemen dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan. Bahkan, best practice audit intern terkini, mendorong 

unit audit intern untuk menjadi Trusted Advisor bagi organisasi 

dalam menghadapi permasalahan saat ini serta mengantisipasi 

berbagai risiko yang akan datang. 

Dengan demikian, pengawasan intern yang efektif dan efisien 

tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi 

dalam suatu program atau kegiatan, akan tetapi juga harus 

mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan/pelanggaran 

yang akan terjadi dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara terarah, 

terkoordinir, dan tidak  tumpang  tindih, serta mampu merespon 

setiap permasalahan atau dinamika yang mungkin terjadi pada 

organisasi. APIP juga harus turut berubah dan menyesuaikan diri 

agar tetap relevan dan agile dalam menjaga integritas dan 

akuntabilitas pencapaian tujuan pemerintahan di era digital, dengan 

memanfaatkan emerging technologies dalam kegiatan pengawasan 

intern. 
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Dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Jenderal 

Kementerian Perhubungan sebagai strategic partner dan trusted 

advisor, program kerja pengawasan tahunan 2023 akan fokus pada 

konsultasi untuk mendorong penerapan tata kelola (governance), 

manajemen risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance) 

serta menginternalisasi penerapan manajemen risiko di seluruh unit 

kerja Kementerian Perhubungan, termasuk kegiatan pengawasan 

yang bersifat mandatory, direktif/prioritas, dan pengawasan berbasis 

risiko. 

Berdasarkan Fokus, Tema, dan Strategi Pengawasan yang 

dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan Tahun Anggaran 2023, 

kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana uraian berikut: 

1. Pengawasan Mandatory 

Pengawasan bersifat mandatory yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun 

Anggaran 2023 adalah: 

a. Pengawasan atas Pengelolaan BA-BUN (PSO Kereta Api dan 

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang 

Angkutan Laut Kelas Ekonomi); 

b. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga     

(RKA-K/L); 

c. Reviu Laporan Keuangan (BA-022 dan BA-099); 

d. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); 

e. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN); 

f. Reviu Usulan Revisi Anggaran; 

g. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP); 

h. Reviu Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak; 

i. Reviu Kerjasama Pemanfaatan BMN; 

j. Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk Tingkat 

Kandungan Dalam Negeri (TKDN); 

k. Reviu atas usulan verifikasi tunggakan pembayaran; 

l. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan 

Maturitas SPIP Terintegrasi; 
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m. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP); 

n. Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui 

kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) 

dan Pengendalian Gratifikasi; 

o. Telaahan Sejawat; 

p. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM); 

q. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN); 

r. Reviu Pengelolaan PNBP. 

 
2. Pengawasan terhadap Kegiatan Direktif dan Strategis di 

Kementerian Perhubungan 

Pengawasan terhadap kegiatan direktif di Kementerian 

Perhubungan merupakan bentuk pengawalan Inspektorat 

Jenderal terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat direktif. Pola 

pengawasan kegiatan direktif dapat dilakukan dengan Evaluasi, 

Pemantauan/Monitoring antara lain Proyek Strategis Nasional, 

Proyek Prioritas Kementerian Perhubungan, Program Padat 

Karya, Program Infrastruktur Dukungan Pariwisata, Subsidi 

Perintis Transportasi (Angkutan Jalan, Penyeberangan, Laut, 

Udara dan Kereta Api), Program Tol Laut, Subsidi Angkutan 

Perkotaan (Buy the Service), Pengelolaan PNBP, Pengelolaan 

Badan Layanan Umum (BLU), Pendampingan Penerapan 

Manajemen Risiko pada Proyek Strategis, evaluasi tata kelola 

kelembagaan dan kegiatan lainnya terhadap penyelesaian 

masalah aktual yang menjadi fokus dan arahan/direktif Menteri 

Perhubungan. 

3. Audit Berbasis Risiko  

Kementerian Perhubungan belum menerapkan manajemen 

risiko secara penuh dan terintegrasi, sehingga tingkat maturity 

level penerapan manajemen risiko berada pada level 

Initial/Repeatable. Pemilihan strategi audit terhadap tingkat 

maturity initial/repeatable lebih banyak dilakukan pada kegiatan 

Consulting (pendampingan manajemen risiko, sosialisasi, bimtek, 

klinik konsultansi), dan kegiatan assurance dilakukan dengan 

pendekatan pemetaan faktor risiko. Audit universe disusun 
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dengan pendekatan organisasi (unit kerja, satker). Pemetaan 

risiko objek audit digunakan sebagai alat dalam menentukan 

pelaksanaan audit kinerja agar ditemukan prioritas objek audit 

serta pelaksanaan pengawasan tidak terfokus hanya audit kinerja 

semata, sehingga penugasan-penugasan pengawasan intern yang 

bersifat mandatory, direktif, dan tematik sesuai fokus 

Kementerian Perhubungan dapat dilaksanakan oleh Inspektorat 

Jenderal. 

Proses pemetaan faktor risiko dilakukan secara digital dalam 

aplikasi Sistem Informasi Audit (https://siau-itjen.dephub.go.id) 

oleh masing-masing Auditor di Inspektorat terkait, dengan 

metode pemetaan atas 8 faktor risiko dengan 5 kriteria skor risiko 

sebagai berikut: 

a. Komponen Pemetaan Risiko 

1) Implementasi Penerapan Manajemen Risiko 

Faktor ini memiliki bobot 10% dengan tingkatan risiko 

sebagai berikut: 

(a) Penilaian Risiko Sangat Tidak Memadai 

“Belum terdapat dokumen Penilaian Risiko (Daftar 

Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Perbaikan)." 

(b) Penilaian Risiko Cukup Memadai 

“Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko, 

dan Rencana Tindak Perbaikan) disusun 6 s.d. 12 bulan 

setelah penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor." 

(c) Penilaian Risiko Memadai 

“Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko, 

dan Rencana Tindak Perbaikan) disusun 2 s.d. 5 bulan 

setelah penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor." 

(d) Penilaian Risiko Baik 

“Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko, 

dan Rencana Tindak Perbaikan) disusun 1 bulan setelah 

penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor namun 

belum didokumentasikan dan dilakukan monitoring" 

(e) Penilaian Risiko Sangat Baik 

“Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko, 

dan Rencana Tindak Perbaikan) disusun bersamaan 

https://siau-itjen.dephub.go.id/
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dengan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor, 

didokumentasikan dan dilakukan monitoring." 

2) Total Anggaran Belanja Modal & Non Operasional  

Faktor ini memiliki bobot 25% dengan tingkatan risiko 

sebagai berikut: 

(a) Risiko Sangat Tinggi memiliki total alokasi anggaran 

Belanja Modal dan Belanja Barang NonOperasional di 

atas Rp100 miliar; 

(b) Risiko Tinggi memiliki total alokasi anggaran Belanja 

Modal dan Belanja Barang NonOperasional di atas   

Rp60 milliar s.d. Rp100 miliar; 

(c) Risiko Sedang memiliki total alokasi anggaran Belanja 

Modal dan Belanja Barang NonOperasional sebesar di 

atas Rp10 milliar s.d. Rp60 miliar; 

(d) Risiko Rendah memiliki total alokasi anggaran Belanja 

Modal dan Belanja Barang NonOperasional di atas    Rp5 

milliar s.d. Rp10 miliar; 

(e) Risiko Sangat Rendah memiliki total alokasi anggaran 

Belanja Modal dan Belanja Barang NonOperasional 

sampai dengan Rp5 miliar. 

3) Potensi PNBP 

Faktor ini memiliki bobot 10% dengan tingkatan risiko 

sebagai berikut: 

(a) Risiko Sangat Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di 

atas Rp50 miliar; 

(b) Risiko Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di atas    

Rp20 miliar s.d. Rp50 miliar; 

(c) Risiko Sedang pendapatan PNBP tahun lalu di atas     

Rp5 miliar s.d. Rp20 miliar;  

(d) Risiko Rendah pendapatan PNBP tahun lalu di atas    

Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar; 

(e) Risiko Sangat Rendah pendapatan PNBP tahun lalu 

sampai dengan Rp1 miliar. 

4) Pelaksanaan Audit Sebelumnya  

Faktor ini memiliki bobot 20% dengan tingkatan risiko 

sebagai berikut: 
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(a) Risiko Sangat Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya 

dilakukan sudah melewati 3 tahun; 

(b) Risiko Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan 

telah melewati 1.5 tahun sampai dengan 3 tahun; 

(c) Risiko Sedang pelaksanaan audit sebelumnya 

dilakukan telah melewati 1 tahun sampai dengan 1.5 

tahun; 

(d) Risiko Rendah pelaksanaan audit sebelumnya 

dilakukan telah melewati 6 bulan sampai dengan 1 

tahun; 

(e) Risiko Sangat Rendah pelaksanaan audit sebelumnya 

telah dilakukan sampai dengan 6 bulan yang lalu. 

5) Beban Kerja 

Faktor ini memiliki bobot 10% dengan tingkatan risiko 

sebagai berikut: 

(a) Risiko Sangat Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas 

150 pegawai; 

(b) Risiko Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas 100 

pegawai s.d. 150 pegawai; 

(c) Risiko Sedang memiliki jumlah pegawai di atas 50  

pegawai s.d. 100 pegawai; 

(d) Risiko Rendah memiliki jumlah pegawai di atas 25 

pegawai s.d. 50 pegawai; 

(e) Risiko Sangat Rendah memiliki jumlah pegawai sampai 

dengan 25 pegawai. 

6) Kecepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) 

Inspektorat Jenderal 

Faktor ini memiliki bobot 5% dengan tingkatan risiko 

sebagai berikut: 

(a) Risiko Sangat Tinggi penyelesaian TLHA di atas 150 hari; 

(b) Risiko Tinggi penyelesaian TLHA di atas 120 hari s.d. 150 

hari; 

(c) Risiko Sedang penyelesaian TLHA di atas 90 hari s.d. 120 

hari; 

(d) Risiko Rendah penyelesaian TLHA di atas 60 hari s.d. 90 
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hari; 

(e) Risiko Sangat Rendah penyelesaian TLHA sampai 

dengan 60 hari. 

7) Letak Geografis 

Faktor ini memiliki bobot 5% dengan tingkatan risiko 

berdasarkan lokasi kantor dan aksesibilitas atas ruang 

lingkup kerja, sebagai berikut: 

(a) Risiko Sangat Tinggi lokasi objek audit memiliki akses 

tranportasi sangat sulit; 

(b) Risiko Tinggi akses transportasi sulit; 

(c) Risiko Sedang akses transportasi sedang; 

(d) Risiko Rendah akses transportasi mudah; 

(e) Risiko Sangat Rendah akses transportasi sangat 

mudah. 

8) Nilai Aset Tetap 

Faktor ini memiliki bobot 15% dengan tingkatan faktor 

risiko sebagai berikut: 

(a) Risiko Sangat Tinggi memiliki nilai aset tetap di atas 

Rp500 miliar; 

(b) Risiko Tinggi memiliki nilai aset tetap di atas            

Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar; 

(c) Risiko Sedang memiliki nilai aset tetap di atas         

Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar; 

(d) Risiko Rendah memiliki nilai aset tetap di atas           

Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar; 

(e) Risiko Sangat Rendah sampai dengan sampai dengan 

Rp50 miliar. 

b. Skor Analisis Risiko 

Faktor risiko yang telah disusun memiliki 5 tingkatan skor 

sebagai berikut:  

1) Risiko Sangat Tinggi 

2) Risiko Tinggi 

3) Risiko Sedang 

4) Risiko Rendah 

5) Risiko Sangat Rendah 

: 

: 

: 

: 

: 

>= 4,5 s.d. 5 

>= 3,5 s.d. < 4,5 

>= 2,5 s.d. < 3,5 

>= 1,5 s.d. < 2,5 

>= 0 s.d. < 1,5 
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c. Matrik Pemetaan Risiko 

 

d. Hasil Pemetaan Risiko 

Hasil pemetaan risiko pada Inspektorat I s.d. IV 

sebagaimana lampiran. 

4. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) 

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah audit yang 

dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit 

kinerja terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan 

organisasi atau Auditi, atau masalah yang bersifat khas. Audit 

Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terdiri atas sifatnya yang 

terprogram dan tidak terprogram. Mekanisme pelaksanaan ADTT 

terprogram dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 13 Tahun 2022 terhadap hal-hal yang 

bersifat strategis dan menjadi fokus pimpinan serta pertimbangan 

No Faktor Risiko Bobot Kriteria Score Keterangan

Penilaian Risiko Sangat Tidak Memadai

Belum terdapat dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak 

Perbaikan) 

5 Risiko Sangat Tinggi

Penilaian Risiko Cukup Memadai

Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan) 

disusun 6 sd 12 bulan setelah  penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor 

4 Risiko Tinggi

Penilaian Risiko Memadai

Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan) 

disusun 2 sd 5 bulan setelah penetapan  Perjanjian Kinerja Kepala Kantor 

3 Risiko Sedang

Penilaian Risiko Baik

Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan) 

disusun 1 bulan setelah penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor namun belum 

didokumentasikan dan dilakukan monitoring

2 Risiko Rendah

Penilaian Risiko Sangat Baik

Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan) 

disusun bersamaan dengan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor, 

didokumentasikan dan dilakukan monitoring

1 Risiko Sangat Rendah

> Rp100 milyar 5 Risiko Sangat Tinggi

> Rp60 milyar s.d Rp100 milyar 4 Risiko Tinggi

> Rp10 milyar s.d Rp60 milyar 3 Risiko Sedang

> Rp5 milyar s.d Rp10 milyar 2 Risiko Rendah

≤ Rp5 milyar 1 Risiko Sangat Rendah

> Rp 50 milyar 5 Risiko Sangat Tinggi

s.d. Rp50 milyar 4 Risiko Tinggi

s.d. Rp20 milyar 3 Risiko Sedang

s.d. Rp3 milyar 2 Risiko Rendah

≤ Rp1 milyar 1 Risiko Sangat Rendah

> 3 tahun 5 Risiko Sangat Tinggi

> 1,5 Tahun s.d 3 Tahun 4 Risiko Tinggi

> 1 Tahun s.d 1,5 Tahun 3 Risiko Sedang

> 6 Bulan s.d 1 Tahun 2 Risiko Rendah

≤ 6 Bulan 1 Risiko Sangat Rendah

> 150 Pegawai atau (>Rp25 milyar) 5 Risiko Sangat Tinggi

> 100 s.d. 150 Pegawai atau (>Rp15 milyar sd Rp25 milyar) 4 Risiko Tinggi

> 50 s.d. 100 Pegawai atau (>Rp8 milyar sd Rp15 milyar) 3 Risiko Sedang

> 25 s.d. 50 Pegawai atau (>Rp4 milyar sd Rp8 milyar) 2 Risiko Rendah

≤ 25 Pegawai atau (<Rp4 milyar) 1 Risiko Sangat Rendah

> 150 hari 5 Risiko Sangat Tinggi

s.d. 150 hari 4 Risiko Tinggi

s.d. 120 hari 3 Risiko Sedang

s.d. 90 hari 2 Risiko Rendah

s.d. 60 hari 1 Risiko Sangat Rendah

Akses Tranportasi Sangat Sulit 5 Risiko Sangat Tinggi

Akses Tranportasi Sulit 4 Risiko Tinggi

Akses Tranportasi Sedang 3 Risiko Sedang

Akses Tranportasi Mudah 2 Risiko Rendah

Akses Tranportasi Sangat Mudah 1 Risiko Sangat Rendah

> Rp 500 milyar 5 Risiko Sangat Tinggi

>Rp250 s.d. Rp500 milyar 4 Risiko Tinggi

>Rp100 s.d. Rp250 milyar 3 Risiko Sedang

>Rp50 s.d. Rp100 milyar 2 Risiko Rendah

≤ Rp50 milyar 1 Risiko Sangat Rendah

7 Letak Geografis 5%

8 Nilai Asset Tetap 15%

5

Beban Kerja

(Jumlah 

Pegawai/Belanja 

Pegawai)

10%

6

Kecepatan 

Penyelesaian hasil 

audit Itjen

5%

3 Potensi PNBP 10%

4
Pelaksanaan Audit 

Sebelumnya 
20%

1
Implementasi 

Penilaian Risiko
10%

2

Total Anggaran  

Belanja Modal & 

Non Oprasional

25%
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potensi fraud, sedangkan ADTT tidak terporgram dalam rangka 

Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan 

BPK-RI yang harus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.  

5. Pengawasan Tidak Terprogram 

Pengawasan Tidak Terprogram merupakan kegiatan 

pengawasan yang belum dapat dipastikan waktu 

pelaksanaanya, namun harus tetap dilaksanakan oleh 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, antara lain: 

a. Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Penanganan 

Pengaduan; 

b. Audit Khusus atau Audit Investigatif; 

c. Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Verifikasi TLHP 

BPK; 

d. Reviu atas Hasil Revaluasi BMN; 

e. Reviu Revisi Anggaran; 

f. Reviu Verifikasi atas Tunggakan; 

g. Reviu HPS; 

h. Pemantauan Tindak Lanjut  Pengawasan BPK, BPKP, dan 

Inspektorat Jenderal. 

6. Pengawasan Lainnya 

Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan 

intern yang tidak bersifat pemberian keyakinan (assurance), 

dan lebih kepada aktivitas konsultasi (consulting). Jenis-jenis 

kegiatan Pengawasan Lainnya yang dilaksanakan antara lain: 

a. Sosialisasi/pendampingan penerapan manajemen risiko; 

b. Bimbingan teknis pada lini ke-dua, yaitu Unit Kepatuhan 

Internal (UKI) dan Satuan Pengawas Intern (SPI) Badan Layanan 

Umum (BLU); 

c. Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal; 

d. Clearing House Proyek Strategis Kereta Api Makassar-Pare Pare. 

7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan 

Pengendalian Intern 

Upaya peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, 

dan pengendalian intern dilaksanakan melalui kegiatan sebagai 

berikut: 
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a. Peningkatan Kapasitas SDM melalui sertifikasi, pelatihan 

teknis/fungsional/manajerial, dan bimbingan teknis; 

b. Peningkatan Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model 

(IACM); 

c. Penguatan regulasi pengawasan; 

d. Digitalisasi Pengawasan; 

e. Koordinasi dan Sinergi Pengawasan dengan sesama APIP 

Kementerian/Lembaga, pengawas eksternal, aparat penegak 

hukum, dan instansi terkait lainnya; 

f. Kerjasama pengembangan pengawasan intern (dengan BPKP 

dan AAIPI). 

 

B. TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN 

1. Audit  

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan 

profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan   

informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

Dalam pelaksaan audit, Inspektorat Jenderal Kementerian 

Perhubungan melakukan Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan 

Tertentu, dan Audit Investigasi. 

PKPT Inspektorat Jenderal tahun 2023 disusun untuk 

mengatur tahapan audit kinerja, adapun pelaksanaan audit 

dengan tujuan tertentu, audit investigasi dan probity audit diatur 

dalam keputusan Inspektur Jenderal tersendiri. Pemilihan obyek 

audit Proses pelaksanaan Audit Kinerja meliputi tahapan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan Audit 

Penyusunan perencanaan audit dimulai sejak penetapan 

sasaran audit sampai dengan penugasan audit, dimaksudkan 

untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai sesuai dengan 

standar audit yang ekonomis, efisien, dan efektif. 

1) Penetapan Sasaran/Objek Audit 
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Sasaran/objek audit diprioritaskan terhadap 

program/kegiatan yang bersifat strategis, mengandung 

risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap 

masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup 

besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung 

pencapaian tujuan, sasaran, dan program Kementerian 

Perhubungan secara nasional.  

Tim Audit agar menetapkan tujuan umum pada setiap 

penugasan audit, antara lain: 

a. Menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan 

efektif; 

b. Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian 

intern; 

c. Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundangundangan, kecurangan, dan ketidakpatutan 

(abuse). 

2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Audit 

a) Jumlah personil Tim Audit gasal, ditetapkan secara 

proporsional sesuai kebutuhan Tim Audit dengan 

memperhatikan kompetensi dan pengalaman auditor 

serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek 

audit, dengan jumlah anggota tim maksimal 4 (empat) 

orang; 

b) Susunan Tim Audit secara kolektif mempunyai 

kompetensi sesuai sasaran audit, terdiri dari:  

(1) Pengendali Mutu (Daltu);  

(2) Pengendali Teknis (Dalnis);  

(3) Ketua Tim (KT); dan  

(4) Anggota Tim (AT). 

c) Auditor Utama dapat diberikan penugasan pengawasan 

sebagai pengendali mutu atas kegiatan yang bersifat 

strategis; 

d) Audit dilakukan oleh Auditor/Calon Auditor bersertifikat 

JFA. Dalam hal dipandang perlu, Tim Audit dapat 

menggunakan tenaga ahli yang berkompeten; 

e) Jika dipandang auditi memiliki risiko sangat tinggi atau 
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objek audit memiliki kegiatan yang sangat strategis 

dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim 

dapat disiasati dengan menambah jumlah anggota tim 

atau dapat membentuk subtim audit dengan 

melampirkan justifikasi kebutuhan tertulis. 

3) Pembekalan teknis 

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur 

Jenderal/Inspektur/Auditor Utama sebelum pelaksanaan 

audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan 

secara mandiri oleh masingmasing Inspektorat atau 

terpadu. 

4) Penetapan Waktu Audit 

Jumlah hari audit ditetapkan dengan mempertimbangkan 

beberapa hal yaitu:  

a) Hasil profiling faktor risiko objek audit; 

b) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek audit. 

5) Biaya Audit 

Biaya audit ditetapkan berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

6) Kendali Mutu Audit (KMA) 

Kendali Mutu Audit (KMA) disusun dengan menggunakan 

modul KMA pada aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU). 

Tim wajib menyusun KMA (9-22) maksimal 14 hari 

kalender setelah surat tugas berakhir. Keterangan 

Ketentuan terkait pelaksanaan KMA diatur melalui 

Peraturan lnspektur Jenderal nomor SK 

86/KP.801/ITJEN/2016 tentang Pedoman Kendali Mutu 

Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.  

b. Pelaksanaan Audit 

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan 

operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program 

Kerja Audit, meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan 

analisis data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan 

temuan audit, penyusunan temuan hasil audit. 

Program kerja audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan dan perundang-undangan mengenai pedoman 

program kerja audit. Proses penyusunan program kerja audit 

sampai dengan pelaksanaan audit wajib menggunakan Sistem 

Informasi Audit (SIAU) https://siau-itjen.dephub.go.id. dan 

dilaksanakan sesuai dengan standar audit meliputi: 

1) Ruang Lingkup Audit 

Ruang lingkup audit terbagi menjadi 2 kategori: 

a) Audit kinerja dilakukan secara selektif dengan 

prioritas objek audit atas hasil pemetaan risiko dengan 

urutan prioritas: 

1) hasil profiling Risiko Sangat Tinggi; 

2) hasil profiling Risiko Tinggi;  

3) hasil profiling Risiko Sedang, prioritas pemilihannya 

dengan menggunakan kriteria/justifikasi antara lain 

memiliki proyek strategis/prioritas, data hasil 

pengawasan eksternal BPK yang masih proses/belum 

tuntas, kontruksi dalam penyelesaian (KDP), dan 

Pengaduan. 

Adapun lingkup pengawasan audit yang disusun pada 

Program Kerja Audit sebagai berikut: 

(1) Aspek ekonomis, efisiensi dan efektif terhadap 

pencapaian target dan sasaran atas Indikator Kinerja 

Program dan Kegiatan;  

(2) Program/kegiatan/proyek strategis di sub sektor 

yang menjadi fokus dalam pengawasan Inspektorat 

Jenderal; 

(3) Kegiatan keperintisan (subsidi dan PSO); 

(4) Proyek Strategis Nasional, Program Padat Karya, 

kepatuhan peraturan, Kawasan Strategis Pariwisata 

Nasional; 

(5) Implementasi sistem pengendalian intern; 

(6) Optimalisasi Pengelolaan PNBP; 

(7) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk 

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri (P3DN) dan Implementasi Tingkat Kandungan 

Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang/jasa; 

https://siau-itjen.dephub.go.id/
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(8) Pelaksanaan Kebijakan dan isue strategis di 

Kementerian Perhubungan; 

(9) Permasalahan-permasalahan berulang yang menjadi 

fokus Pengawas Internal dan Eksternal. 

b) Audit dengan tujuan tertentu, kegiatan ini mencakup 

audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja atau audit 

yang bersifat tematik atau direktif langsung dan tidak 

langsung. 

2) Pengumpulan Bukti Audit 

Simpulan audit sangat bergantung pada keandalan        

bukti-bukti audit. Untuk itu, auditor harus memastikan 

bahwa semua jenis bukti dan semua teknik audit telah 

dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti 

dan teknik audit. Tim Audit agar mengkomunikasikan 

kepada auditi tentang pengumpulan bukti audit melalui 

sistem informasi audit (SIAU) dengan melakukan 

pengisian data informasi umum satker dan mengunggah 

dokumen yang dibutuhkan dalam rangka audit. 

3) Pengujian Bukti Audit 

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk 

meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar 

untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi 

serta tindak lanjut. Untuk mendukung keakuratan temuan, 

maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat REKOMACU, 

yakni: 

a) Relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat 

dimengerti; 

b) Kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau 

valid; 

c) Material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk 

dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan 

pimpinan; 

d) Cukup: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung 

temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan 

pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan 

keandalan temuan. 
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4) Kertas Kerja Audit (KKA) 

Selama proses audit dilaksanakan dan untuk mendukung 

temuan, auditor harus membuat KKA yang menggambarkan 

kegiatan audit. Dalam menetapkan tujuan penugasan, 

auditor agar melakukan penilaian pendahuluan terhadap 

risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit yang dapat 

dilakukan melalui survei pendahuluan, dan penilaian 

risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit dalam 

KKA. 

5) Penyusunan Temuan dan Simpulan Audit 

Temuan audit adalah masalah-masalah penting serta 

mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan 

kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur 

temuan/atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi 

yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh Auditi, 

penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi 

yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan audit 

harus mendapatkan tanggapan dari pihak Auditi. Hal yang 

harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan 

hasil audit, yaitu: 

a) Judul: mencerminkan uraian substansi temuan; 

b) Informasi: masukkan informasi yang penting dan relevan 

dengan temuan; 

c) Objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti 

dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan; 

d) Kenali pendapat penting: hindarkan desas desus dan 

jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan; 

e) Yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan        

bukti-bukti audit; 

f) Kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak 

destruktif untuk perbaikan di masa mendatang; 

g) Pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah 

dicapai oleh manajemen; 

h) Jujur: sajikan komentar secara jujur dan berikan 

informasi yang cukup kepada Auditi agar temuan 

mendapat perspektif yang sama; 
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i) Pengendalian manajemen: utamakan pembahasan 

pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang 

yang dipermasalahkan; 

j) Pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang sudah 

terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan 

sebagainya; 

k) Penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang 

menjadi dasar terjadinya permasalahan; 

l) Ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas; 

m) Bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan 

penggunaan singkatan yang tidak umum. 

6) Rekomendasi 

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan audit yang 

ditujukan kepada penanggung jawab pada 

Satker/Institusi/Instansi yang berwenang untuk melakukan 

tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan 

penyebab dan akibat. Hal yang harus diperhatikan dalam 

menyusun rekomendasi: 

a) Sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik; 

b) Realistis dan dapat dilaksanakan; 

c) Mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan 

rekomendasi; 

d) Mengidentifikasi personil yang bertanggung jawab 

melaksanakan rekomendasi; 

e) Mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan 

atau dampak lain dari rekomendasi; 

f) Hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu: 

(1) Rekomendasi yang bersifat himbauan; 

(2) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, 

yang pada saat audit tidak perlu dilakukan lagi 

karena sudah diperbaiki; 

(3) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang 

diaudit; 

(4) Rekomendasi terhadap suatu instansi yang diaudit 

yang saat ini instansi tersebut suatu tidak ada lagi; 
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(5) Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan 

yang mengatur kegiatan yang bersangkutan; 

(6) Rekomendasi yang berada di luar kewenangan 

pimpinan instansi yang diaudit untuk 

melaksanakannya; dan/atau 

(7) Rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan 

rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah 

tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah 

(rekomendasi harus ditujukan kepada KPA/PPK/ 

Penanggung jawab kegiatan). 

7) Pemaparan Hasil Pengawasan 

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan 

pelaksanaan audit sehingga kualitas laporan hasil audit 

telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali 

mutu audit APIP, maka dapat dilakukan pemaparan hasil 

pengawasan. Pemaparan hasil pengawasan dapat 

dilaksanakan oleh inspektorat masing-masing dan/atau 

melibatkan inspektorat terkait. 

c. Pelaporan Audit 

Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Batas waktu penyelesaian LHA adalah 14 hari kalender 

sejak berakhirnya surat tugas audit kinerja; 

2) Laporan hasil audit dengan SPL paling lama dikirim kepada 

auditi 14 hari setelah masa periode audit berakhir; 

3) LHA ditandatangani dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim 

Audit mulai dari Pengendali Mutu sampai dengan Anggota; 

4) Surat Pengantar Laporan (SPL) dan ikhtisar temuan hasil 

audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur dan tiap 

lembarnya diparaf oleh Pengendali Mutu; 

5) SPL ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh 

Inspektur Jenderal dan tiap lembarnya dibubuhi paraf 

Inspektur, apabila mengandung jenis temuan:   

a) Bersifat material dan strategis; 

b) Dengan klasifikasi kejadian (per-temuan) yang 



 

 

53 

menyangkut Kerugian Negara (Kode 01) dan Kewajiban 

Penyetoran Kepada Negara (Kode 02) dengan nilai 

minimal Rp500.000.000; 

6) Laporan Hasil Audit Fisik 

a) Audit Fisik bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian 

pekerjaan khususnya pembangunan fisik 

sarana/prasarana perhubungan;  

b) Pelaksanaan Audit Fisik harus direncanakan pada 

rencana pengawasan untuk lokasi pekerjaan dan biaya 

pengawasannya;  

c) Laporan hasil Audit Fisik disampaikan kepada Inspektur 

Jenderal, dilengkapi dengan data dukung berupa 

foto/gambar dan/atau video/film yang menggambarkan 

kondisi pekerjaan; 

d) Apabila terdapat hal-hal yang penting, disampaikan pula 

konsep surat Inspektur Jenderal kepada pejabat Eselon I 

terkait.  

7) Penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan 

tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal 

mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan APIP 

Pusat dan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil 

Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

8) LHA wajib diselesaikan pada aplikasi Sistem Informasi 

Audit (SIAU) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHA 

ditandatangani. 

2. Reviu 

Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman 

pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada 

ketentuan yang berlaku. Pelaporan hasil reviu menggunakan 

modul reviu pada aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU) 

https://siau-itjen.dephub.go.id   

 

https://siau-itjen.dephub.go.id/
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a. Perencanaan Reviu 

Dalam setiap penugasan reviu, Auditor harus menyusun 

perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak 

penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu. 

1) Penetapan Sasaran Reviu 

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 

2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu 

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai 

dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu 

dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman 

Auditor.  

Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi 

sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Daltu; 2) Dalnis; 3) Ketua 

Tim (KT); dan 4) Anggota Tim. Reviu dilakukan oleh 

Auditor/Calon Auditor bersertifikat dan dapat melibatkan 

staf pendukung. 

3) Penetapan Waktu Reviu 

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 

pelaporan dengan rincian yaitu: 

a) Persiapan 

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan 

(koordinasi), dan reviu/penyusunan program kerja reviu. 

b) Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan 

kompleksitas penugasan. 

b. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR) 

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang 

disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-

kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, 

metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan 

langkah-langkah kerja reviu. 

c. Pelaksanaan Reviu 

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi 

dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan 
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data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai 

teknik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan 

penyusunan laporan hasil reviu. 

 

3. Evaluasi 

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang 

telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam 

mencapai tujuan.  

Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman 

pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada 

ketentuan yang berlaku. Pedoman dimaksud dilaksanakan melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. Perencanaan Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran 

yang mencakup antara lain evaluasi:  kegiatan prioritas, 

pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Penanganan Benturan 

Kepentingan. 

b. Program Kerja Evaluasi (PKE) 

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang 

disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-

kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, 

alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan 

langkah-langkah kerja evaluasi. 

c. Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan 

operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, 

meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan, dan analisis 

data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, serta 

penyusunan rencana aksi hasil evaluasi. 

 



 

 

56 

d. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi 

Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi dikoordinatori oleh 

Inspektorat pemangku entitas pusat dengan mengundang 

Inspektorat terkait. 

4. Pemantauan  

Pemantauan   adalah   proses   penilaian   kemajuan    suatu 

program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah 

pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan 

tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman 

pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan 

untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan 

yang berlaku. 

a. Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan 

1) Penentuan Sasaran 

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, 

penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, serta 

pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi. 

2) Rencana Kerja Pemantauan (RKP) 

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan 

RKP, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau 

Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, 

ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan 

strategis yang dipantau dan langkahlangkah kerja 

pemantauan. 

3) Pelaksanaan Pemantauan 

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan 

operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, 

meliputi pengumpulan   data   pemantauan, pengolahan   

dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, 

serta penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang   

dilaksanakan oleh Auditor/Calon Auditor bersertifikat dan 

dapat melibatkan staf pendukung. 

b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di 
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Inspektorat Jenderal terbagi menjadi: 

1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal yang 

dilakukan oleh BPK RI dan BPKP; 

2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal Inspektorat 

Jenderal, yang dilakukan melalui sistem informasi audit 

(SIAU) pada modul tindak lanjut. 

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan 

eksternal diatur dalam peraturan Inspektur Jenderal tersendiri. 

5. Pengawasan Lainnya 

Pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan 

penjaminan kualitas namun lebih memberikan layanan asistensi 

dan konsultasi, meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan 

teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan 

kualitas hasil pengawasan melalui peer review (telaah sejawat). 

Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan 

kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang 

pengawasan, adalah: 

1) Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, 

mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak 

langsung terhadap masyarakat; 

2) Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan; 

3) Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok 

bahasan; 

4) Penetapan personil sesuai kebutuhan; 

5) Penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan; 

6) Biaya pelaksanaan kegiatan. 

b. Pelaksanaan 

1) Sosialisasi Pengawasan 

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah auditi dan 

stakeholder di lingkup Kementerian Perhubungan. Jumlah 

personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari 

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), dan 

maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten. 
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2) Asistensi 

Sasaran asistensi adalah auditi dan stakeholder dilingkup 

Kementerian Perhubungan. Jumlah personil yang diperlukan 

dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, 

Pejabat Fungsional Auditor (PFA), dan maksimal 2 (dua) 

orang staf pendukung yang berkompeten. 

3) Bimbingan Teknis Pengawasan 

Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud dalam 

pedoman ini yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi   APIP   

daerah provinsi/kabupaten/kota. Personil yang 

melaksanakan bimbingan teknis bagi APIP daerah adalah 

Inspektur Jenderal, Inspektur, dan PFA yang berkompeten di 

bidangnya. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim 

minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional 

Auditor (PFA), dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung 

yang berkompeten.  

4) Konsultansi Bidang Pengawasan 

Konsultansi pengawasan adalah jasa konsultansi (advisory 

service/problem solving) yang diberikan oleh Inspektorat 

Jenderal kepada mitra dalam rangka memberi alternatif 

penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jumlah 

personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari 

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), dan 

maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.  

Konsultasi bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Tanya dan 

Konsultasi (SiTAKON) dengan alamat 

https://sitakon.dephub.go.id berbasis website maupun 

platform android. 

5) Peer review (telaah sejawat) 

Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit 

pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan 

bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah dilaksanakan oleh 

auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman 

kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di 

lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 

https://sitakon.dephub.go.id/


 

 

59 

dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali dan telaah sejawat 

tidak dilakukan secara resiprokal. 

 

6. Ketentuan-ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern 

a. Pengawasan disusun dan dilakukan berdasarkan urutan 

prioritas sebagai berikut: 

1) Prioritas 1 (P1) : Pengawasan berdasarkan Instruksi Menteri 

Perhubungan; 

2) Prioritas 2 (P2) : Pengawasan Mandatory; 

3) Prioritas 3 (P3) : Pengawasan berdasarkan Permintaan 

Aparat Penegak Hukum; 

4) Prioritas 4 (P4) : Pengawasan dalam rangka Penanganan 

Pengaduan; 

5) Prioritas 5 (P5) : Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan 

Direktif dan Tematik  di Kemenhub; 

6) Prioritas 6 (P6) : Audit Kinerja Berbasis Risiko di 

Kementerian Perhubungan; 

7) Prioritas 7 (P7) : Pengawasan Terporgram Lainnya dalam 

PKPT; 

8) Prioritas 8 (P8) : Pengawasan Yang Tidak Terprogram; 

b. Dalam penerbitan surat tugas pengawasan agar 

menginformasikan  Persiapan (1-2 hari) dan Pelaporan (2-3 

hari); 

c. Terdapat auditor yang bertugas di kantor. Auditor tersebut 

dianggap mampu dan kompeten melakukan kegiatan 

assurance, consultant, dan catalyst; 

d. Auditor Utama dapat diberikan penugasan pengawasan sebagai 

pengendali mutu terhadap pengawasan hal-hal yang bersifat 

strategis; 

e. Jumlah maksimal hari pelaksanaan pengawasan intern di luar 

persiapan dan pelaporan sebagai berikut. 

1) Audit kinerja dengan ketentuan sebagai berikut. 

a) 15 hari untuk 1 auditi yang memiliki profil risiko sangat 

tinggi; 
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b) 12 hari untuk 1 auditi memiliki profil risiko tinggi; 

c) 7 hari untuk 1 auditi yang memiliki profil risiko sedang. 

2) 10 hari untuk audit dengan tujuan tertentu; 

3) 10 hari untuk audit investigasi; 

4) 7 hari untuk reviu; 

5) 7 hari untuk verifikasi; 

6) 5 hari untuk evaluasi; 

7) 5 hari untuk monitoring. 

f. Pertimbangan khusus, waktu pelaksanaan pengawasan dapat 

melebihi ketentuan sebagaimana butir 1 s.d. 7 di atas setelah 

mendapat persetujuan Inspektur Jenderal; 

g. Usulan pengajuan audit kinerja harus menginformasikan 

Program Kerja Audit (PKA), justifikasi perubahan lokus auditi 

antara PKPT dan pelaksanaan. Adapun untuk usulan audit 

kinerja di periode berikutnya harus melampirkan:  

1) Informasi bahwa Laporan Hasil Audit sebelumnya Laporan 

Hasil Audit telah diselesaikan; 

2) Informasi Status Tindak Lanjut Objek Audit; 

3) Menyusun Kendali Mutu Audit (KMA) Nomor 8; 

4) Untuk KMA Nomor 6 dan 7 disusun setelah Surat Tugas (ST) 

Terbit; 

5) Untuk KMA Nomor 9 sampai dengan 22 disusun setelah 

pelaksanaan Audit berakhir; 

6) Pengaturan perubahan PKA; 

7) Pembaharuan KMA. 

h. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis 

kepada Inspektur Jenderal dengan melampirkan justifikasi 

perpanjangan pelaksanaan pengawasan intern; 

i. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada 

Inspektur Jenderal dengan melampirkan justifikasi pembatalan 

pelaksanaan pengawasan intern; 

j. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) 

diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan ADTT dilakukan oleh Inspektorat Investigasi 

dan dapat melibatkan Inspektorat I s.d. IV dalam 
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pelaksanaan tugasnya; 

2) Pelaksanaan ADTT yang bersifat Mandatory (PSO) dapat 

dilaksanakan Inspektorat I s.d. IV. 

k. Dalam hal pelaksanaan pengawasan intern melibatkan 

Inspektorat lain, ditunjuk koordinator di Inspektorat 

berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 5 

Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata 

Kerja, dan Kegiatan Inspektorat Jenderal. Dalam hal 

pelaksanaannya, Inspektorat terkait yang ditunjuk sebagai 

koordinator, berkewajiban :  

1) menyusun rencana kegiatan; 

2) menyusun laporan kompilasi sesuai dengan kegiatan yang 

dilakukan dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal;  

3) menyampaikan laporan kepada  Pejabat Tinggi Madya 

Entitas Eselon I terkait maksimal 7 hari kerja setelah Surat 

Tugas berakhir.  

Sedangkan Inspektorat non-koordinator berkewajiban 

menyampaikan hasil kegiatannya berdasarkan wilayah dan 

jenis entitas kepada Inspektorat yang ditunjuk sebagai 

koordinator maksimal 3 hari kerja setelah surat tugas berakhir. 

l. Seluruh data rekapitulasi hasil-hasil pengawasan intern 

didokumentasikan terpusat di masing-masing Inspektorat dan 

melalui sistem informasi pengawasan. 
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C. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN PKPT TAHUN ANGGARAN 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A. MANDATORY

1
Pengawasan atas Pengelolaan BA-BUN (PSO Kereta Api dan Penyelenggaraan 

Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Kelas Ekonomi)
PMK 204/PMK.09/2015 Inspektorat II, III

2 Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-K/L) PMK 208/2019 Inspektorat  I,II, III, IV

3 Reviu Laporan Keuangan (BA-022 dan BA-099) PMK No. 255/2015 Inspektorat I, II, III, IV

4 Reivu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) PMK No. 17/2019 Inspektorat I, II, III, IV

5 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) PMK 150/2014 Inspektorat I, II, III, IV

6 Reviu Usulan Revisi Anggaran PMK Tata Cara Revisi Anggaran Inspektorat II, III, IV

7 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Permen PAN-RB No. 53 / 2014 Inspektorat II

8 Reviu Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak PMK No. 09/PMK.02/2018 Inspektorat I, II, III, IV

9 Reviu Kerjasama Pemanfaatan BMN PMK No. 115/2020 Inspektorat III

10
Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/dan Jasa Pemerintah termasuk 

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
Perka BPKP No.3 Tahun 2019 Inspektorat Investigasi

11 Reviu atas Usulan Verifikasi Tunggakan Pembayaran PMK Tata Cara Revisi ANggaran Inspektorat I, II, III, IV

12 Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Perka BPKP No.5 Tahun 2021 Inspektorat I

13 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Permen PAN-RB No. 88 / 2021 Inspektorat II

14
Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Strasnas-PK) dan Pengendalian Gratifikasi

SKB 5 Menteri tentang Aksi 

Pencegahan Korupsi 2021-2022
Sekretariat ITJEN

15 Telaahan Sejawat KEP AAIPI No.43/AAIPI/DPN/2019 Inspektorat IV

16 Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM) Permen PAN-RB No. 90 / 2021 Inspektorat Investigasi

17 Reviu Pengelolaan PNBP Inpres No 4 Tahun 2018 Inspektorat IV

B NON MANDATORY

1 Audit Berbasis Risiko PKPT 2023 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Inspektorat I, II, III, IV

2 Audit Investigatif/Reviu kasus PM 13 Tahun 2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Inspektorat Investigasi

3 ADTT Terprogram PM 13 Tahun 2022 x x x x x x x x x x x x x x x x Inspektorat Investigasi

4 ADTT TL BPK LHP BPK Inspektorat I, II, III, IV

5 Reviu atas hasil Revaluasi BMN LHP BPK x x x x Inspektorat I, II, III, IV

6 Pemantauan Tindak Lanjut BPK/BPKP Perka BPKP No 2/2017 Sekretariat ITJEN

7 Pemantauan Tindak Lanjut LHA ITJEN PM 13 Tahun 2022 Sekretariat ITJEN

8
Pengawasan Lainnya (Sosialisasi, Bimtek, Klinik Konsultasi, Clearing House Proyek 

Strategis)
PM 13 Tahun 2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Inspektorat I, II,  III,  IV, 

Investigasi

9 Pemantauan Proyek Strategis PKPT 2023 x x x x Inspektorat I, II, III, IV

10 Pendampingan Penerapan Manajemen Resiko PM 13 Tahun 2022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Inspektorat I, II,  III,  IV, 

Investigasi

NO JENIS PENGAWASAN DASAR

BULAN
PELAKSANA/ 

KOORDINATOR
JAN FEB AGU SEP OKT NOV DESMAR APR MEI JUN JUL
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D. RINCIAN KEGIATAN PKPT TAHUN ANGGARAN 2023 

Rincian kegiatan PKPT Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan 

oleh masing-masing Inspektorat berupa: 

1. Nama Kegiatan Pengawasan; 

2. Nama Objek Pengawasan; 

3. Tingkat Risiko (untuk Audit Berbasis Risiko); 

4. Hari Penugasan; 

5. Jadwal Pelaksanaan; 

6. Nama Personil Tim dan Peran (Pengendali Mutu, Pengendali 

Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim); 

7. Perkiraan Biaya yang dibutuhkan; dan 

8. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akan 

dihasilkan.  

 

Rincian Kegiatan PKPT Tahun Anggaran 2023 masing-masing Inspektorat 

sebagaimana lampiran III. 
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LAMPIRAN RINCIAN KEGIATAN PKPT 
______________________________________________________ 

INSPEKTORAT JENDERAL 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1 1
Audit tematik terkait Tata Kelola UPPKB pada 

provinsi Jawa Barat
DJPD Inspektorat I Audit Tematik 1 P6 6       53.376.000 7 Jawa Barat

2 2
Audit tematik terkait Tata Kelola UPPKB pada 

provinsi Jawa Tengah
DJPD Inspektorat I Audit Tematik 1 P6 6       26.250.000 7 Jawa Tengah

3 3
Audit tematik terkait Tata Kelola UPPKB pada 

provinsi Jawa Timur
DJPD Inspektorat I Audit Tematik 1 P6 6       35.436.000 7 Jawa Timur

4 4
Audit tematik terkait Tata Kelola UPPKB pada 

provinsi Sumatera Selatan
DJPD Inspektorat I Audit Tematik 1 P6 6       41.160.000 7 Sumatera Selatan

5 5
Audit tematik terkait Tata Kelola UPPKB pada 

provinsi Sumatera Barat
DJPD Inspektorat I Audit Tematik 1 P6 6       40.360.000 7 Sumatera Barat

6 6 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       79.746.000 12 Jawa Tengah
7 7 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       77.072.000 12 Jawa Timur
8 8 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       76.142.000 12 Kalimantan Barat
9 9 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       80.624.000 12 Kalimantan Selatan

10 10 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       60.580.000 12 Kalimantan Tengah
11 11 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       97.938.000 12 Kalimantan Timur
12 12 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       69.904.000 12 Aceh
13 13 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6     102.652.000 12 Sumatera Utara

14 14 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       65.870.000 12 Kepulauan Riau
15 15 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       71.460.000 12 Jambi
16 16 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6     118.728.000 12 Bali
17 17 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       74.755.000 12 Nusa Tenggara Timur
18 18 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       93.164.000 12 Sulawesi Selatan

19 19 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       78.380.000 12 Selawesi Tenggara

20 20 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6     108.453.000 12 Maluku

21 21 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Sedang DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 P6 6       79.770.000 12 Maluku Utara

22 22 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6     177.354.000 12 Papua

23 23 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6       57.684.000 12 Jawa Barat
24 24 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 Prioritas Nasional P6 6     128.301.000 12 Sumatera Selatan
25 25 Direktorat TSDP Tinggi DJPD Inspektorat I Audit Kinerja 1 P6 6       18.000.000 12 DKI Jakarta

26 26
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 

(BPTJ)
Tinggi BPTJ Inspektorat I Audit Kinerja 1       15.700.000 12 DKI Jakarta

27 1
Pengembangan, Peningkatan Dan Perawatan 

Prasarana Perkeretaapian
Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1 SBSN, Prioritas Nasional P6 12 82.632.000     12 DKI Jakarta

28 2 Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
SBSN, Tata Kelola BLU 

dan PNBP
P6 7 73.664.000     12 Jawa Timur

29 3 Politeknik Pelayaran Banten TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Diklat Vokasi, DPM, Tata 

Kelola BLU dan PNBP
P6 7 64.420.000     12 Banten

30 4 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1
SBSN, Prioritas Nasional, 

Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK)

P6 12 69.482.000     12 DKI Jakarta dan Banten

31 5 Politeknik Pelayaran Surabaya TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Diklat Vokasi, DPM, Tata 

Kelola BLU dan PNBP
P6 7 76.112.000     12 Jawa Timur

32 6 Politeknik Penerbangan Surabaya TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Prioritas Nasional, Diklat 

Vokasi, DPM, Tata Kelola 

BLU dan PNBP

P6 7 69.482.000     12 Jawa Timur

33 7 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1
SBSN, Prioritas Nasional, 

Kawasan Industri (KI)
P6 12 117.604.000   12 Jawa Tengah

34 8 BP2TD Mempawah TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Prioritas Nasional, DPM, 

Tata Kelola PNBP
P6 6 52.062.000     12 Kalimantan Barat

35 9 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Prioritas Nasional, Diklat 

Vokasi, DPM, Tata Kelola 

BLU dan PNBP

P6 7 32.007.000     12 DKI Jakarta

36 10 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Medan Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1
SBSN, PSN, Subsidi 

Perintis KA, Prioritas 

Nasional

P6 11 130.253.000   12 Sumatera Utara

37 11 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Diklat Vokasi, DPM, Tata 

Kelola BLU dan PNBP
P6 7 70.755.000     12 Jawa Tengah

AUDIT KINERJA DAN TEMATIK TAHUN 2023

Jumlah 

Hari

Jadwal
ProvinsiJenis Pengawasan Volume Tagging Prioritas

Jumlah 

Personel
AnggaranInspektoratNo No Satker Profil Risiko Unit Kerja



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Jumlah 

Hari

Jadwal
ProvinsiJenis Pengawasan Volume Tagging Prioritas

Jumlah 

Personel
AnggaranInspektoratNo No Satker Profil Risiko Unit Kerja

38 12 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Diklat Vokasi, DPM, Tata 

Kelola BLU dan PNBP
P6 7 62.733.000     12 Jawa Tengah

39 13 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1
SBSN, PSN, Prioritas 

Nasional
P6 12 103.872.000   12 Jawa Barat

40 14 Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Prioritas Nasional, Diklat 

Vokasi, DPM, Tata Kelola 

BLU dan PNBP

P6 7 72.440.000     12 Jawa Timur

41 15
Pengembangan Dan Peningkatan Sarana 

Perkeretaapian
Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1 Aset, PNBP P6 7 53.064.000     12 DKI Jakarta

42 16 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1
SBSN, Subsidi Perintis 

KA, Prioritas Nasional
P6 10 113.028.000   12 Sumatera Barat

43 17 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
SBSN, Prioritas Nasional, 

Diklat Vokasi, DPM, Tata 

Kelola BLU dan PNBP

P5 7 82.328.000     12 Sulawesi Selatan

44 18 Politeknik Penerbangan Makassar TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Tematik 1
Prioritas Nasional, Diklat 

Vokasi, DPM, Tata Kelola 

BLU dan PNBP

P6 7 87.907.000     12 Sulawesi Selatan

45 19 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1 SBSN, PSN P6 10 120.272.000   12 Jawa Timur

46 20 Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1
Diklat Vokasi, DPM, Tata 

Kelola BLU dan PNBP
P6 7 57.797.000     12 Jawa Barat

47 21 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1 Aset, PNBP P6 6 52.371.000     12 DKI Jakarta

48 22 Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tinggi DJKA Inspektorat II Audit Kinerja 1
SBSN, PSN, Subsidi 

Perintis KA, Prioritas 

Nasional

P6 12 154.898.000   12 Sulawesi Selatan

49 23 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Tematik 1
SBSN, Prioritas Nasional, 

Diklat Vokasi, DPM, Tata 

Kelola BLU dan PNBP

P5 7 80.733.500     12 Sumatera Barat

50 24 Politeknik Pelayaran Malahayati TinggiBPSDM PerhubunganInspektorat II Audit Kinerja 1

Prioritas Nasional, Diklat 

Vokasi, DPM, Tata Kelola 

BLU dan PNBP

P6 7 87.383.500     12 Aceh

51 1 Audit Tematik KSOP Jayapura DJPL Inspektorat III Audit Tematik 1 P6 8     165.385.000 10 Papua
52 2 Audit Tematik KSOP Ambon DJPL Inspektorat III Audit Tematik 1 P6 6       87.894.000 7 Maluku
53 3 Audit Tematik UPP Saumlaki DJPL Inspektorat III Audit Tematik 1 P6 7     144.736.000 10 Maluku
54 4 Audit Tematik UPP Tual DJPL Inspektorat III Audit Tematik 1 P6 6     126.313.000 10 Maluku
55 5 Audit Tematik KSOP Ternate DJPL Inspektorat III Audit Tematik 1 P6 7     117.220.000 10 Maluku Utara
56 6 Audit Tematik KSOP Bima DJPL Inspektorat III Audit Tematik 1 P6 6       90.597.000 10 Nusa Tenggara Barat
57 7 Disnav Semarang Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6       23.556.000 10 Jawa Tengah

58 8 KSOP Tanjung Emas Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 6       47.608.000 10 Jawa Tengah

59 9 Disnav Tual Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 7     145.638.000 10 Maluku
60 10 Disnav Surabaya Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6       23.018.000 10 Jawa Timur
61 11 PPLP Surabaya Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6       53.480.000 10 Jawa Timur

62 12 KSOP Pontianak Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 5       55.144.000 8 Kalimantan Barat

63 13 Disnav Pontianak Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6       58.488.000 8 Kalimantan Barat

64 14 KSOP Banjarmasin Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 7       76.177.000 8 Kalimantan Selatan
65 15 Disnav Teluk Bayur Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 2       30.433.000 10 Sumatera Barat

66 16 KSOP Teluk Bayur Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 4       52.888.000 10 Sumatera Barat

67 17 Disnav Belawan Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 2       23.576.000 10 Sumatera Utara
68 18 Disnav Palembang Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 7       85.660.000 8 Sumatera Selatan
69 19 Disnav Tarakan Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 8     100.760.000 10 Kalimantan Tenggara

70 20 KSOP Gorontalo Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 6       70.956.000 10 Gorontalo

71 21 Disnav Sibolga Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 1       14.898.000 10 Sumatera Utara
72 22 KSU Belawan Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 4       59.592.000 10 Sumatera Utara

73 23 KSOP Kotabaru Batulicin Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 6       92.834.000 8 Kalimantan Selatan

74 24 Disnav Kupang Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan dan 

Rehab Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran

P6 6       71.804.000 10 Nusa Tenggara Timur

75 25 KSOP Laurentius Say Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 7     107.800.000 10 Nusa Tenggara Timur
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76 26 KSOP Kupang Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 6       95.271.000 10 Nusa Tenggara Timur

77 27 Disnav Ambon Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6     104.742.000 10 Maluku
78 28 Disnav Kendari Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 7       41.816.000 10 Sulawesi Tenggara

79 29 KSOP Kendari Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 8       49.785.000 10 Sulawesi Tenggara

80 30 Disnav Makassar Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6       26.488.000 10 Sulawesi Selatan
81 31 KSU Makassar Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6       61.348.000 10 Sulawesi Selatan
82 32 Disnav Banjarmasin Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 5       55.955.000 8 Kalimantan Selatan

83 33 Disnav Benoa Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 6       80.382.000 8 Bali

84 34 KSOP Balikpapan Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1

Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel;

Pembangunan 

Penanggulangan 

Pencemaran Terminal 

Marine Polution (IKN)

P6 8       92.186.000 7 Kalimantan Timur

85 35 KSOP Benoa Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 7       91.217.000 8 Bali

86 36 Disnav Bitung Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6     103.372.000 10 Sulawesi Utara

87 37 Disnav Tanjung Pinang Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan dan 

Rehab Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran

P6 6       69.566.000 8 Kepri

88 38 KSOP Biak Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 7     185.922.000 10 Papua

89 39 Disnav Dumai Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 8     101.290.000 8 Riau

90 40 Kantor Pusat Ditjen Laut Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 8       80.535.000 10
DKI Jakarta, Kalimantan 

Timur

91 41 Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1

DEVELOPMENT AND 

IMPROVEMENT OF 

INDONESIAN AIDS TO 

NAVIGATION (ATON) 

PROJECT

P6 6       78.586.000 10 DKI Jakarta, Kepri

92 42 Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1

Emergency Assistance 

Loan For Rehabilitation 

and Reconstruction 

Pelabuhan Pantoloan, 

Pelabuhan Donggala dan 

Pelabuhan Wani;

STUDI KPBU 

PELABUHAN PATIMBAN 

DAN PELABUHAN 

ANGGREK 

STUDI KPBU 

PELABUHAN BAU-BAU

P6 6       72.780.000 10
DKI Jakarta, Sulawesi 

Tengah

93 43 Satker Peningkatan Fungsi KPLP Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan Kapal 

Patroli
P6 3       13.813.000 10 DKI Jakarta, Kepri

94 44
Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan dan 

Kepelautan Pusat
Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1

Studi Desain Kapal 

Berbahan Bakar Ramah 

Lingkungan

P6 5       42.630.000 10 DKI Jakarta, Kepri

95 45 Satker Peningkatan Keselamatan Lala Pusat Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1

Penyelenggaraan 

Angkutan Tol Laut; 

Penyelenggaraan 

Angkutan Ternak;

Penyelenggaraan 

Angkutan Kapal Rede;

P6 8       73.643.000 10
DKI Jakarta, Sulawesi 

Selatan

96 46 KUPP Dobo Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 8     148.529.000 10 Maluku

97 47 KOPU Makassar Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 8       29.194.000 10 Sulawesi Selatan
98 48 KUPP Jampea Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 8       92.228.000 10 Sulawesi Selatan
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99 49 KUPP Kolonedale Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1

Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel;

Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis

P6 8     138.134.000 10 Sulawesi Tengah

100 50 KUPP Sirombu Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan 

Pelabuhan Sirombu
P6 6       76.008.000 7 Sumatera Utara

101 51 Disnav Cilacap Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 7       67.770.000 8 Jawa Tengah
102 52 PPLP Tanjung Priok Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 10         8.350.000 5 DKI Jakarta

103 53 KUPP Pelabuhan Ratu Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 10       29.910.000 5 Jawa Barat

104 54 KUPP Jailolo Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 8     130.946.000 10 Maluku Utara

105 55 KUPP Lapuko Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan 

Pelabuhan Munse
P6 8       62.704.000 10 Sulawesi Tenggara

106 56 KUPP Sungai Nyamuk Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 8       32.448.000 10 Kalimantan Tenggara

107 57 KUPP Tilamuta Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1

Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel;

Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis

P6 6       38.900.000 10 Gorontalo

108 58 KUPP Bau-bau Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 7       66.704.000 10 Sulawesi Tenggara
109 59 Disnav Jayapura Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 8     165.385.000 10 Papua

110 60 KUPP Bula Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 6     109.477.000 10 Maluku

111 61 KUPP Wonreli Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 6     124.789.000 10 Maluku

112 62 KUPP Soasio Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 7     117.220.000 10 Maluku Utara

113 63 KUPP Babang Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Penyelenggaraan 

Angkutan Perintis
P6 6     106.011.000 10 Maluku Utara

114 64 KUPP Atapupu Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 8       81.319.000 10 Nusa Tenggara Timur

115 65 KUPP Seba Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 8       39.752.000 10 Nusa Tenggara Timur

116 66 KUPP Labuhan Bajo Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6       28.002.000 10 Nusa Tenggara Timur

117 67 KOPU Belawan Tinggi DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1 P6 6       70.651.000 10 Sumatera Utara

118 68 KUPP Kendawangan Sedang DJPL Inspektorat III Audit Kinerja 1
Pembangunan/Pengemb

angan/Rehab Faspel
P6 7       70.595.000 8 Kalimantan Barat

119 1 UPBU Gusti Sjamsir Alam Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1

Program PEN Padat 

Karya, Potensi PNBP, 

dan 3 tahun belum 

diaudit

P6 7 78.345.000     12 Kalimantan Selatan

120 2 UPBU Tebelian Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1

Pembangunan Bandara 

Singkawang (SBSN SYC 

2023), dan Program PEN 

Padat Karya

P6 6 57.751.000     12 Kalimantan Barat

121 3 UPBU Rahadi Oesman Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1

Program PEN Padat 

Karya, Potensi PNBP, 

dan 4 tahun belum 

diaudit

P6 4 37.156.000     12 Kalimantan Barat

122 4 UPBU Kasiguncu Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1
Program PEN Padat 

Karya, dan 4 tahun 

belum diaudit

P6 5 71.781.000     12 Sulawesi Tengah

123 5 UPBU Morowali Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1

Pengembangan Bandara 

Morowali - Bandara 

Prioritas Penunjang 

Kawasan Industri (KI), 

Program PEN Padat 

Karya, dan 4 tahun 

belum diaudit

P6 4 56.116.000     12 Sulawesi Tengah

124 6 Otoritas Bandara Wil. V Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 9 108.893.000   12 Sulawesi Selatan

125 7 UPBU Komodo Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 7 92.090.000     12 Nusa Tenggara Timur

126 8 UPBU Mali Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 77.034.000     12 Nusa Tenggara Timur

127 9 UPBU Sultan Muhammad Kaharuddin Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 77.330.000     12 Nusa Tenggara Barat

128 10 UPBU Sultan Muhammad Salahuddin Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 63.750.000     12 Nusa Tenggara Barat

129 11 UPBU Japura Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 8 90.042.000     12 Riau

130 12 UPBU Dabo Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 66.463.000     12 Kepulauan Riau

131 13 UPBU Raja Haji Abdullah Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 54.250.000     12 Kepulauan Riau

132 14 UPBU Binaka Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 68.003.000     12 Sumatera Utara

133 15 UPBU Silampari Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 53.570.000     12 Sumatera Selatan

134 16 UPBU Mopah Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 8 219.734.500   12 Papua

135 17 UPBU Tanah Merah Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 130.335.000   12 Papua

136 18 UPBU Ewer Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 105.130.000   12 Papua

137 19 UPBU Mozes Kilangin Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 130.335.000   12 Papua

138 20 UPBU Nop Goliat Dekai Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 105.130.000   12 Papua

139 21 UPBU Rendani Sangat Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 8 156.255.000   12 Papua Barat
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140 22 UPBU Domine Eduard Osok Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 120.925.000   12 Papua Barat

141 23 UPBU Utarom Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 98.645.000     12 Papua Barat

142 24 UPBU Sultan Babullah Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 90.284.000     12 Maluku Utara

143 25 UPBU Buli Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 74.620.000     12 Maluku Utara

144 26 UPBU Rokot Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 9 98.987.000     12 Sumatera Barat

145 27 UPBU Aek Godang Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 7 78.124.000     12 Sumatera Utara

146 28 UPBU Naha Sedang DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 70.900.000     12 Sulawesi Utara

147 29 UPBU Syukuran Aminuddin Amir Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 7 99.962.000     12 Sulawesi Tengah

148 30 UPBU Pogogul Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 70.145.000     12 Sulawesi Tengah

149 31 UPBU Palaka Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 8 93.288.000     12 Sulawesi Selatan

150 32 UPBU H. Aroepala Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 72.364.000     12 Sulawesi Selatan

151 33 UPBU Beto Ambari Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 60.890.000     12 Sulawesi Utara

152 34 UPBU Djalaluddin Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 6 82.142.000     12 Gorontalo

153 35 UPBU Tampa Padang Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 5 62.905.000     12 Sulawesi Barat

154 36 BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 11 84.368.000     12 Banten

155 37 BLU Balai Kesehatan Penerbangan Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 8 11.760.000     12 DKI Jakarta
156 38 UPBU Juwata Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 7 91.638.000     12 Kalimantan Utara

157 39 UPBU Long Apung Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja . P6 6 77.106.000     12 Kalimantan Utara

158 40 Direktorat Bandar Udara Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 10 54.007.500     15 DKI Jakarta
159 41 Direktorat Navigasi Penerbangan Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 7 -                       15 DKI Jakarta
160 42 Kantor Sekretariat Ditjen Perhubungan Udara Sangat Tinggi DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 8 -                       15 DKI Jakarta

161 43 Inspektorat Jenderal Sedang DJPU Inspektorat IV Audit Kinerja 1 P6 7 -                       15 DKI Jakarta
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1 1 ADTT terkait Public Service Obligation Inspektorat III ADTT 1 P5 8    116.537.000 7

2 1 ADTT IT Kantor Pusat DJPU Inspektorat IV ADTT 1 P5 7 39.780.000     6

3 2
ADTT Perintis Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat 

Udara (DKPPU)
Inspektorat IV ADTT 1 P5 7 17.280.000     6

4 3 ADTT TL BPK Papua Inspektorat IV ADTT 1 P5 6 164.723.000   9

5 4 ADTT TL BPK Kalimantan Timur Inspektorat IV ADTT 1 P5 5 50.975.000     8

6 1
ADTT Pekerjaan kontraktual TA.2022 yang tidak selesai dan dilanjutkan 

pada TA.2023
Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 20 426.178.500   10

7 2
ADTT Pemeliharaan Kapal Negara untuk Pelayanan Perintis yang 

dioperasionalkan oleh Swasta
Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 25 579.055.500   10

8 3
ADTT Kemanfaatan Pengadaan Barang Milik Negara atas Pengadaan 

pada Satker Kantor Kementerian Perhubungan Pusat yang di transfer
Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 25 527.042.500   10

9 4
ADTT Pelayanan Kapal dan Barang pada Pelabuhan Yang Menerapkan 

aplikasi Inaportnet TA.2023
Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 25 501.632.500   10

10 5 ADTT Penanganan Pengaduan Aceh Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 75.386.583     7

11 6 ADTT Penanganan Pengaduan Riau Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 78.292.584     7

12 7 ADTT Penanganan Pengaduan Sumatera Selatan Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 77.819.584     7

13 8 ADTT Penanganan Pengaduan Jawa Tengah Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 59.376.584     7

14 9 ADTT Penanganan Pengaduan DIY Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 89.236.584     7

15 10 ADTT Penanganan Pengaduan Sumatera Barat Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 70.506.584     7

16 11 ADTT Penanganan Pengaduan Lampung Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 59.537.583     7

17 12 ADTT Penanganan Pengaduan NTT Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 99.112.583     7

18 13 ADTT Penanganan Pengaduan Kalimantan Barat Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 64.745.583     7

19 14 ADTT Penanganan Pengaduan Papua Barat Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 125.199.583   7

20 15 ADTT Penanganan Pengaduan Kalimantan Barat Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 64.745.583     7

21 16 ADTT Penanganan Pengaduan Papua Barat Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 5 125.199.583   7

22 17 Reviu Kasus Pengaduan Jawa Tengah Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 6 120.548.333   7

23 18 Reviu Kasus Pengaduan NTT Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 6 172.931.333   7

24 19 Reviu Kasus Pengaduan Kalimantan Timur Inspektorat Investigasi ADTT 1 P5 6 98.629.333     7

ADTT TAHUN 2023

No No Kegiatan Jumlah Hari
Jadwal

Inspektorat Jenis Pengawasan Volume Prioritas Jumlah Personel Anggaran



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1 1
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SPIP TA. 2022 dan Persiapan Penyelenggaraan SPIP TA. 

2023
Inspektorat I Evaluasi 1 P2 18 53.520.000               3

2 2 Bimbimbgan Teknis SPIP di Wilayah Pengawasan Inspektorat I di Bali Inspektorat I Evaluasi 1 P2 5 66.134.000               3

3 3 Bimbimbgan Teknis SPIP di Wilayah Pengawasan Inspektorat I di Jawa Barat Inspektorat I Evaluasi 1 P2 5 12.200.000               3

4 4 Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP di Wilayah Pengawasa Inspektorat I di Kalimantan Timur Inspektorat I Evaluasi 1 P2 5 49.914.000               3

5 5
Pra Pleno Persamaan Persepsi Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Kementerian Perhubungan 

TA.2023 di Jakarta Provinsi DKI Jakarta
Inspektorat I Evaluasi 1 P2 38 114.290.000             3

6 6
Penjaminan Kualitas dan Pleno Hasil Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan TA. 2022 di Provinsi Jawa Barat
Inspektorat I Evaluasi 1 P2 35 105.900.000             3

7 7
Monitoring Area of Improvement Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Kementerian 

Perhubungan Tahun Anggaran 2022 di Provinsi Jawa Barat
Inspektorat I Evaluasi 1 P2 15 71.025.000               3

8 8 Evaluasi Program Prioritas Nasional di Ditjen Perhubungan Darat Inspektorat I Evaluasi 1 P2 5 40.850.000               3

9 9 Evaluasi Program Prioritas Nasional di BPTJ dan BKT Inspektorat I Evaluasi 1 P2 4 9.150.000                  3

10 1 Evaluasi SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Inspektorat II Evaluasi 1 P2 90 330.578.000             5

11 1 Evaluasi Pengelolaan PNBP Inspektorat III Evaluasi 1 P5 7 52.838.000               3

12 1 Bimtek E-Mawas Inspektorat IV Evaluasi 1 P7 19 37.180.000               2

13 2 Evaluasi E-Mawas semester I Inspektorat IV Evaluasi 1 P7 19 47.799.000               2

14 3 Evaluasi E-Mawas semester II Inspektorat IV Evaluasi 1 P7 19 47.799.000               2

EVALUASI TAHUN 2023
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Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1 1
Reviu Laporan Keuangan Tahunan BA. BUN 999.07 TA. 2022 Tingkat Kementerian di 

Provinsi DKI Jakarta
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 17 82.672.000                3

2 2
Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

3 3
Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada Badan Kebijakan Transportasi
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

4 4
Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

5 5
Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPA BA 022 Kementerian 

Perhubungan 
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 19 145.129.000             5

6 6
Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPA BA 

022 Kementerian Perhubungan untuk disampaikan ke BPK
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 10 32.452.000                3

7 7

Reviu Laporan Keuangan Semester I BA. BUN 999.07 TA 2023 Tingkat Kementerian di 

Provinsi DKI Jakarta Inspektorat I Reviu LK 1 P2 17 81.800.000                3

8 8
Reviu Laporan Keuangan Semester I  TA 2023 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

9 9
Reviu Laporan Keuangan Semester I  TA 2023 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada  Badan Kebijakan Transportasi 
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

10 10
Reviu Laporan Keuangan Semester I  TA 2023 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

11 11
Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAPA BA 022 Kementerian 

Perhubungan 
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 22 145.129.000             5

12 12
Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAPA  BA 

022 Kementerian Perhubungan untuk disampaikan ke BPK
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 11 33.774.000                3

13 13
Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 pada UAKPA/B Kementerian Perhubungan 

pada UPT Direktorat Perhubungan Udara di Provinsi Sulawesi Selatan
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 9 84.802.500                5

14 14
Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 pada UAKPA/B Kementerian Perhubungan 

pada  UPT Direktorat Perhubungan Darat di Provinsi Sulawesi Selatan
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 9 84.802.500                5

15 15
 Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 pada UAKPA/B pada UPT Direktorat 

Perhubungan Udara  di Provinsi Kalimantan Tengah
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 10 80.268.000                5

16 16
 Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 pada UAKPA/B pada UPT Direktorat 

Perhubungan Darat di Provinsi Kalimantan Tengah
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 9 80.268.000                5

17 17
Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2023 BA. BUN 999.07  Tingkat Kementerian di 

Provinsi DKI Jakarta
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 16 81.800.000                3

18 18
Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat UAPPA/B BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

19 19
Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat UAPPA/B BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada Badan Kebijakan Transportasi 
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

20 20
Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat UAPPA/B BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada  Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 14 37.924.667                5

21 21
Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat UAPA BA 022 Kementerian 

Perhubungan 
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 19 145.129.000             5

22 22
Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat UAPA BA 

022 Kementerian Perhubungan untuk disampaikan ke BPK
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 11 33.774.000                3

23 23
Tindak Lanjut Reviu LK BA 022 Triwulan III TA. 2023 di lingkungan Kementerian 

Perhubungan  
Inspektorat I Reviu LK 1 P2 17 230.568.000             5

24 24 Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling Kalimantan Timur Inspektorat I Reviu PIPK 1 P2 6 61.187.000                4

25 25 Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling Sulawesi Tengah Inspektorat I Reviu PIPK 1 P2 6 68.092.000                4

26 26 Reviu PIPK UAKPA Satker 9 Eselon I di Kementerian Perhubungan Inspektorat I Reviu PIPK 1 P2 11 58.170.000                4

27 27 Workshop PIPK Inspektorat I Reviu PIPK 1 P2 14 90.750.000                3

28 28 Reviu PIPK Tingkat Eselon I Inspektorat I Reviu PIPK 1 P2 6 32.870.000                4

29 29 Reviu PIPK Tingkat Kementerian Perhubungan Inspektorat I Reviu PIPK 1 P2 24 102.645.000             4

30 30 Penilaian PIPK ITJEN Inspektorat I Reviu PIPK 1 P2 8 41.100.000                4

31 31 Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2024 Inspektorat I Reviu RKA-K/L 1 P2 45 -                                   3
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32 32 Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2024 Inspektorat I Reviu RKA-K/L 1 P2 45 -                                   3

33 33 Reviu RKBMN TA 2025 Inspektorat I Reviu RKA-K/L 1 P2 45 -                                   3

34 34 Reviu Revisi Anggaran Inspektorat I Reviu RKA-K/L 1 P2 9 -                                   3

35 35 Reviu HPS Inspektorat I Reviu HPS 1 P2 9 -                                   3

36 36 Reviu HPS Inspektorat I Reviu HPS 1 P2 7 -                                   3

37 37 Reviu HPS Inspektorat I Reviu HPS 1 P2 9 -                                   3

38 38 Reviu HPS Inspektorat I Reviu HPS 1 P2 10 -                                   3

39 39 Reviu HPS Inspektorat I Reviu HPS 1 P2 7 -                                   3

40 1 Reviu LAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Inspektorat II Reviu LKIP 1 P2 30 205.390.000             5

41 2 Reviu LK BA.999.07 Tahunan TA 2022 pada Ditjen Perkeretaapian Inspektorat II Reviu LK 1 P2 6 - 3

42 3 Reviu LK BA.022 Tahunan TA 2022 pada Sekjen, DJKA, dan BPSDM Perhubungan Inspektorat II Reviu LK 1 P2 6 - 6

43 4 Reviu LK BA.999.07 Semester I TA 2023 pada Ditjen Perkeretaapian Inspektorat II Reviu LK 1 P2 6 21.257.000                3

44 5 Reviu LK BA.022 Semester I TA 2023 pada Sekjen, DJKA, dan BPSDM Perhubungan Inspektorat II Reviu LK 1 P2 6 67.800.000                6

45 6 Reviu LK BA.999.07 Triwulan III TA 2023 pada Ditjen Perkeretaapian Inspektorat II Reviu LK 1 P2 6 - 3

46 7 Reviu LK BA.022 Triwulan III TA 2023 pada Sekjen, DJKA, dan BPSDM Perhubungan Inspektorat II Reviu LK 1 P2 6 - 6

47 8 Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2024 Inspektorat II Reviu RKA-K/L 1 P2 43 - 5

48 9 Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2024 Inspektorat II Reviu RKA-K/L 1 P2 43 79.865.000                5

49 10 Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2024 Inspektorat II Reviu RKA-K/L 1 P2 43 79.867.000                5

50 11
Reviu RKBMN TA 2025 pada UPT/Satker di Lingkungan Sekjen, DJKA, dan BPSDM 

Perhubungan
Inspektorat II Reviu RKBMN 1 P2 5 111.312.000             24

51 12 Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling pada Sekjen, DJKA, dan BPSDMP Inspektorat II Reviu PIPK 7 P2 8 74.737.000                7

52 13 Reviu PIPK Tingkat UAKPA BA.BUN Belanja Subsidi pada DJKA Inspektorat II Reviu PIPK 1 P2 8 62.159.000                7

53 14 Reviu PIPK Tingkat UAPPA/B E-1 pada DJKA, Sekjen, dan BPSDMP Inspektorat II Reviu PIPK 3 P2 8 12.900.000                5

54 15 Reviu Revisi Anggaran Inspektorat II Reviu Revisi Anggaran 12 P2 5 - 3

55 16 Reviu HPS Inspektorat II Reviu HPS 12 P2 5 - 3

56 17

57 18

58 1 Reviu KSP BMN Inspektorat III Reviu KSP BMN 1 P7 8 90.458.000                7

59 2 Konsinyering Reviu KSP BMN Inspektorat III Reviu KSP BMN 1 P7 41 111.030.000             3

60 3 Reviu LK Tk. UAKPA Inspektorat III Reviu LK 1 P2 7 70.719.000                6

61 4 Reviu LK Tk Eselon I Tahunan Inspektorat III Reviu LK 1 P2 15 106.022.000             5

62 5 Reviu LK Tk Eselon I Semester I Inspektorat III Reviu LK 1 P2 15 119.047.000             5

63 6 Reviu LK Tk Eselon I Triwulan III Inspektorat III Reviu LK 1 P2 15 106.022.000             5

64 7 Reviu LK BA 999 Tk Eselon I Triwulan III Inspektorat III Reviu LK 1 P2 10 69.632.000                5

65 8 Reviu RKAKL - Pagu Anggaran Inspektorat III Reviu RKA-K/L 1 P2 59 166.722.000             3

66 9 Reviu RKAKL - Pagu Alokasi Inspektorat III Reviu RKA-K/L 1 P2 59 159.522.000             3

67 10 Reviu RKAKL - Pagu Indikatif Inspektorat III Reviu RKA-K/L 1 P2 63 169.698.000             3

68 11 Reviu PPIPK Tk. UAKPA Inspektorat III Reviu PPIPK 1 P2 8 108.031.000             6

69 12 Reviu PPIPK Tk. UAKPA Inspektorat III Reviu PPIPK 1 P2 8 108.031.000             6

70 13 Reviu PPIPK Tk Eselon I Inspektorat III Reviu PPIPK 1 P2 10 76.830.000                5

71 14 Pelaksanaan Reviu RKBMN Inspektorat III Reviu RKBMN 1 P2 35 197.718.000             5

72 15 Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil Reviu RKBMN Inspektorat III Reviu RKBMN 1 P2 26 70.620.000                3

73 16 Reviu Revisi Anggaran I Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

74 17 Reviu Revisi Anggaran II Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

75 18 Reviu Revisi Anggaran III Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

76 19 Reviu Revisi Anggaran IV Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

77 20 Reviu Revisi Anggaran V Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

78 21 Reviu Revisi Anggaran VI Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

79 22 Reviu Revisi Anggaran VII Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

80 23 Reviu Revisi Anggaran VIII Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

81 24 Reviu Revisi Anggaran IX Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

82 25 Reviu Revisi Anggaran X Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

83 26 Reviu Revisi Anggaran XI Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

84 27 Reviu Revisi Anggaran XII Inspektorat III Reviu Revisi Anggaran 1 P2 6 -                                   3

85 28 Reviu Revisi HPS Inspektorat III Reviu HPS 1 P7 6 -                                   3

86 29 Reviu Usulan Pembayaran Hutang PSO Inspektorat III Reviu Lainnya 1 P2 6 -                                   3

87 1
Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal 
Inspektorat IV Reviu LK 1 P2 10 61.800.000                5

88 2
Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal
Inspektorat IV Reviu LK 1 P2 10 61.800.000                5



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Jumlah 

Hari

Jadwal
Inspektorat Jenis Pengawasan Volume Prioritas

Jumlah 

Personel
AnggaranNo No Kegiatan

89 3
Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat UAPPA/B E-1  BA 022 Kementerian 

Perhubungan  pada Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Inspektorat IV Reviu LK 1 P2 10 80.760.000                5

90 4 Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling Ditjen Perhubungan Udara Inspektorat IV Reviu PIPK 1 P2 8 71.814.000                5

91 5 Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling Ditjen Perhubungan Udara Inspektorat IV Reviu PIPK 1 P2 7 47.324.000                5

92 6 Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling Ditjen Perhubungan Udara Inspektorat IV Reviu PIPK 1 P2 5 26.470.000                5

93 7 Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling Inspektorat Jenderal Inspektorat IV Reviu PIPK 1 P2 7 -                                   5

94 8
Reviu PIPK UAPPA Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta Provinsi DKI 

Jakarta
Inspektorat IV Reviu PIPK 1 P2 10 86.692.000                5

95 9 Reviu PIPK UAPPA Eselon I Inspektorat Jenderal di Jakarta Provinsi DKI Jakarta Inspektorat IV Reviu PIPK 1 P2 10 -                                   5

96 10
Reviu Revaluasi BMN Sekretaris Direktort Jenderal Perhubungan Udara di Provinsi  DKI 

Jakarta(Cek Fisik)
Inspektorat IV Reviu Revaluasi BMN 1 P2 7 46.322.000                5

97 11 Reviu Revaluasi BMN di Provinsi (Cek Fisik)Jenderal Perhubungan Udara Inspektorat IV Reviu Revaluasi BMN 1 P2 6 59.218.000                5

98 12 Reviu RKA Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 Inspektorat IV Reviu RKA-K/L 1 P2 55 125.940.000             3

99 13 Reviu RKA Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 Inspektorat IV Reviu RKA-K/L 1 P2 55 125.940.000             3

100 14 Reviu RKA Pagu Alokasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 Inspektorat IV Reviu RKA-K/L 1 P2 55 125.940.000             3

101 15
Kompilasi Laporan Hasil Reviu RKA Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 

Anggaran 2024
Inspektorat IV Reviu RKA-K/L 1 P2 20 30.252.000                2

102 16
Kompilasi Laporan Hasil Reviu RKA Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 

Anggaran 2024
Inspektorat IV Reviu RKA-K/L 1 P2 20 30.252.000                2

103 17
Kompilasi Laporan Hasil Reviu RKA Pagu Alokasi Kementerian Perhubungan Tahun 

Anggaran 2024
Inspektorat IV Reviu RKA-K/L 1 P2 20 30.252.000                2

104 18 Reviu RKBMN Inspektorat IV Reviu RKBMN 1 P2 55 133.335.000             3

105 19 Kompilasi Laporan Hasil Reviu RKBMN Inpektorat IV Tahun Anggaran 2025 Inspektorat IV Reviu RKBMN 1 P2 12 19.710.000                2

106 1 Reviu PAPBJ Triwulan I
Inspektorat 

Investigasi
Reviu PAPBJ 1 P7 19 55.903.000                3

107 2 Reviu PAPBJ Triwulan II
Inspektorat 

Investigasi
Reviu PAPBJ 1 P7 19 55.903.000                3

108 3 Reviu PAPBJ Triwulan III
Inspektorat 

Investigasi
Reviu PAPBJ 1 P7 19 55.903.000                3

109 4 Reviu PAPBJ Triwulan IV
Inspektorat 

Investigasi
Reviu PAPBJ 1 P7 19 55.903.000                3



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1 1 Kunja Wilayah Inspektur I Sumatera Utara Inspektorat I Pemantauan 1 P7 3                 22.546.000 3

2 2 Kunja Wilayah Inspektur I Jawa Barat Inspektorat I Pemantauan 1 P7 3                 12.400.000 3

3 3 Pemantauan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sulawesi Selatan Inspektorat I Pemantauan 1 P7 3                 31.558.000 3

4 4 Pemantauan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Kalimantan Barat Inspektorat I Pemantauan 1 P7 3                 23.307.000 3

5 5 Pemantauan Program Prioritas Pengadaan Bus Sekolah 186 Unit Inspektorat I Pemantauan 1 P7 2                 21.304.000 3

6 6
Pemantauan Dukungan Buy The Service (BTS) di 10 Kota di Indonesia (termasuk Subsidi, 

Fleet Management dan Pendampingan MP)
Inspektorat I Pemantauan 1 P7 3                 30.030.000 3

7 7 Pendampingan dan Supervisi Dukungan 9 KSPN di  Indonesia Inspektorat I Pemantauan 1 P7 2                 14.336.000 3

8 8
Pendampingan Penyelesaian KDP Infrastruktus Ditjen Hubdat dan Pembangunan Baru 

Infrastruktur Ditjen Perhubungan Darat
Inspektorat I Pemantauan 1 P7 3                 10.350.000 3

9 9
Pemantauan Subsidi Angkutan Jalan, Penyeberangan, Subsidi LDF, Angkutan Multimoda, 

dan Angkutan Barang
Inspektorat I Pemantauan 1 P7 4                 16.956.000 3

10 1 Monitoring Pengawasan atas Penyelenggaraan PSO dan TAC pada Ditjen Perkeretaapian Inspektorat II Pemantauan 1 P2 5                 21.697.000 5

11 2
Monitoring Pembangunan Prasarana Bidang Perkeretaapian Penanganan Daerah Rawan 

dan Jembatan Lintas Prabumulih Tarahan pada BTP Sumatera Bagian Selatan
Inspektorat II Pemantauan 1 P2 5                 37.685.000 4

12 3 Monitoring Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Inspektorat II Pemantauan 1 P2 5                 24.035.000 4

13 4 Monitoring Pembangunan Proyek Makassar - Parepare Inspektorat II Pemantauan 1 P2 4                                   - 4

14 5 Monitoring Proyek SBSN di Lingkungan BPSDMP pada Poltrada Bali Inspektorat II Pemantauan 1 P7 5                 49.104.000 4

15 6 Monitoring Proyek SBSN di Lingkungan BPSDMP pada Poltekpel Sorong Inspektorat II Pemantauan 1 P7 5                 93.666.000 5

16 7 Monitoring Proyek SBSN di Lingkungan BPSDMP pada Poltekpel Sulawesi Utara Inspektorat II Pemantauan 1 P7 4                 51.856.000 5

17 8
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Transportasi Udara pada PPI 

Curug
Inspektorat II Pemantauan 1 P7 4                 22.956.000 5

18 9 Pendampingan Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal/ Komisi V DPR RI Inspektorat II Pemantauan 1 P7 3                 20.096.000 3

19 10 Pendampingan Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal/ Komisi V DPR RI Inspektorat II Pemantauan 1 P7 3                 11.268.000 3

20 11 Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2023 Inspektorat II Pemantauan 1 P7 3                 19.120.000 3

21 12 Pemantauan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 Inspektorat II Pemantauan 1 P7 3                 23.446.000 3

22 13 Monitoring pendukung kegiatan strategis Setjen Inspektorat II Pemantauan 1 P7 4                                   - 4

23 14 Monitoring perencanaan kegiatan PHLN, PSN, SBSN pada Ditjen KA & BPSDMP Inspektorat II Pemantauan 1 P7 4                                   - 4

24 15 Monitoring PBJ dan pemanfaatan aset BMN serta KDP pada Ditjen KA & BPSDMP Inspektorat II Pemantauan 1 P7 4                                   - 4

25 1 Pendampingan Kunja DPR Inspektorat III Pemantauan 1 P7 2                 23.088.000 4

26 2 Pendampingan Kunja DPR Inspektorat III Pemantauan 1 P7 2                 20.174.000 4

27 3 Monitoring Tersus/TUKS (1) Inspektorat III Pemantauan 1 P5 3                 25.434.000 4

28 4 Monitoring Tersus/TUKS (2) Inspektorat III Pemantauan 1 P5 3                 30.996.000 4

29 5 Monitoring Natal Inspektorat III Pemantauan 1 P5 3                 44.962.000 4

30 6 Monitoring Tahun Baru Inspektorat III Pemantauan 1 P5 3                 31.598.000 4

31 7 Monitoring KDP Inspektorat III Pemantauan 1 P5 11                 96.319.000 4

32 8 Monitoring Lebaran Inspektorat III Pemantauan 1 P5 3                 38.862.000 4

33 9 Monitoring Tersus/TUKS (3) Inspektorat III Pemantauan 1 P5 3                 32.610.000 4

34 10 Monitoring Tersus/TUKS (4) Inspektorat III Pemantauan 1 P5 3                 30.030.000 4

35 11 Menghadiri Rapat Ditjen Laut Inspektorat III Pemantauan 1 P7 20                 66.000.000 30

36 12 Menghadiri Rapat Ditjen Laut Inspektorat III Pemantauan 1 P7 20                 70.320.000 30

37 13 Monitoring Navigation Aids Inspektorat III Pemantauan 1 P5 8                 72.599.000 4
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38 14 Monitoring PSN (Patimban) Inspektorat III Pemantauan 1 P5 5                 22.014.000 4

39 15 Monitoring Angkutan Tol Laut Inspektorat III Pemantauan 1 P5 8                 76.345.000 4

40 16 Monitoring Angkutan Perintis Laut - Kupang Inspektorat III Pemantauan 1 P5 5                 50.155.000 5

41 17 Monitoring Angkutan Perintis Laut - Manokwari Inspektorat III Pemantauan 1 P5 6               103.500.000 5

42 1 Monitoring/ Pemantauan Kegiatan Strategis IKN pada UPBU APT Pranoto Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 33.884.000 3

43 2 Monitoring/ Pemantauan SBSN Pengembangan Bandara Sugimanuru - Muna Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 35.104.000 3

44 3 Monitoring/ Pemantauan PSN pada Bandara Siboru Fak Fak Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 66.648.000 3

45 4 Monitoring/ Pemantauan PSN pada Bandara Nabire Baru Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 58.492.000 3

46 5 Pemantauan Angkutan Lebaran di Kalimantan Utara Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 52.143.500 4

47 6 Pemantauan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 52.681.500 4

48 7 Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI Kepulauan Riau Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 29.320.000 3

49 8 Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI Kalimantan Barat Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 26.862.000 3

50 9 Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI Sulawesi Tenggara Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 35.104.000 3

51 10 Monitoring Pelaksanaan Padat Karya pada UPBU Dabo Singkep Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 36.149.000 4

52 11 Monitoring Pelaksanaan Padat Karya pada UPBU Komodo Inspektorat IV Pemantauan 1 4                 44.876.000 4

53 1 Monitoring Lebaran Tahun 2023
Inspektorat 

Investigasi
Pemantauan 1 P7 10                 75.369.000 3

54 2 Monitoring Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024
Inspektorat 

Investigasi
Pemantauan 1 P7 10               100.635.000 3



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1 1 Workshop evaluasi pembangunan zona integritas bagi assessor Itjen dan unit eselon I oleh 

Kemenpanrb

Inspektorat 

Investigasi
Zona Integritas 1 P7 8 184.231.000       3

2 2 Asistensi pada unit kerja yang sedang membangun zona integritas untuk diusulkan memperoleh 

predikat WBK pada tahun selanjutnya oleh TPI di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Inspektorat 

Investigasi
Zona Integritas 1 P7 8 72.303.000         3

3 3 Pendampingan oleh TPI kegiatan Survei hasil pembanguan zona integritas oleh TPN di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan

Inspektorat 

Investigasi
Zona Integritas 1 P7 8 72.303.000         3

4 4 Pendampingan oleh TPI kegiatan Verifikasi lapangan oleh TPN di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan

Inspektorat 

Investigasi
Zona Integritas 1 P7 76 82.237.000         3

5 1 Monitoring Pelaksanaan Penerimaan PPPK Tahun 2022 Inspektorat II Pengawasan CASN 1 P7 20 -                            3

6 2 Monitoring Pelaksanaan Penerimaan CPNS Tahun 2023 Inspektorat II Pengawasan CASN 1 P7 20 136.353.000       3

7 1 Sharing Session Mekanisme Telaah Sejawat Inspektorat IV Telaahan Sejawat 1 P2 35 158.404.000       5

8 2 Quality Assurance hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV Telaahan Sejawat 1 P2 35 226.354.000       5

9 1 Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja Inspektorat I Renja 1 P7 17           31.600.000 5

10 1 Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja Inspektorat II Renja 4 P2 0 112.075.000 0

11 1 Perencanaan dan Pemantauan Pengukuran Kinerja Inspektorat III Renja 1 P2 3           27.686.000 4

12 1 Evaluasi Program Kerja Inspektorat Investigasi Semester I Inspektorat 

Investigasi
Renja

1 P7 39 106.708.000       
3

13 2 Evaluasi Program Kerja Inspektorat Investigasi Semester II Inspektorat 

Investigasi
Renja

1 P7 39 107.708.000       
3

14 3 Koordinasi Kelembagaan Inspektorat 

Investigasi
Renja

1 P7 5 40.869.000         
4

15 1 Evaluasi kegiatan penanganan pengaduan melalui aplikasi SIMADU Semester I Inspektorat 

Investigasi
Pengaduan 1 P7 40 106.087.000       3

16 2 Evaluasi kegiatan penanganan pengaduan melalui aplikasi SIMADU Semester II Inspektorat 

Investigasi
Pengaduan 1 P7 40 106.087.000       3

17 1 Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko di Nusa Tenggara Timur Inspektorat I SPI MR UKI 1 P7 5           44.757.000 3

18 2 Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko di Sulawesi Tengah Inspektorat I SPI MR UKI 1 P7 5           44.957.000 3

19 3 Pendampingan SPI dan UKI di Wilayah Pengawasan Inspektorat I Inspektorat I SPI MR UKI 1 P7 24         104.521.000 3

20 1 Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko pada KNKT Inspektorat II SPI MR UKI 1 P7 4 6.360.000           4

21 2 Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko pada Poltekpel Barombong Inspektorat II SPI MR UKI 1 P7 4 36.631.000         4

22 3 Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko pada Dit. Keselamatan Inspektorat II SPI MR UKI 1 P7 4 -                            4

23 1 Sosialisasi MR Sulsel Inspektorat III SPI MR UKI 1 P7 4 70.346.000         5

24 2 Pendampingan Penyusunan MR - Jatim Inspektorat III SPI MR UKI 1 P7 8 85.999.000         5

25 3 Pendampingan Penyusunan MR - Sulsel Inspektorat III SPI MR UKI 1 P7 9 90.197.000         5

26 1 Sosialisasi Manajemen Resiko Pada UPBU di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Inspektorat IV SPI MR UKI 1 P7 4 31.844.000         3

27 2 Sosialisasi Manajemen Resiko Pada UPBU di Wilayah Provinsi Papua Barat Inspektorat IV SPI MR UKI 1 P7 4 72.039.500         3

28 3 Sosialisasi Manajemen Resiko Pada UPBU di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Inspektorat IV SPI MR UKI 1 P7 4 43.533.500         3

29 4 Benchmarking Manajemen Resiko Itjen Inspektorat IV SPI MR UKI 1 P7 40 34.650.000         1

30 1 Penguatan Peran Pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Implementasi Manajemen Risiko di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan

Inspektorat 

Investigasi
SPI MR UKI 1 P7 49 185.417.000       3

31 2 Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan Inspektorat 

Investigasi
SPI MR UKI 1 P7 43 121.257.000       3

PENGAWASAN LAINNYA TAHUN 2023

No No Kegiatan
Jadwal

Inspektorat Jenis Pengawasan Prioritas
Jumlah 

Personel
Anggaran

Jumlah 

Hari
Volume











































































































































RENCANA PENGAWASAN INTERN INSPEKTORATIITAHUN 2023
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I Total 1 95 Laporan 3.679.513.000 □ 1 426.046.00011 267.848.750 1 66.ni.000l1 262.753.000l 3.4567 5ol 672.814.000] 294.531.000 1 474.676.750 l 334.009.000 | 459.911.000| 107.355.750]

Jakarta, 20 Februari 2022 

SPEKTURII ♦—

Dr. Ir. FADRINSYAH ANWAR. MBA.. CGCAE., CRGP.
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196312161990031001
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RENCANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT II 
AUDIT KINERJA

No Tim AuditI Profll
Resiko Provinsi Jml

Hari Nama Tim Gol Reran jml
Hari

Uang
Harian Biaya Hotel

Transport
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA
Pesawat Tbxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Politeknik 
Perkeretaapian 
Indonesia Madiun

Risiko
Tinggi

Jawa Timur 12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H., M.Si.

IV/C Dattu 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 7.376.000 Februari

2. Ani
Susilaningsih, 
S.E..Ak., M.H.. 
CA„ QIA.

IV/b Dalnis 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 11.048.000

3. Arfi Setiadi,
S.T., M.A.,
CRMO

Ill/d Katim 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - • • 11.048.000

4. Achmad
Faizun, S.T., 
M.M.Tr.

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 • • • 11.048.000

5. Benny Prima 
Septiano, S.T.

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - • 11.048.000

6, Lidia Corry 
Rumapea, S.T.

Ill/a Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - - 11.048.000

7. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., 
CRMO.

lll/c Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 • • • 11.048.000

2 Politeknik 
Petayaran Banten

Risiko
Sangat
Tinggi

Banten 12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H., M.Si.

iv/c Daitu 3 1.110.000 1.436.000 - 620.000 - • • 3.166.000 Februari

2. Wijayanto Aris, 
S.T, M.T,
CRMO

IV/a Dalnis 7 2.590.000 4.308.000 • 620.000 • “ - 7.518.000

3. T^nuar Efendi, 
S.E.

lll/c Katim 7 2.590.000 4.308.000 - 620.000 - • - 7.518.000

4. Bekti
Marwanto, S.E.

lll/b Anggota 7 2.590.000 4.308.000 - 620.000 - - - 7.518.000

5. Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota 7 2.590.000 4.308.000 - 620.000 - - - 7.518.000

6. Maximilian 
Vincentius 
Nangai, S.H.

lll/c Anggota 7 2.590.000 4.308.000 - 620.000 - - 7.518.000

7. NurArsanti,
S.E., CGAA.

lll/b Anggota 7 2.590.000 4.308.000 - 620.000 • - - 7.518.000
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provlnsi Jml

Hari Nama Tim Gol Reran Jml
Hari

Uang
Harlan Biaya Hotel

Transport
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA
Pesawat Taxi Lain4jiin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 II Pengembangan, 

Peningkatan Dan 
Perawatan 
Prasarana 
Perkeretaapian

Pollteknik 
Pelayaran Banten

Pollteknik 
Perkeretaapian 
Indonesia Madiun

Risiko
Tinggi

Jawa Timur 12 1. Dr. Ir.
Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 6 2.280.000 6.230.000 4.856.000 1.880.000 900.000 16.146.000 Februarl

4 II Pengembangan, 
Peningkatan Dan 
Perawatan 
Prasarana 
Perkeretaapian

Pengembangan, 
Peningkatan Dan 
Perawatan 
Prasarana 
Perkeretaapian

Risiko
Tinggi

OKI Jakarta 12 1. Ir. Roy
Joeniarso, M.M

IV/C Daitu 1 6 2.820.000 2.572.000 2.182.000 1.370.000 8.944.000 Februari

2. Eko Siswanto, 
S.T.

IV/a Dainis 1 8 2.780.000 2.744.000 - 750.000 ■ - - 6.274.000

3. Aulia
Widiastuti,
S.T, M.T.

Ill/d Katim 1 8 2.480.000 2.399.950 2.182.000 770.050 - - • 7.832.000

4. Ayis Suti 
Wibowo, S.Psi. 
M.A.P.

lll/C Anggota 1 8 2.480.000 2.399.950 2.182.000 770.050 ■ - - 7.832.000

5. Donny 
Kumlawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Anggota 1 8 2.480.000 2.399.950 2.182.000 770.050 • - - 7.832.000

6. Helma Agnes 
Dlnantia,
S.Sos.

lll/b Anggota 1 8 2.780.000 2.744.000 ■ 750.000 - - - 6.274.000

7. Nur Fahrudin, 
S.T.

lll/b Anggota 1 8 2.780.000 2.744.000 - 750.000 ■ - - 6.274.000

8. Beny 
Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Katim II 8 2.780.000 2.744.000 - 750.000 - - • 6.274.000

9. Anggie Yunita 
Rahmah, A.Md

ll/c Anggota
II

8 2.780.000 2.744.000 ■ 750.000 - • - 6.274.000

lOAryadI
Prakoso, S.T, 
C.Fr.A

lll/b Anggota
II

8 2.780.000 2.744.000 ■ 750.000 - ■ - 6.274.000

lljunius, A.Md., 
S.T.

Ill/a Anggota
II

8 2.780.000 2.744.000 - 750.000 - ■ - 6.274.000
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No Tim Audit! Profll
Ftesib) Provinsi Jml

Hari Nama Tim Gol Reran Jml
Hari

Uang
Harlan Biaya Hotel

Transport
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA
Pesawat Ibxi Laln-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12Laurentius
Bagus
Permana, S.T.

lll/b Anggota
II

8 2.780.000 2.744.000 * 750.000 - - ' 6.274.000

5 II Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jakarta 
Dan Banten

Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jakarta 
Dan Banten

Risiko
Sedang

OKI Jakarta 12 1. Ir. Gunawan 
Susilotomo, 
C.Fr.A., QIA.

IV/e Daitu 1 6 1.740.000 1.436.000 770.000 3.946.000 Maret

2. Ani
Susilaningsih, 
S.E..Ak., M.H., 
CA., QIA.

IV/b Dalnis 1 8 2.320.000 2.149.000 770.000 5.000 5.244.000

3. Beny 
Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Katim 1 8 2.320.000 2.149.000 - 770.000 5.000 * • 5.244.000

4. Aryadi
Prakoso, S.T, 
C.Fr.A

lll/b Anggota 1 8 2.320.000 2.149.000 • 770.000 5.000 • • 5.244.000

S. Ayis Suti 
Wibowo, S.Psi. 
M.A.P,

lll/c Anggota 1 8 2.320.000 2.149.000 - 770.000 5.000 • • 5.244.000

6. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., 
CRMO.

lll/c Anggota 1 8 2.320.000 2.149.000 - 770.000 5.000 - • 5.244.000

7. Laurentius 
Bagus
Permana, S.T.

lil/b Anggota 1 8 2.320.000 2.149.000 • 770.000 5.000 • • 5.244.000

8. Vbnuar Efendi, 
S.E.

lll/c Katim II 8 2.320.000 2.149.000 - 770.000 5.000 - - 5.244.000

9. Lidia Corry 
Rumapea, S.T

Ill/a Anggota
II

8 2.320.000 2.149.000 ■ 770.000 5.000 - - 5.244.000

lONur Arsanti, 
S.E., CGAA.

lll/b Anggota
II

8 2.320.000 2.149.000 • 770.000 5.000 - - 5.244.000

llAnggie Yunita 
Rahmah, A.Md

ll/c Anggota
II

8 2.320.000 2.149.000 - 770.000 5.000 - - 5.244.000

l2Aditya
Nugraha, S.E.

Ill/a Anggota
II

8 2.320.000 2.149.000 - 770.000 5.000 - - 5.244.000

6 1 Politeknik
Pelayaran
Surabaya

Risiko
Tinggi

Jawa Timur 12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H.. M.Si.

IV/c Daitu 6 2.460.000 4.070.000 2.674.000 620.000 9.824.000 Maret

2. Didi Supriadi, 
S.T, M.Si., 
C.Fr.A., QIA.

IV/b Dalnis 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 • • • 11.048.000
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provinsi Jml

Hari Nama Tim Gol Peran Jml
Hari

Uang
Harlan Biaya Hotel

Transport
Representatif Test

Covid-19 jumlah RMA
Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3. ArfI Setiadi,
S.T., M.A.,
CRMO

Ill/d Katim 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - • ■ 11.048.000

4. Benny Prima 
Septiano, S.T.

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - - 11.048.000

5. Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - - 11.048.000

6. Heima Agnes 
Dinantia.
S.Sos.

m/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 • • • 11.048.000

7. Nur Fahrudin, 
S.T.

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - • - 11.048.000

7 III Baiai Teknik 
Perkeretaapian 
Witayah Jakarta 
Dan Banten

Politeknik
Pelayaran
Surabaya

Politeknik
Penerbangan
Surabaya

Risiko
Tinggi

jawa Timur 12 1. Dr. Ir.
Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 6 1.980.000 8.760.000 2.674.000 1.390.000 900.000 15.704.000 Maret

8 1 Politeknik
Penerbangan
Surabaya

Risiko
Tinggi

Jawa Timur 12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H., M.Si.

IV/c Daitu 6 Maret

2. Eko Siswanto, 
S.T.

IV/a Dalnis 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - - 11.048.000

3. Aulia
Widiastuti,
S.T., M.T.

m/d Katim 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - • 11.048.000

4. Achmad
Faizun, S.T., 
M.M.Tr.

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - • " 11.048.000

5. Bekti
Marwanto, S.E.

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 • - - 11.048.000

6. Dodi Suteni, 
S.Sos., M.A.

IV/a Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - - 11.048.000

7. Donny 
Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

lil/c Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - • • 11.048.000

9 1 Baiai Pendidikan 
Dan Pelatihan 
li’ansportasi
Darat (BP2TD) 
Mempawah

Risiko
Sedang

Kalimantan
Barat

12 1. Ir. Roy 
Joeniarso, M.M

IV/c Daitu 3 1.140.000 1.076.000 2.781.000 620.000 5.617.000 Mei
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provinsi Jml

Hari Nama Tim Got Peran Jml
Hari

Uang
Haiian Biaya Hotel

Transport
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA
Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2. Ani
Susilaningsih, 
S.E-.Ak., M.H., 
CA., QIA,

IV/b Dalnis 7 2.660.000 3.228.000 2.781.000 620.000 9.289.000

3. Swanto Sllaen, 
S.E., M.H., 
CRMO.

lll/c Katim 7 2.660.000 3.228.000 2.781.000 620.000 ■ • ■ 9.289.000

4. Aditya
Nugraha, S.E.

Ill/a Anggota 7 2.660.000 3.228.000 2.781.000 620.000 • - - 9.269.000

5. Arfi Setladi,
S.T., M.A.,
CRMO

Ill/d Anggota 7 2.660.000 3.228.000 2.781.000 620.000 • * • 9.289.000

6. Junius, A.Md., 
S.T.

Ill/a Anggota 7 2.660.000 3.228.000 2.781.000 620.000 - - - 9.289.000

10 1 Sekolah Tinggi 
llmu Pelayaran

RIsiko
Tinggi

DKI Jakarta 12 1. Ir. Roy 
Joeniarso, M.M

IV/c Daitu 3 630.000 ■ 150.000 • ■ • 780.000 Mei

2. Didi Supriadi, 
S.T, M.Si., 
C.Fr.A., QIA.

IV/b Dalnis 7 1.470.000 • • 300.000 ■ • 1.770.000

3. Aulia
WIdlastuti,
S.T, M.T,

Ill/d Katim 7 1.470.000 • - 300.000 - " • 1.770.000

4. Aryadi
Prakoso, S.T, 
C.Fr.A

lll/b Anggota 7 1.470.000 • 300.000 “ • • 1.770.000

5. Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota 7 1.470.000 - - 300.000 - - ■ 1.770.000

6. Nur Arsanti,
S.E., CGAA.

lll/b Anggota 7 1.470.000 - - 300.000 - - - 1.770.000

7. Nur Fahrudin, 
S.T

lll/b Anggota 7 1.470.000 - - 300.000 - - - 1.770.000

11 II Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayahjawa 
BagianTengah

Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jawa 
BagianTengah

Risiko
Tinggi

Jawa
Tengah

12 1. Ir. Gunawan 
Susilotomo, 
C.Fr.A., QIA.

IV/e Daitu 1 6 2.220.000 3.000.000 2.182.000 620.000 8.022.000 Mel

2. Eko Siswanto, 
S.T.

IV/a Dalnis 1 8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 - - - 9.962.000

3. Donny 
Kurnlawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Katim 1 8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 • ■ • 9.962.000

4. Ayis Suti 
WIbowo, S.Psi. 
M.A.P.

lll/c Anggota 1 8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 • ■ • 9.962.000
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No Tim AuditI Profil
Resiko Provinsi Jml

Hari Nama Tim Gol Peran Jml
Hari

Uang
Haiian Biaya Hotel

Ttansport
Representatif Test

Covid-19 jumiah RMA
Pesawat *iaxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5. Benny Prima 
Septiano, S.T.

lll/b Anggota 1 8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 - • - 9.962.000

6. Maximilian 
Vincentius 
Nangal, S.H.

lll/c Anggota 1 8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 • ■ • 9.962.000

7. Beny
Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Anggota 1 8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 - - • 9.962.000

8. 'i^nuar Efendl, 
S.E.

lll/c Katim II 8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 - - - 9.962.000

9. Laurentius 
Bagus
Permana, S.T.

lll/b Anggota
II

8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 • • " 9.962.000

lOLidia Corry 
Rumapea, S.T.

Ill/a Anggota
II

8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 - - - 9.962.000

llAchmad
Faizun, S.T, 
M.M.Tr.

llt/b Anggota
II

8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 • “ • 9.962.000

12Bekti
Marwanto, S.E.

lll/b Anggota
II

8 2.960.000 4.200.000 2.182.000 620.000 - • - 9.962.000

12 II Sekolah Tinggi 
llmu Pelayaran

Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayahjawa 
Bagian Tengah

Balai Pendidikan 
Dan Peiatihan 
Ti’ansportasi
Darat (BP2TD) 
Mempawah

RIsiko
Sedang

Kalimantan
Barat

12 1. Dr. Ir.
Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 6 1.920.000 6.776.000 4.963.000 1.390.000 900.000 15.949.000 Mei

13 II Balai Teknik
Perkeretaapian
Wilayah
Sumatera Bagian 
Utara

Politeknik
Keselamatan
D’ansportasijalan

Politeknik llmu
Pelayaran
Semarang

Risiko
Sangat
Tinggi

Jawa
Tengah

12 1. Dr. Ir.
Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 6 2.220.000 7.212.000 5.990.000 1.240.000 900.000 17.562.000 Juni
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provinsi Jml

Hari Nama Tim Gol Peran Jml
Hari

Uang
Marian Blaya Hotel

■fl’ansport
Representatif Test

Covld-19 Jumlah RMA
Pesawat Ibxl Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19

14 II Balal Teknik
Perkeretaapian
Wilayah
Sumatera Bagian 
Utara

Batai Teknik
Perkeretaapian
Wilayah
Sumatera Bagian 
Utara

Risiko
Sedang

Sumatera
Utara

12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H., M.Si.

IV/c Daitu 1 6 2.220.000 3.315.000 3.808.000 620.000 9.963.000 JunI

2. EkoSiswanto, 
ST.

iV/a Dalnis I 8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 - - • 12.029.000

3. Beny 
Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

m/c Katim 1 8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 • • • 12.029.000

4. Aulia
Widiastuti,
S.T., M.T

m/d Anggota 1 8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 • - • 12.029.000

5. Bektf
Marwanto, S.E.

lll/b Anggota 1 8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 - - - 12.029.000

6. Nur Pahrudin, 
ST.

lll/b Anggota 1 8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 - - - 12.029.000

7. Benny Prima 
Septiano, S.T.

lll/b Anggota 1 6 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 - - - 12.029.000

8. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., 
CRMO.

IN/C Katim II 8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 • • 12.029.000

9. Anggie Yunita 
Rahmah, A.Md

ll/C Anggota
II

8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 - - - 12.029.000

lOLaurentius
Bagus
Petmana, S.T.

lll/b Anggota
II

8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 • - • 12.029.000

llNur Arsanti,
S.E., CGAA.

lll/b Anggota
II

8 2.960.000 4.641.000 3.808.000 620.000 - ' - 12.029.000

15 1 Politeknik llmu
Pelayaran
Semarang

Risiko
Sangat
Tinggi

Jawa
Tengah

12 1. Ir. Roy 
Joeniarso, M.M

IV/c DaItu 6 2.220.000 3.000.000 2.182.000 620.000 8.022.000 Junt

2. Wijayanto Aris. 
S.T., M.T,
CRMO

IV/a Dalnis 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 - • • 8.992.000

3. Donny 
Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

Itl/c Katim 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 • " • 8.992.000

4. Ayis Suti 
Wibowo, S.Psi. 
M.A.P.

lil/c Anggota 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 • • • 8.992.000
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provinsi Jml

Hari Nama Tim Goi Reran Jml
Hari

Uang
Harlan Biaya Hotel

Thansport
Representatif Test

Covid*19 Jumlah RMA
Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5. Helma Agnes 
Dinantia,
S.Sos.

lll/b Anggota 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 • • • 8.992.000

6. Lidia Corry 
Rumapea, S.T.

ill/a Anggota 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 - - - 8.992.000

7. Maximilian 
Vincentius 
Nangai, 5.H.

m/c Anggota 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 - • • 8.992.000

16 \ Politeknik
Keselamatan
Transportasijalan

Risiko
Tinggi

Jawa
Tengah

12 1. Ir. Roy
Joeniarso, M.M

IV/C Daitu 6 Juni

2. Didi Supriadi, 
S.T, M.Si., 
C.Fr.A.. QIA.

IV/b Oalnis 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 “ ■ 8.992.000

3. Arfj Setiadi,
S.T, M.A.,
CRMO

Ill/d Katim 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 • • " 8.992.000

4. t^nuarEfendi, 
S.E.

lll/c Anggota 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 - - - 8.992.000

5. Achmad
Faizun, S.T, 
M.M.Tr.

lll/b Anggota 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 ■ • 8.992.000

6. Dodi Suteni, 
S.Sos., M.A.

IV/a Anggota 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 - ■ - 8.992.000

7. Junius, A.Md., 
S.T

Ill/a Anggota 7 2.590.000 3.600.000 2.182.000 620.000 - ■ - 8.992.000

17 II Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jawa 
Bagian Barat

Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah jawa 
Bagian Barat

Risiko
Sedang

Jawa Barat 12 1. Ir. Roy
Joeniarso, M.M

IV/c Daitu 1 6 2.580.000 3.430.000 600.000 6.610.000 Juli

2. Didi Supriadi, 
S.T, M.Si.. 
C.Fr.A., QIA.

IV/b Dalnis 1 8 3.440.000 4.802.000 - 600.000 - • " 8.842.000

3. Arfi Setiadi,
S.T, M.A.,
CRMO

Ill/d Katim 1 8 3.440.000 4.802.000 • 600.000 • - • 8.842.000

4. Achmad
Faizun, S.T, 
M.M.T.

lll/b Anggota 1 8 3.440.000 4.802.000 • 600.000 ■ • • 8.842.000

5. Y^nuar Efendi, 
S.E.

lil/c Anggota 1 8 3.440.000 4.802.000 - 600.000 - - - 8.842.000

6. Ayis Suti 
Wibowo, S.Psi. 
M.A.P.

lll/c Anggota I 8 3.440.000 4.802.000 • 600.000 • • ■ 8.842.000
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No Tim Audit! Profil
Resiko ProvinsI Jml

Hari Nama Tim Got Reran Jml
Hari

Uang
Harian Biaya Hotel

Ttansport
Representatif Test

Covid-19 Jumiah RMA
Pesawat 1bxi Laln-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7. Laurentius 
Bagus
Permana, S.T.

lll/b Anggota 1 8 3.440.000 4.802.000 • 600.000 • • - 8.842.000

8. Beny 
Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Katim II 8 3.440.000 4.802.000 • 600.000 • • • 8.842.000

9. Bekti
Marwanto, S.E.

lll/b Anggota
II

8 3.440.000 4.802.000 • 600.000 - - - 8.842.000

lOMaximilian 
Vincentius 
Nangai. S.H.

lli/c Anggota
II

8 3.440.000 4.802.000 • 600.000 • • • 8.842.000

llNur Fahrudin, 
S.T.

lll/b Anggota
II

8 3.440.000 4.802.000 • 600.000 • - • 8.842.000

12Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota
II

8 3.440.000 4.802.000 - 600.000 - - - 8.842.000

18 III BalaiTeknik 
Perkeretaapian 
Wilayah jawa 
Bagian Barat

Akademi
Penerbangan
Indonesia
Banyuwangl

Pengembangan 
Dan Peningkatan 
Sarana
Perkeretaapian

Risiko
Tmggi

DKl Jakarta 12 1. Dr. Ir.
Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 6 2.520.000 9.524.000 2.674.000 1.220.000 900.000 16.838.000 Juli

19 1 Akademi
Penerbangan
Indonesia
Banyuwangl

Risiko
TInggI

jawa Timur 12 1. Ir. Gunawan 
Susilotomo, 
C.FrA., QIA.

IV/e Daitu 3 1.230.000 1.628.000 2.674.000 620.000 6.152.000 Juli

2. Wijayanto Aris, 
S.T. M.T.,
CRMO

IV/a Dalnis 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 ■ • “ 11.048.000

3. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., 
CRMO.

lll/c Katim 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 • • • 11.048.000

4. Aditya
Nugraha, S.E.

Ill/a Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - - 11.048.000

5. Aryadi
Prakoso, S.T, 
C.Fr.A

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 • • ■ 11.048.000

6. Benny Prima 
Septiano, S.T

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - - 11.048.000

7. Nur ArsantI, 
S.E., CGAA.

lll/b Anggota 7 2.870.000 4.884.000 2.674.000 620.000 - - - 11.048.000
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provinsi Jml

Hari Nama Tim Gol Reran Jml
Harl

Uang
Harian Biaya Hotel

ftansport
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA
Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 Pengembangan 
Dan Peningkatan 
Sarana
Perkeretaapian

Risiko
tlnggi

DKi Jakarta 12 1. Ir. Gunawan 
Susilotomo, 
C.Fr.A., QIA.

IV/e Dattu 3 1.290.000 1.372.000 600.000 3.262.000 Jull

2. Ani
Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., 
CA., QIA.

IV/b Dalnis 5 2.150.000 2.744.000 600.000 5.494.000

3. Donny 
Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Katim 5 2.150.000 2.744.000 - 600.000 • * " 5.494.000

4. Anggie Yunita 
Rahmah, A.Md

ll/c Anggota 5 2.150.000 2.744.000 - 600.000 ' - - 5.494.000

5. Aulia
Widiastuti,
S.T, M.T.

Ill/d Anggota 5 2.150.000 2.744.000 “ 600.000 ■ • “ 5.494.000

6. Helma Agnes 
Dinantia,
S.Sos.

lll/b Anggota 5 2,150.000 2.744.000 - 600.000 • ■ • 5.494.000

7. Junius, A.Md., 
S.T.

Ill/a Anggota 5 2.150.000 2.744.000 - 600.000 - - - 5.494.000

21 1 Politeknik
Penerbangan
Makassar

Risiko
Tinggi

Sulawesi
Selatan

12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H., M.Si.

IV/c Daitu 6 Agustus

2. Wijayanto Aris, 
S.T, M.T,
CRMO

IV/a Dalnis 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 - ■ • 11.929.000

3. Auiia
Widiastuti,
S.T, M.T

m/d Katim 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 - • - 11.929.000

4. Ayis Suti 
Wibowo, S.Psi. 
M.A.P.

lll/c Anggota 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 • ■ • 11.929.000

5. Beny 
Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Anggota 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 - - ■ 11.929.000

6. Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 - - - 11.929.000

7. Lidia Corry 
Rumapea, S.T.

Ill/a Anggota 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 - • - 11.929.000
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provinsi Jml

Hari Nama Tim Gol Peran Jml
Hari

Uang
Harian Biaya Hotel

Transport
Representatif Test

Covid-19 Jumtah RMA
Pesawat Ibxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

22 II Balai Teknik
Perkeretaapian
Wilayah
Sumatera Bagian 
Barat

Politeknik
Penerbangan
Makassar

Politeknik llmu
Pelayaran
Makassar

RIsiko
Tinggi

Sulawesi
Selatan

12 1. Dr. Ir.
Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CROP.

IV/C Pengawas 6 2.430.000 4.982.000 6.781.000 1.240.000 900.000 16.333.000 Agustus

23 II Balai Teknik
Perkeretaapian
Wilayah
Sumatera Bagian 
Barat

Balai Teknik
Perkeretaapian
Wilayah
Sumatera Bagian 
Barat

Risiko
Sedang

Sumatera
Barat

12 1. Ir Gunawan 
Susilotomo, 
C.Fr.A., QIA.

IV/e Daitu 1 6 2.280.000 3.505.000 2.952.000 620.000 9.357.000 Agustus

2. Eko Siswanto, 
S.T.

iv/a Dalnis 1 8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 - - - 11.519.000

3. Donny 
Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Katim 1 8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 “ - • 11.519.000

4. Arfi Setiadi,
S.T, M.A.,
CRMO

Ill/d Anggota 1 8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 - - • 11.519.000

5. Helma Agnes 
Dinantia,
S.Sos.

lll/b Anggota 1 8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 • • • 11.519.000

6. Maximilian 
Vincentius 
Nangai, S.H.

lll/c Anggota 1 8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 - • • 11.519.000

7. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., 
CRMO.

lll/c Katim II 8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 • • • 11.519.000

8. Achmad
Faizun, S.T. 
M.M.Th.

lll/b Anggota
II

8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 - - - 11.519.000

9. Benny Prima 
Septiano, S.T.

lll/b Anggota
II

8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 - - - 11.519.000

lONur Fahrudin, 
S.T

lll/b Anggota
II

8 3.040.000 4.907.000 2.952.000 620.000 - • - 11.519.000
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provinsi Jml

Haii Nama Tim 6ol Reran Jml
Hari

Uang
Marian Biaya Hotel

Transport
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA
Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 1 Politeknik llmu
Pelayaran
Makassar

Risiko
Tmggi

Sulawesi
Selatan

12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H., M.Si.

IV/c Daitu 6 2.580.000 3.725.000 3.829.000 620.000 10.754.000 Agustus

2. Didi Supiladi, 
S.T., M.Si., 
C.Fr.A., QIA.

iv/b Dalnis 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 ■ • • 11.929.000

3. TUnuar Efendi, 
S.E.

m/c Katim 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 • - - 11.929.000

4. AryadI
Prakoso, S.T. 
C.Fr.A

lll/b Anggota 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 • • • 11.929.000

5. Bektl
Marwanto, S.E.

lil/b Anggota 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 - - ■ 11.929.000

6. DodI SutenI, 
S.Sos., M.A.

IV/a Anggota 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 - - * 11.929.000

7. Laurentius 
Bagus
Permana, S.T.

lll/b Anggota 7 3.010.000 4.470.000 3.829.000 620.000 • • ■ 11.929.000

25 III BalaiTeknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jawa 
Bagian Timur

Politeknik
Transportasi
Darat Indonesia 
(STTD)

Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Perkeretaapian

Risiko
Tinggi

DKI Jakarta 12 1. Dr. Ir.
Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CROP.

IV/c Pengawas 6 2.520.000 9.524.000 2.674.000 1.188.000 900.000 16.806.000 September

26 II BalaiTeknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jawa 
Bagian Timur

Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jawa 
Bagian Timur

Risiko
Sedang

Jawa Timur 12 1. Ir. Roy 
Joeniarso, M.M

IV/c Daitu 1 6 2.460.000 4.070.000 2.674.000 620.000 9.824.000 September

2. Ani
Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., 
CA., QIA.

IV/b Dalnis 1 8 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 12.272.000

3. Aulia
Widiastuti,
S.T, M.T.

Ill/d Katim 1 8 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 • • 12.272.000
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Profil Jml Jml Uang Biaya Hotel
H^nsport Test RMA

Resiko Hari Marl Harlan Pesawat Ibxl Lain-Lain Covld-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4. Beny
Pahingguan, 
S.E.. M.Ak.

lll/c Katim II 8 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 - - • 12.272.000

5. Maximilian 
Vincentius 
Nangai, S.H.

lll/c Anggota 1 8 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 * • " 12.272.000

6. NurArsanti.
5.E., CGAA.

lll/b Anggota 1 8 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 • ■ - 12.272.000

7. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., 
CRMO.

lil/c Anggota 1 8 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 - • • 12.272.000

8. Achmad
Faizun, S.T., 
M.M.Tr.

lll/b Anggota
II

8 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 - • " 12.272.000

9. NurFahrudin, 
ST.

lll/b Anggota
II

8 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 ■ • • 12.272.000

lOLaurentius
Bagus
Penmana, S.T.

lll/b Anggota
II

6 3.280.000 5.698.000 2.674.000 620.000 - - • 12.272.000

27 1 Politeknik
Transportasl
Darat Indonesia 
(STTD)

Risiko
Tinggi

Jawa Barat 12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H., M.Si.

IV/c Daitu 3 1.290.000 1.372.000 568.000 3.230.000 September

2. DidI Supriadi, 
S.T., M.Si., 
C.Fr.A., QIA.

IV/b Datnis 7 3.010.000 4.116.000 • 568.000 - ■ " 7.694.000

3. Arti Setiadi,
S.T, M.A.,
CRMO

Ill/d Katim 7 3.010.000 4.116.000 - 568.000 - - 7.694.000

4. Aryadi
Prakoso. S.T, 
C.Fr.A

lll/b Anggota 7 3.010.000 4.116.000 • 568.000 - • • 7.694.000

5. Dodi Suteni, 
S.Sos., M.A.

IV/a Anggota 7 3.010.000 4.116.000 - 568.000 - - - 7.694.000

6. Donny 
Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Anggota 7 3.010.000 4.116.000 ■ 568.000 • ■ • 7.694.000

7. Junius, A.Md., 
S.T.

Ill/a Anggota 7 3.010.000 4.116.000 568.000 • - - 7.694.000

28 1 Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Perkeretaapian

Risiko
Tinggi

DKI Jakarta 12 1. Martina 
Setyaningsih, 
S.H., M.Si.

IV/c DaItu 2 820.000 814.000 2.674.000 620.000 360.000 5.288.000 September

2. Wijayanto Aris, 
S.T, M.T,
CRMO

IV/a Dalnis 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 360.000 • • 7.736.000

3. 'i^nuar Efendi, 
S.E.

lll/c Katim 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 360.000 - - 7.736.000
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No Tim Audit! Profil
Resiko Provinsl Jml

Hari Nama Tim Gol Reran Jml
Hari

Uang
Harlan Biaya Hotel

lhansport
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA
Pesawat 1bxi Lain-Lain

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4. Aditya
Nugraha. S.E.

lil/a Anggota 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 360.000 - ■ 7.736.000

5. Benny Prima 
Septiano, ST.

lll/b Anggota 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 360.000 - - 7.736.000

6. Helma Agnes 
Dinantia,
S.Sos.

lll/b Anggota 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 360.000 • • 7.736.000

29 1 Politeknik
Peiayaran
Malahayatl

Risiko
nnggi

Aceh 12 1. Ir. Roy 
Joeniarso, M.M

fV/c Daitu 3 1.080.000 1.232.000 4.492.000 620.000 7.424.000 November

2. Eko Siswanto. 
S.T.

IV/a Dalnis 7 2.520.000 3.696.000 4.492.000 620.000 - - - 11.328.000

3. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., 
CRMO.

lll/c Katim 7 2.520.000 3.696.000 4.492.000 620.000 • • • 11.328.000

4. Aditya
Nugraha, S.E.

Ill/a Anggota 7 2.520.000 3.696.000 4.492.000 620.000 - - - 11.328.000

5. Anggie Yunita 
Rahmah, A.Md

ll/c Anggota 7 2.520.000 3.696.000 4.492.000 620.000 - - - 11.328.000

6. Laurentius 
Bagus
Permana. S.T.

lll/b Anggota 7 2.520.000 3.696.000 4.492.000 620.000 • • • 11.328.000

7. NurArsanti, 
S.E., CGAA.

lll/b Anggota 7 2.520.000 3.696.000 4.492.000 620.000 - • ■ 11.328.000

30 Mi Balai Pengeiola 
Kereta Api 
Sulawesi Selatan

Politeknik 
Peiayaran 
Sumatera Barat

Politeknik
Peiayaran
Malahayati

Risiko
Tinggi

Aceh 12 1. Dr, Ir.
Fadrinsyah 
Anwar, MBA.. 
CGCAE., CROP.

IV/c Pengawas 6 2.010.000 10.512.000 8.321.000 1.240.000 1.000.000 900.000 23.983.000 November

31 II Balai Pengeiola 
Itereta Api 
Sulawesi Selatan

Balai Pengeiola 
Kereta Api 
Sulawesi Selatan

Risiko
Sedang

Sulawesi
Selatan

12 1. Ir. Gunawan 
Susilotomo, 
C.Fr.A., QIA.

IV/e Daitu 1 6 2.580.000 3.725.000 3.829.000 620.000 10.754.000 November

2. Wijayanto Aris, 
S.T. M.T.,
CRMO

iV/a Dalnis 1 8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 • 13.104.000

3. Donny 
Kumiawan, 
S.Kom,, M.Si.

lll/c Katim 1 8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 • • 13.104.000
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No Tim Audit! Profil Provinsi Jml Nama Tim Got Peran Jml Uang Biaya Hotel
Tansport Test Jumlah RMAResiko Hari Hari Harlan Pesawat Ihxi Laln-Lain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4. Arfi Setiadi,

S.T., MA.
CRMO

Ill/d Anggota 1 8 3.440.000 5.21S.000 3.829.000 620.000 • • 13.104.000

5. Ayls Suti 
Wibowo, S.Psi, 
MA.P.

lll/c Anggota 1 8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 • • • 13.104.000

6. Heima Agnes 
Dir^antia,
S.Sos.

lll/b Anggota 1 8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 • " • 13.104.000

7. Nur Fahrudin, 
S.T.

ill/b Anggota i 8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 - • - 13.104.000

8. V^nuar Efendi. 
S.E.

ili/c Katim II 8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 - ■ - 13.104.000

9. Achmad
Faizun, S.T, 
M.M.Tr.

!il/b Anggota
II

8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 • • • 13.104.000

lOJunius, A.Md., 
S.T.

lil/a Anggota
II

8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 - - - 13.104.000

llFerdy, S.AP. Ill/a Anggota
II

8 3.440.000 5.215.000 3.629.000 620.000 - - - 13.104.000

126ekti
Marwanto. S.E.

m/b Anggota
II

8 3.440.000 5.215.000 3.829.000 620.000 - - - 13.104.000

32 1 Politeknik 
Pelayaran 
Sumatera Barat

Risiko
TInggi

Sumatera
Barat

12 1. Ir. Roy
Joeniarso, M.M

IV/c Daitu 3 1.140.000 1.402.000 2.952.000 620.000 6,114.000 November

2. Ani
Susilaningsih, 
S.E..Ak.. M.H., 
CA.. QIA.

!V/b Dalnis 7 2.660.000 4.206.000 2.952.000 620.000 10.438.000

3. Aulia
Widiastuti,
S.T, M.T

Ill/d Katim 7 2.660.000 4.206.000 2.952.000 620.000 * • 10.438.000

4. Aryadi
Prakoso, S.T, 
C.Fr.A

lil/b Anggota 7 2.660.000 4.206.000 2.952.000 620.000 - • - 10.436.000

5. Beny 
Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Anggota 7 2.660.000 4.206.000 2.952.000 620.000 * • • 10.438.000

6. Lidia Corry 
Rumapea, S.T.

Ill/a Anggota 7 2.660.000 4.206.000 2.952.000 620.000 - • - 10.438.000

7. Maximiiian 
Vincentius 
Nangai, S.H.

lll/c Anggota 7 2.660.000 4.206.000 2.952.000 620.000 • • • 10.438.000

1.967.300.000
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KORWAS I

Did! Supriadi. S.T.. M.Si.. C.
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 197102271998031001

KORWAS II KORWA

anto. S.T
Pembina (IV/a)

NIP. 197304201998031002

Ani Susilan
Pembina Tingkaj i (IV/b) 

NIP. 196807041998032001

KORWAS IV

lov loenlarso. M.M \ 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196406231991031003

KORWAS V
Jakarta. 20 Pebruari 2023 

INSPEKTUR II

WiiayantQ A
Pembina (IV/a)

NIP. 197810132006041002

Dr. Ir. Fadrinsyah Anwar. MBA.. CGCAE.. CROP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196312161990031001
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INSPEKTORAT
REVIU

RENCANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023

No Tim Itegiatan Provinsi Jml
Hari Nama 11m Gol Peran Jml

Hari
Uang

Marian Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covid-19 Jumlah RMA

Pesawat Taxi Lain-Lain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Reviu atas Draft LKIP 
Kementerian 
PerhubunganTahun 
2022

DKl Jakarta 5 1, Dr. Ir Fadrinsyah 
Anwar. MBA., 
CGCAE,, CRGP.

IV/C Pengawas 5 900.000 4.000.000 600.000 5.500.000 Februari

2. KemenPANRB -1 Pendampii
1

gS 900.000 4.000.000 • 600.000 - • - 5.500.000

3. KemenPANRB -2 Pendampii
1

95 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000

4. Ani Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., CA.. 
QIA.

IV/b Daitu 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - • 5.500.000

5. Wijayanto Arts,
S.T., M.T., CRMO

IV/a Dalnis 5 900.000 4.000.000 - 600.000 • - - 5.500.000

6. Beny Pahingguan. 
S.E., M.Ak.

lll/c Katim 5 900.000 4.000.000 • 600.000 - • - 5.500.000

7. Tim Penyusun LKIP 
BKT

Peserta 1 3 • • - 3.870.000 - - 3.870.000

8. Tim Penyusun LKIP 
ITJEN

Peserta 1 3 • - - - 3.870.000 - - 3.870.000

9. Tim Penyusun LKIP 
DJPD

Peserta 1 3 • • - - 3.870.000 • • 3.870.000

lOTim Penyusun LKIP 
DJPU

Peserta 1 3 - • • ■ 3.870.000 • - 3.870.000

llTim Penyusun LKIP 
BPSDMP

Peserta 1 3 - • • • 3.870.000 • - 3.870.000

12T1m Penyusun LKIP 
BPT]

F^serta 1 3 - - • - 3.870.000 - - 3.870.000

13Tim Penyusun LKIP 
SETJEN

Peserta 1 3 - - - - 3.870.000 - - 3.870.000

14Tim Penyusun LKIP 
DjPL

Peserta 1 3 - - • • 3.870.000 - - 3.870.000

ISTlm Penyusun LKIP 
DJKA

Peserta 1 3 • - - - 3.870.000 - - 3.870.000

16Achmad Faizun,
S.T., M.M.Tr.

lll/b Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000

17Anggie Ylinita 
Rahmah, A.Md

ll/c Anggota 5 900.000 4.000.000 • 600.000 - • - 5.500.000

ISArfi SetiadI, S.T. 
M.A.. CRMO

Ill/d Anggota 5 900.000 4.000.000 ■ 600.000 - - - 5.500.000
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No nm Kegiatan Provinsi Jmt Nama Tim Gol Reran Jm! Uang Biaya Hotel
Ttansport

Representatif Test Jumlah RMAHari Hari Harlan Pesawat Tbxi Lain-Laln Covld-19

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18

19Aryadi Prakoso,
S.T., C.Fr.A

lll/b Anggota S 900.000 4.000.000 - 600.000 - ■ - 5.500.000

20Aulia Widiastuti,
ST.. M.T.

Ill/d Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - • - 5.500.000

21Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

lll/c Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - • - 5.500.000

22Benny Prima 
Septiano, S.T.

lll/b Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000

236ekti Marwanto,
S.E.

MIA) Anggota 5 900.000 4.000.000 • 600.000 - - - 5.500.000

240iah Puji Astuti, 
A.Md.Ka

ll/c Anggota 5 900.000 4.000.000 • 600.000 - ■ - 5.500.000

25Dodi Suterti, S.Sos., 
M.A.

IV/a Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000

260onny Kumiawan, 
S.Kom.. M.Si.

lll/c Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000

27£vriawan, A.Md. ll/c Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - • - 5.500.000

28Ferdy. S.AP. Ill/a Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000

29Helma Agnes 
Dinantia, S.Sos.

lll/b Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - • 5.500.000

30Junius, A.Md., S.T. Ill/a Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000

31Laksmi Indah 
Puspita, A.Md.KA

ll/d Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000

32Laurentius Bagus 
Permana, S.T.

lll/b Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - • - 5.500.000

33Lidia Corry 
Rumapea, S.T,

Ill/a Anggota 5 900.000 4.000.000 ■ 600.000 - - - 5.500.000

34Maximilian
Vincentius Nangai, 
S.H.

lli/c Anggota 5 900.000 4.000.000 • 600.000 • • " 5.500.000

35Neli AgustinI, S.E lll/b Anggota S 900.000 4.000.000 - 600.000 - - ■ 5.500.000

36Ni Komang
Widyasanti, S.Kom.

Ill/a Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - • - 5.500.000

37Nur Arsanti, S.E.. 
CGAA.

lll/b Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 • - - 5.500.000

38Nur Fahrudin, S.T. lll/b Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - • 5.500.000

39ftaden Bima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

Ill/a Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - • • 5.500.000

40Tanuar Efendi, S.E. m/c Anggota 5 900.000 4.000.000 - 600.000 - - - 5.500.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml Nama Tim Gol Jml Uang Biaya Hotel
Transport

Representatif Test Jumlah RMAHari Hari Harlan Pesawat T^xi Lain-Lain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 Reviu Laporan 
Keuangan BA.022 
Semester 1 TA.2023 
Tingkat UAPPA/B E-1 
pada Direktorat 
jenderal 
Perkeretaapian. 
Sekretahat Jenderal, 
dan BPSDMP

DKi Jakarta 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CROP.

IV/C Pengawas 6 780.000 2.580.000 300.000 3.660.000 Juil

2. Ditjen Anggaran 
Kemenkeu -1

Pendampii
1

g6 780.000 2.580.000 • 300.000 - • - 3.660.000

3. DIdl Supriadi, S.T., 
M.Si., C.FrA., QIA.

IV/b Dalnis 1 6 780.000 2.580.000 - 300.000 - - - 3.660.000

4. Tim Keuangan 
BPSDM
Perhubungan

Sekretarla
1

2 • • • • 4.300.000 • • 4.300.000

5. Tim Keuangan
Ditjen
Perkeretaapian

Sekretarla
1

2 • • • • 4.300.000 • • 4.300.000

6. Tim Keuangan 
Sekretariat
Jenderal

Sekretarla
1

2 • • • - 4.300.000 - • 4.300.000

7. Beny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Katim 1 6 780.000 2.580.000 - 300.000 - - - 3.660.000

8. Donny Kumiawan, 
S.Kom,, M.Si.

lll/c Katim II 6 780.000 2.580.000 - 300.000 - • - 3.660.000

9. Swanto Silaen,
S.E., M,H„ CRMO.

lil/c Katim III 6 780.000 2.580.000 - 300.000 - - - 3.660.000

lOAchmad Faizun,
S.T., M.M.Tr.

lll/b Anggota 1 6 780.000 2.580.000 • 300.000 - - ■ 3.660.000

llAdam Rafidinanda, 
A.Md.Ak.

li/c Anggota 1 6 780.000 2.580.000 ■ 300.000 - - • 3.660.000

12Aditya Nugraha,
S.E.

Ill/a Anggota 1 6 780.000 2.580.000 ■ 300.000 - - • 3.660.000

13Aryadi Prakoso,
5.T., C.FrA

lll/b Anggota
II

6 780.000 2.580.000 - 300.000 - • ■ 3.660.000

14Bekti Marwanto,
S.E.

lil/b Anggota
II

6 780.000 2.580.000 - 300.000 - - - 3.660.000

ISJunius, A.Md., S.T. Ill/a Anggota
II

6 780.000 2.580.000 • 300.000 - - - 3.660.000

IBLaksmi Indah 
Puspita, A.Md.KA

ll/d Anggota
III

6 780.000 2.580.000 - 300.000 - - - 3.660.000

17Nur Arsanti, S.E.. 
CGAA.

lll/b Anggota
ill

6 780.000 2.580.000 • 300.000 - - - 3.660.000

ISRaden Bima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

Ill/a Anggota
III

6 780.000 2.580.000 • 300.000 • • • 3.660.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Harl Nama Tim Gol Peran Jml

Hari
Uang

Harlan Blaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covid-19 Jumlah RMA

Pesawat Ibxi Laln-Laln
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18
3 1 Reviu Laporan 

Keuangan BA.999.07 
Semester 1 TA.2023 
Tingkat UAPPA/B E-1 
pada Direktorat 
jenderal
Perkeretaapian

DKI Jakarta 3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 3 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 Jull

2. Ditjen Anggaran 
femenkeu -1

Pendampii
1

g3 390.000 1.299.000 • 150.000 - - - 1.839.000

3. Didi Supriadi, S.T., 
M.Si., C.Fr.A., QIA.

iV/b Daitu 3 390.000 1.299.000 • 150.000 ■ - - 1.B39.000

4. Swanto Silaen,
S.E.. M.H., CRMO.

lll/c Dalnis 3 390.000 1.299.000 ■ 150.000 - - * 1.839.000

5. NurArsanti, S.E., 
CGAA.

iil/b Katim 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.839.000

6. Aryadi Prakoso,
S.T., C.FrJV

lll/b Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - • : 1.839.000

7. Bekti Marwanto,
S.E.

lll/b Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.839.000

8. Adam Rafldinanda, 
A.Md.Ak.

ll/c Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - • - 1.839.000

9. Tim Penyusun LK 
BA.BUN DJKA

Peserta 1 3 - - • ■ 6.545.000 • - 6.545.000

4 1 Penanggungjawab 
Reviu RKA-K/L Pagu 
AnggaranTA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II

OKI Jakarta 3 1. Or. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE.. CRGP.

IV/c Pengawas 3 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 September

5 II Pengendali Mutu
Reviu RKA-K/L Pagu 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II

DKI Jakarta 3 1. Ir. Gunawan 
Susilotomo. C.FrA. 
QIA.

IV/e Daitu 3 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 September

2. ir. RoyJoeniarso,
M.M

IV/c Daitu 3 390.000 1.299.000 ■ 150.000 - - - 1.839.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Harl Nama Tim Gol Reran Jml

Hart
Uang

Harlan Biaya Hotel
Transport

Pesawat Taxi Lain-Lain
Representatif Test

Covki-19 Jumlah RMA

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Reviu RKA-K/L Pagu 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II, antara 
lain: 1. Biro 
Perencanaan; 2. 
Pusdatin; 3. PFKKI: 4. 
Atase Perhubungan 
Jepang: 5. Direktorat 
Keselamatan 
Perkeretaapian; 6. 
STIP Jakarta; 7. PTDI- 
STTD Bekasi; 8. 8TP 
Kelas IJawa Bagian 
Barat; 9. PPSDMAP; 
10. BP3KSDMT 
Ciwidey; 11. Balai 
Pengujian 
Perkeretaapian 
Bekasi; 12. Poltekpel 
Malahayati Aceh; 13. 
Poiiteknik 
Itansportasi Darat 
Bali; 14. BPPTD 
Mempawah.

OKI Jakarta 1. Old! Supriadi, S.T, 
M.Si.. C.Fr.A.. QIA.

IV/b Dalnis 390.000 1.299.000 150.000 1.639.000 September

2. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., CRMO.

Ili/c Katim 390.000 1.299.000 150.000 1.639.000

3. Adam Rafidinanda, 
A.Md.Ak.

Il/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

4. Bekti Marwanto, 
S.E.

Ill/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

5. Dodi Suteni, S.Sos. 
M.A.

IV/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

6. Junius, A.Md., S.T. Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
7. Nur Arsantl, S.E., 

CGAA.
Ill/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Got Peran Jml

Hari
Uang

Marian Biaya Hotel
Itansport

Pesawat laxl Lain-Lain
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Revlu RKA-K/L Pagu 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II. antara 
lain: 1. Biro SDM dan 
Organtsasi; 2. 
Direktorat LLAKA; 3. 
Pusat Pembinaan JP 
Transportasi; 4. Atase 
Perhubungan 
Singapura; 5. Atase 
Perhubungan 
Malaysia: 6.
Direktorat Prasarana 
Perkeretaapian; 7.
BTP Kelas II Wilayah 
Sumbagsel: 8. 
Poitekbang 
Palembang; 9. BPKA 
Ringan Sulawesi 
Selatan; 10. Politeknik 
TSDP Palembang: 11. 
PPI Curug; 12.
PPSDMP Udara: 13. 
Politeknik Pelayaran 
Banten: 14. BP3 
Curug.

DKI Jakarta 1. Eko Siswanto, S.T. IV/a Dalnis 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 September

2. Aulia Widiastuti, 
S.T. M.T.

Ill/d Katim 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

3. Aditya Nugraha. 
S.E.

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

4. Aryadi Prakoso, 
S.T. C.Fr.A

lll/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

5. Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

lll/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

€. Laksmi Indah 
Pusplta. A.Md.KA

ll/d Anggota 390.000 1.299.000 ISO.OOO 1.839.000

7. Meyla Ekana Putri, 
A.Md.Tra.

H/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

8. Raden Bima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
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No 71m Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Gol Reran Jml

Hari
Uang

Marian Biaya Hotel
Hansport

Pesawat Taxi Lain-Lain
Repress ntatif Test

Covid-19 Jumlah RMA

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Reviu RKA-K/L Pagu 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat li, antara 
tain: 1. Biro Hukum; 2. 
Biro tomunikasi dan 
informasi Pubiik; 3. 
Ketua Mahkamali 
Peiayaran: 4. Atase 
Perhubungan 
Belanda; 5. Atase 
Perhubungan inggris; 
6. Direktorat Sarana 
Perkeretaapian; 7.
BTP Kelas I Wilayah 
Jakban; 8. BTP Kelas II 
Wilayah Sumbagbar;
9. BTP Kelas II 
Wilayah Sumbagut;
10. Politeknik 
Peiayaran Sumatera 
Barat; 11. Politeknik 
Penerbangan Medan; 
12. Politeknik 
Peiayaran Sulawesi 
Utara; 13. Politeknik 
Penerbangan 
Jayapura; 14. PPSDMP 
Darat.

DKI Jakarta 1. Martina
Setyaningsih, S.H. 
M.SI.

IV/c Dalnls 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 September

2. Yanuar Efendi. S.E. Ill/c Katim 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
3. Anggie YUnita 

Rahmah, A.Md
ll/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

4. Benjamin 
Nathanael, S.T.

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

5. Benny Prima 
Septiano, S.T

lll/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

6. Evriawan, A.Md. ll/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
7. Laurentius Bagus 

Permana, S.T.
Ili/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
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No Tim Keglatan Provinsi Jml
Hari Namalim Gol Reran Jml

Hari
Uar>g

Harlan Biaya Hotel
Transport

Pesawat Taxi Laln-Lain
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA

8 10 11 12 13 14 IS 16 17 18
Reviu RKA-K/L Pagu 
AnggaranTA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II, antara 
lain: 1. Biro Hukum; 2. 
Biro Komunikasi dan 
Informasi Publik; 3. 
Ketua Mahkamah 
Pelayaran; 4. Atase 
Perhubungan 
Belanda; 5. Atase 
Perhubungan Inggris; 
6. Direktorat Sarana 
Perkeretaaplan; 7.
BTP Kelas I Wilayah 
Jakban; 8. BTP Kelas II 
Wilayah Sumbagbar;
9. BTP Kelas II 
Wilayah Sumbagut;
10. Politeknik 
Pelayaran Sumatera 
Barat; 11. Politeknik 
Penerbangan Medan; 
12. Politeknik 
Pelayaran Sulawesi 
Utara; 13. Politeknik 
Penerbangan 
Jayapura; 14. PPSOMP 
Darat.

DKI Jakarta 1. Ani Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., CA-. 
QIA.

IV/b Dalnis 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 September

2. Beny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

Ill/c Katim 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

3. DIah Puji Astuti, 
A.Md.Ka

ll/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

4. Lidia Corry 
Rumapea, S.T.

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

5. Maximilian 
Vincentius Nangal, 
S.H.

Ill/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

6. Nell Agustinl, S.E lll/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

7. Ni Komang
Widyasanti, S.Kom.

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

8. Nur Fahrudin, S.T. lll/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

10 Pendamping Reviu 
RKA-K/L Pagu 
AnggaranTA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II

DKI Jakarta 1. DItjen Anggaran 
Kemenkeu -1

Pendampir 
1

igl 433.000 1.800.000 2.233.000 September

2. DItjen Anggaran 
Kemenkeu - 2

Pendampii g 1 
1

433.000 1.800.000 2.233.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Gol Peran Jml

Hari
Uang

Harlan Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covtd-19 Jumlah RMA

Pesawat 1bxi Laln-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11 1 Reviu RKA-K/L Pagu 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II, antara 
lain: 1. PPTB; 2. Biro 
Keuangan; 3. 
Sekretariat KNKT; 4. 
Atase Perhubungan 
Amerika Serikat; 5. 
PPSDMP Laut; 6. 
Sekretariat Ditjen 
Perkeretaapian; 7. 
BP3IP Jakarta; 8.
BP2TL Jakarta; 9. 
Politeknik Pelayaran 
Sorong; 10. Atase 
Perhubungan Kanada; 
11. Politeknik 
Penerbangan
Makassar; 12. PIP 
Makassar; 13. BPKA 
Sulawesi Selatan; 14. 
Politeknik Pelayaran 
Barombong.

OKI Jakarta 3 1. WiJayanto Arls,
S.T., M.T., CRMO

IV/a Dalnis 3 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 September

2. Arfi Setiadi, S.T., 
M.A., CRMO

Ill/d Katim 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.839.000

3. Achmad Faizun,
S.T., M.M.Tr.

lll/b Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - • 1.839.000

4. Daffa Reyhan 
Zulfikar A., A.Md.T.

ll/c Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.839.000

5. Donny Kumlawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Anggota 3 390.000 1.299.000 • 150.000 - - - 1.839.000

6. Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.839.000

7. Haimeilisna, S.H. lll/c Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - • - 1.839.000

8. Helma Agnes 
Dinantia, S.Sos.

lll/b Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 ' - - 1.839.000

12 1 Penanggungjawab 
Reviu RKA-K/L Alokasi 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II

DKI Jakarta 3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 3 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 Oktober

13 1 Pengendali Mutu
Reviu RKA-K/L Alokasi 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II

DKI Jakarta 3 1. Ir. Gunawan 
Susilotomo, C.FrA., 
QIA.

IV/e Daitu 3 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 Oktober

2. Ir. Royjoeniarso,
M.M

IV/c Daitu 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.839.000
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No Tim Keglatan Provinsi Jml
Hart Nama T>m Gol Reran Jml

Hari
Uang

Marian Biaya Hotel
H^nsport

Pesawat laxl Laln-Lain
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA

10 11 12 13 14 15 16 17 16
14 Pendamping Reviu 

RKA-K/L Alokasi 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II

DKI Jakarta 1. Ditjen Anggaran 
Kemenkeu • 2

Pendampii 
1

gi 433.000 1.800.000 2,233.000 Oktober

2. Ditjen Anggaran 
Kemenkeu -1

Pendampirfg 1 
1

433.000 1.800.000 2.233.000

15 Reviu RKA-K/L Alokasi 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II, antara 
lain: 1. Biro 
Perencanaan: 2. 
Pusdatin; 3. PFKKJ; 4. 
Atase Perhubungan 
Jepang; 5. Direktorat 
Keselamatan 
Perkeretaapian; 6. 
STIP Jakarta; 7. PTDI- 
STTD Bekasi; 8. BTP 
Kelas IJawa Bagian 
Barat; 9. PPSOMAP; 
10. BP3KSDMT 
Ciwidey; 11. Balai 
Pengujian 
Perkeretaapian 
Bekasi: 12. Poltekpel 
Malahayati Aceh; 13. 
Politeknik 
Transportasi Darat 
Bali: 14. BPPTD 
Mempawah.

DKI Jakarta 1. Didi Supriadi, S.T, 
M.SI., C.Fr.A., QIA.

iv/b Dalnis 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 Oktober

2. Swanto Silaen, 
S.E., M.H., CRMO.

Ill/c Katim 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

3. Adam Rafidinanda, 
A.Md.Ak.

Il/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

4. Bekti Marwanto, 
S.E.

Ill/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

5. Dodi Suteni, S.Sos.. 
M.A.

IV/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

6. Junius, A.Md., S.T. Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
7. Nur Arsanti, 5.E., 

CGAA.
Ill/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
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Klo Tim Kegiatan Provinsi jml
Hari Nama Tim Goi Reran jml

Hari
Uang

Harlan Blaya Hotel
Transport

Pesawat Ibxi Laln-Lain
Representatif Test

Covld-19 Jumlah RMA

8 10 11 12 13 14 IS 16 17 18
16 Revlu RKA-K/L Aiokasi 

Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II, antara 
lain; 1. Biro SDMdan 
Organisasi; 2. 
Direktorat LLAKA; 3. 
Pusat Pembinaan JF 
Uansportasl; 4. Atase 
Perhubungan 
Singapura: 5. Atase 
Perhubungan 
Malaysia; 6.
Direktorat Prasarana 
Perkeretaapian; 7.
8TP Kelas II Wilayah 
Sumbagsel; 8. 
Poltekbang 
Palembang: 9. BPKA 
Ringan Sulawesi 
Selatan; 10. Politeknik 
TSDP Palembang; 11. 
PPI Curug; 12.
PPSOMP Udara; 13. 
Politeknik Pelayaran 
Banten; 14. BP3 
Curug.

DKI Jakarta 1. Eko Siswanto, S.T. tV/a Oalnis 390.000 1.299.000 150.000 1.639.000 Oktober

2. Aulia Widiastuti, 
S.T., M.T.

Ill/d Katim 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

3. Aditya Nugraha, 
S.E.

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

4. Aryadi Prakoso, 
S.T., C.Fr.A

lll/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

5. Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

lll/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

6. Laksmi Indah 
Puspita. A.Md.KA

ll/d Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

7. Meyla Ekana Putri, 
A.Md.Tra.

N/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

6. Raden Bima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
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Tim Kegiatan Provinsi Jml
Harl Nama Tim Gol Reran Jml

Had
Uang

Harian Biaya Hotel
Transport

Pesawat Ibxi Lain-Lain
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 Reviu RKA-K/L Alokasi 
AnggaranTA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II, antara 
lain: 1. Biro Huloim; 2. 
Biro Komunikasi dan 
Informasi Publik; 3. 
Ketua Mabkamah 
Peiayaran; 4. Atase 
Perhubungan 
Belanda; 5. Atase 
Perhubungan tnggris; 
6. Direktorat Sarana 
Perkeretaapian; 7.
BTP Kelas I Wilayah 
Jakban; 8. BTP Kelas II 
Wilayah Sumbagbar;
9. BTP Kelas II 
Wilayah Sumbagut;
10. Politeknik 
Peiayaran Sumatera 
Barat; 11. Politeknik 
Penerbangan Medan; 
12. Politeknik 
Peiayaran Sulawesi 
Utara; 13. Politeknik 
Penerbangan 
Jayapura; 14. PPSDMP 
Da rat.

DKI Jakarta 1. AnI Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H..CA., 
QIA.

IV/b Dainis 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000 Oktober

2. Beny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

Ill/c Katim 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

3. Diah Puji Astuti, 
A.Md.Ka

ll/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

4. Lidia Corry 
Rumapea, S.T.

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

5. Maximilian
Vincentius Nangai, 
S.H.

Ill/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

6. Nell Agustini, S.E lll/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

7. Ni Komang 
Widyasanti, S.Kom.

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

8. Nur Fahrudin, S.T. lll/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Gd Reran Jml

Hari
Uang

Harlan Biaya Hotel
Transport

Pesawat 1^x1 Lain-Lain
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Revlu RKA-KA- Alokasi 
Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II, antara 
lain: 1. Biro Hukum; 2. 
Biro Komunikasi dan 
Informasi Publik; 3. 
Ketua Mahkamah 
Pelayaran; 4. Atase 
Perhubungan 
Belanda; 5. Atase 
Perhubungan Inggris; 
6. DirektoratSarana 
Perkeretaaplan; 7.
BTP Kelas I Wilayah 
Jakban; 8. BTP Kelas II 
Wilayah Sumbagbar;
9. BTP Kelas II 
Wilayah Sumbagut;
10. Politeknik 
Pelayaran Sumatera 
Barat; 11. Politeknik 
Penerbangan Medan; 
12. Politeknik 
Pelayaran Sulawesi 
Utara; 13. Politeknik 
Penerbangan 
Jayapura: 14. PPSDMP 
Darat.

OKI Jakarta 1. Martina 
Setyaningsih, S.H. 
M.Si.

IV/C Dalnis 390.000 1.299.000 ISO.OOO 1.839.000 Oktober

2. Yanuar Efendi, S.E. Ill/c Katim 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
3. Anggie Yunita 

Rahmah, A.Md
ll/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

4. Benjamin 
Nathanael, 5.T.

Ill/a Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

5. Benny Prima 
Septiano, S.T.

m/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000

6. Evriawan, A.Md. ll/c Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
7. Laurentius Bagus 

Permana, S.T.
m/b Anggota 390.000 1.299.000 150.000 1.839.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml Nama Tim Got Peran Jml Uang Biaya Hotel
T^nsport

Representatif 1bst JumlahHari Hari Harlan Pesawat ibxi Lain-Laln Covld-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 Reviu RKA-K/L Alokasi 

Anggaran TA.2024 
pada UPT/Satker 
Pengawasan 
Inspektorat II, antara 
lain: 1. PPTB; 2. Biro 
Keuangan; 3. 
Sekretariat KNKT; 4. 
Atase Perhubungan 
Amerika Serikat; 5. 
PPSDMP Laut; 6. 
Sekretariat Ditjen 
Perkeretaapian; 7. 
BP3IP Jakarta; 8.
BP2TL Jakarta: 9. 
Politeknik Pelayaran 
Sorong; 10. Atase 
Perhubungan Kanada; 
11. Politeknik 
Penerbangan
Makassar; 12. PIP 
Makassar: 13. BPKA 
Sulawesi Selatan; 14. 
Politeknik Pelayaran 
Barombong.

DKI Jakarta 3 1. Wljayanto Aris,
S.T., M.T., CRMO

IV/a Dalnis 3 390.000 1.299.000 150.000 1.639.000 Oktober

2. Arfi Setiadi, S.T, 
M.A..CRMO

m/d Katim 3 390.000 1.299.000 • 150.000 - ■ - 1.839.000

3. Achmad Faizun,
S.T, M.M.Tr.

m/b Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - ■ • 1.839.000

4. Daffa Reyhan 
Zulfikar A„ A.Md.T.

ll/C Anggota 3 450.000 1.299.000 - 150.000 - • - 1.699.000

5. Donny Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

Ill/C Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.639.000

6. Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.839.000

7. Harmeilisna, S.H. lll/c Anggota 3 390.000 1.299.000 - 150.000 - - - 1.839.000

8. Helma Agnes 
Dinantia, S.Sos.

lll/b Anggota 3 390.000 1.299.000 • 150.000 - - - 1.839.000

20 1 Reviu Rencana 
Kebutuhan Barang
Milik Negara (RKBMN) 
TA. 2025 pada UPT/ 
Satkerdi Lingkungan 
Ditjen Perkeretaapian, 
BPSDM Perhubungan, 
dan Sekretariat 
Jenderal

Jawa Barat 5 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CROP.

IV/c Pengawas 5 750.000 3.288.000 600.000 4.638.000 Oktober

2. Ir. Roy Joenlarso,
M.M

IV/c Daitu 5 750.000 3.288.000 ■ 600.000 - - - 4.638.000

3. Itjen Kemenkeu • 1 Pendampii
1

g5 750.000 3.288.000 - 600.000 - • • 4.638.000

4. Itjen Kemenkeu • 2 Pendampii
1

gs 750.000 3.288.000 - 600.000 - - - 4.638.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml Nama Tim Goi Reran Jml Uang Biaya Hotel
Transport Test Jumiah RMAHail Hari Harlan Pesawat Tbxi Lain-Lain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
21 Revlu Rencana 

Kebutuhan Barang
Milik Negara (RKBMN) 
TA. 2025 pada UPT/ 
Satker di Ungkungan 
DIrektorat Jenderal 
Perkeretaapian

DKI Jakarta 1. Martina
Setyaningsih, S.H., 
M.Si.

IV/c Dalnis 5 750.000 3.288.000 600.000 4.638.000 Oktober

2. Swanto Silaen,
S.E., M.H., CRMO.

lll/c Katim 5 750.000 3.288.000 • 600.000 - - - 4.638.000

3. /Vdam Rafidinanda, 
A.Md.Ak.

ll/c Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - • - 4.638.000

4. Aditya Nugraha,
5.E.

Ill/a Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - - - 4.636.000

5. Ayls SutI WIbowo, 
S.Psl. M.A.P.

lll/c Anggota 5 750.000 3.288.000 • 600.000 - ■ - 4.638.000

6. Bektl Marwanto,
S.E.

lll/b Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - ■ - 4.638.000

7. Harmeilisna, S.H. lll/c Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - • - 4.638.000
8. Maximilian

Vincentius Nangai, 
S.H.

lll/c Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - • - 4.638.000

9. Meyia Ekana Putri, 
A.Md.Tra.

ll/c Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - - - 4.638.000

lONur Fahrudln, S.T. m/b Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - - - 4.638.000
22 1 Revlu Rencana 

Kebutuhan Barang
Milik Negara (RKBMN) 
TA. 2025 pada UPT/ 
Satker di Ungkungan 
BPSOM Perhubungan, 
dan Sekretahat 
Jenderal

Jawa Barat 5 1. Did! Supriadi, S.T., 
M.Si., C.Fr.A., QIA.

IV/b Dalnis 5 750.000 3.288.000 600.000 4.638.000 Oktober

2. T^nuar Efendi, S.E. lll/c Katim 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - - - 4.638.000
3. Anggie Yunita 

Rahmah, A.Md
ll/c Anggota 5 750.000 3.288.000 • 600.000 - - - 4.638.000

4. Benny Prima 
Septiano, S.T.

lll/b Anggota 5 750.000 3.288.000 • 600.000 - - - 4.638.000

5. Diah Pujl Astuti, 
A.Md.Ka

ll/c Anggota 5 750.000 3.288.000 ■ 600.000 - - ■ 4.638.000

6. Junius, A.Md., S.T. Ill/a Anggota 5 750.000 3.288.000 • 600.000 - • - 4.638.000
7. Laurentius Bagus 

Permana, S.T.
lil/b Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 - - - 4.638.000

8. Ni Komang
Widyasanti, S.Kom.

Ill/a Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 • • - 4.638.000

9. Nur Arsanti, S.E., 
CGAA.

Nl/b Anggota 5 750.000 3.288.000 - 600.000 • • - 4.638.000
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"No 71m Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Gol Reran

II Uang
Harlan Biaya Hotel

Transport
Representatif Test

Covid-19 Jumlah RMA
Pesawat Ibxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

lORaden Bima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

Ill/a Anggota 5 750.000 3.288.000 • 600.000 - ■ - 4.638.000

23 1 Reviu PiPK TIngkat 
UAKPA Satker
Sampling di 
Lingkungan Ditjen 
Perkeretaapian dan 
Satker
Pengembangan Lalu 
Lintas dan
Peningkatan
Angkutan 
Perkeretaapian 
(BA.BUN Belanja 
Subsidi)

DKI Jakarta 7 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 4 1.560.000 3.762.000 6.482.000 1.240.000 1.000 600.000 13.645.000 November

2. Ir. Gunawan 
Susilotomo, C.Fr.A., 
QIA.

iv/e Daitu 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 • • • 7.376.000

3. Wijayanto Aris,
S.T., M.T., CRMO

iv/a Dalnis 4 1.480.000 1.989.000 3.808.000 620.000 - • * 7.897.000

4. Donny Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Katim 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 - - - 7.376.000

5. Achmad Faizun,
S.T., M.M.Tr,

lll/b Anggota 4 1.480.000 1.989.000 3.808.000 620.000 - - - 7.897.000

6. Arfi Setiadi, S.T., 
M.A., CRMO

Ill/d Anggota 4 1.480.000 1.989.000 3.808.000 620.000 - • - 7.897.000

7. Aryadi Prakoso,
S.T., C.FrA

lll/b Anggota 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 - - - 7.376.000

8. Evriawan, A.Md. ll/c Anggota 4 1.480.000 1.989.000 3.808.000 620.000 - - - 7.897.000

9. Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota 4 1.640.000 2.442.000 2.674.000 620.000 - - - 7.376.000
24 1 Reviu PIPK Tingkat 

UAKPA Satker
Sampling di 
Lingkungan BPSDMP 
Perhubungan dan 
Sekretariat Jenderal 
Kemenhub

OKI Jakarta 7 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 4 1.500.000 3.387.000 4.963.000 1.240.000 1.000 600.000 11.691.000 November

2. Eko Siswanto, 5.T. IV/a Daitu 4 1.520.000 1.614.000 2.781.000 620.000 - - - 6.535.000

3. Ani Susilaningsih, 
S,E.,Ak., M.H., CA.. 
QIA.

iV/b Dalnis 4 1.480.000 1.800.000 2.182.000 620.000 • • • 6.082.000

4. Aulia Widiastiiti,
S.T., M.T

Ill/d Katim 4 1.520.000 1.614.000 2.781.000 620.000 - • • 6.535.000

5. Beny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Anggota 4 1.480.000 1.800.000 2.182.000 620.000 - - - 6.082.000

6. Daffa Reyhan 
ZulfikarA., A.Md.T.

ll/c Anggota 4 1.520.000 1.614.000 2.781.000 620.000 - - - 6.535.000

7. Helma Agnes 
Dinantia, S.Sos.

lll/b Anggota 4 1.520.000 1.614.000 2.781.000 620.000 - ■ - 6.535.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Got Peran Jml

Hari
Uang

Marian Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covid-19 Jumlah RMA

Pesawat Taxi Lain-Lain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8. Lidia Corry
Rumapea, S.T.

Ill/a Anggota 4 1.480.000 1.800.000 2.182.000 620.000 - • • 6.082.000

9. Neli Agustini, S.E lll/b Anggota 4 1.480.000 1.800.000 2.182.000 620.000 - - - 6.082.000
25 1 Reviu PIPK Tingkat 

UAPPA/B E-1 di 
Lingkungan Setjen. 
Ditjen Perkeretaapian 
dan BPSDM 
Perhubungan

DKI Jakarta 5 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar. MBA.. 
CGCAE.. CROP.

IV/c Pengawas 5 1.050.000 300.000 750.000 2.100.000 Desember

2. Ir. Gunawan
Susilotomo. C.Fr.A., 
QIA.

IV/e Daitu 5 1.050.000 ■ - 300.000 - - - 1.350.000

3. Wijayanto Aris,
S.T., M.T., CRMO

IV/a Dalnis 5 1.050.000 - - 300.000 - - - 1.350.000

4. Donny Kurniawan, 
S.Kom., M-Si.

lll/c Katim 5 1.050.000 - - 300.000 - - - 1.350.000

5- Achmad Faizun.
S.T. M.M.Tr.

lll/b Anggota 5 1.050.000 - 300.000 - - 1.350.000

6- Arfi Setiadi, S.T, 
M.A., CRMO

Ill/d Anggota 5 1.050.000 - 300.000 - • - 1.350.000

7. Ferdy. S.AP. Ill/a Anggota 5 1.050.000 • - 300.000 - • • 1.350.000

8- Helma Agnes 
Dinanlia. S.Sos.

lll/b Anggota 5 1.050.000 300.000 • • • 1.350.000

9. Meyla Ekana Putri, 
A.Md.Tra.

ll/c Anggota 5 1.050.000 - 300.000 - - - 1.350.000

715.285.000

KORWAS I

Did! f^ijpriadi. S.T. M Si r
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP.1971022 71998031001

KORWAS

Eko Siswanto. S.T.
Pembina (iV/a)

NIP. 197304201998031002

KORWAS III

Am Susilaningsih. S Ak.. M
Pembina Tingkat l\IV/b) 

NIP. 196807041998032001

KORWAS IV

fRoy joeniarsQ. M
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196406231991031003

KORWAS V

Wiiayanto A

Jakarta. 20 Februari 2023 
INSPEKTUR II

Pembina (IV/a)
NIP. 197810132006041002

Dr. Ir. Fadrinsvah Anwar. MBA.. CGCAE.. CROP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196312161990031001
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INSPEKTORAT
EVALUASI

RENCANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERiAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023

No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Gol Reran Jml

Hari
Uang

Harlan Biaya Hotel
Tansport

Representatif Test
Covid-19 Jumlah RMA

Pesawat Taxi Laln-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 Bimbingan Teknis 
Evaluasi SAKIP 
(Pembahasan LKE dan 
KKE) Kementerian 
Peitiubungan Tahun 
2022

DKI Jakarta 3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar. MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 3 390.000 1.290.000 150.000 1.830.000 Mei

2. Ani Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., CA„ 
QIA.

IV/b Daitu 3 390.000 1.290.000 “ 150.000 “ • • 1,830.000

3. Wljayanto Aris,
S.T., M.T., CRMO

IV/a Dalnis 3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

4. KemenPANRB - 1 Narasumb
1

srl • • • • 2.700.000 ■ - 2.700,000

5. KemenPANRB - 2 Narasumb
1

erl • • • - 2.700.000 • - 2.700.000

6. Anggie YUnita 
Rahmah, A.Md

ll/c Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - • - 1,830.000

7. Ary Hidayatultah, 
S.Kom,

lll/b Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - • 1.830.000

8. Aryadi Prakoso,
S.T., C.Fr.A

lll/b Evaluator
1

3 390.000 1.290,000 - 150.000 - - - 1.830.000

9. Aulia WIdlastuti,
S.T, M.T.

Ill/d Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 - - • 1,830.000

lOAyis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

lll/c Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

llBekti Marwanto.
S.E.

lll/b Evaluator
1

3 390,000 1.290.000 - 150.000 - • - 1.830.000

120ewi Tuhu Rahayu, 
S.Si.T. M.Si.

lll/c Evaluator
1

3 390.000 1,290,000 • 150.000 • • - 1.830.000

13Diana Samosir, 
S.Sos.. M.Ak,

lll/c Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 • • - 1.830.000

14Donny Kurniawan, 
S.Kom., M.Si.

II I/C Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

ISHelma Agnes 
Dinantia, S.Sos.

lll/b Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - • 1.830.000

IBHera Novianti. S.E., 
M.Ak., CRMO

Ill/d Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

17Junius, A.Md.. S.T. Ill/a Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 • • - 1.830.000

IBLaurentius Bagus 
Permana, S.T.

lll/b Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 • - - 1,830.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jmi Nama Tim Go! Peran Jml Uang Biaya Hotel
Transport Test Jumlah RMAHari Hari Harlan Pesawat Tbxl Lain-Lain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ISMaximilian 

Vincentius Nangai, 
S.H.

lll/c Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 • • • 1.830.000

20Nur Fahrudin, S.T. m/b Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 • • - 1.830.000

21Popi Satria, S.T iii/b Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

22Sandy Dimas 
Permadi, S.T.. 
M.M.T)-.. C.Fr.A

Ill/d Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 • • • 1.830.000

23Wahyu Chrismasto, 
S.T, M.Sc.

lll/b Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 ■ - - 1.830.000

24Wayne Sepriadi,
S.E., M.MTr, QIA.

Ill/d Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

25M^nuar Efendi, S.E. lll/C Evaluator
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 - - - 1.830.000

26Beny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

27Diah Puji Astuti, 
A.Md.Ka

ll/c Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

28Dodi Suteni, S.Sos., 
M.A.

tv/a Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 ■ • - 1.830.000

29Neli AgustinI, S.E ili/b Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 - • ■ 1.830.000

30Lidia Corry
Rumapea, S.T.

Ill/a Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

31Ni Komang
Widyasanti, S.Kom.

ill/a Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

32Laksmi Indah 
Puspita, A.Md.KA

ll/d Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - - - 1.830.000

33£vriawan. A.Md. H/c Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 - 150.000 - ■ • 1.830.000

34Raden Sima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

Ill/a Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 • 150.000 • • • 1.830.000

35Meyla Ekana Putri, 
A.Md.Tra.

ll/c Sekretaria
1

3 390.000 1.290.000 - 96.000 - - - 1.776.000

2 1 Uji Petik Evaluasi
SAKIP pada Satker 
Sampling El di 
Ungkungan DJPD,
DJPL, OPJU, DJKA, dan 
BPSDMP

Sulawesi
Selatan

4 1. Wayne Sepriadi,
S.E., M.MTr., QIA.

Ill/d Dalnis 4 Juni

2. Donny Kumiawan. 
S.Kom., M.Si.

lll/c Katim 4 - - - - - - • -

3. Junius, A.Md., S.T. Ill/a Anggota 4 - - * - - - ■ -
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No Tim Kegiatan Provlnsi Jml Nama Tim Gol Reran Jml Uang Biaya Hotel
Ti^nsport

Representatif Test Jumlah RMAHari Hari Harlan Pesawat Tbxl Lain-Lain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Laurentius Bagus 

Permana, S.T
m/b Anggota 4 • - - - - • - -

5. Popi Satria. S.T m/b Anggota 4 - - - - - ■ - ■

3 Uji Petik Evaluasi
SAKIP pada Satker 
Sampling El di 
Lingkungan DJPD.
DJPL, DPJU, DJKA, dan 
BPSOMP

Sumatera
Selatan

4 1. Hera Novianti, S.E., 
M.Ak., CRMO

Ill/d Dalnis 4 Juni

2. Wahyu Chrismasto, 
S.T., M.Sc.

lll/b Katim 4 - • ■ - - ■ - -

3. Aryadi Prakoso,
S.T. C.Fr.A

lll/b Anggota 4 - - • - • - ■ -

4. Dewi Tuhu Ftahayu, 
S.Si.T, M.Si.

lll/c Anggota 4 - - - - - - - -

5. Nur Fahrudin, S.T. lll/b Anggota 4 - • - - - - - •
4 1 Uji Petik Evaluasi

SAKIP pada Satker 
Sampling El di 
Lingkungan DjPD,
DJPL. DPJU, DJKA, dan 
BPSDMP

Jawa Timur 4 1. Aulia Widiastuti,
S.T, M.T

Ill/d Dalnis 4 Juni

2. Sandy Dimas 
Permadi, S.T, 
M.M.Tr, C.Fr.A

Ill/d Katim 4 ■ ■ • • • • •

3. Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

lll/c Anggota 4 - - - - - ■ - -

4. Bekti Marwanto,
S.E.

lll/b Anggota 4 - - - - - - • -

5. Helma Agnes 
Dinantia, S.Sos.

lll/b Anggota 4 - - • • - • - -

5 1 Uji Petik Evaluasi
SAKIP pada Satker 
Sampling El di 
Lingkungan Uji Petik 
Evaluasi SAKIP pada 
Satker Sampling El di 
Lingkungan DJPD,
DJPL. DPJU, DJKA, 
BPSDMP, dan Bia

DKI Jakarta 4 1. Yanuar Efendi, S.E. lll/c Dalnis 4 Juni

2. Diana Samosir, 
S.Sos.. M.Ak.

lll/c Katim 4 - * - - - - - -

3. AnggieYunita 
Rahmah, A.Md

ll/c Anggota 4 • * • - - - - -

4. Ary Hidayatuliah, 
S.Kom.

lll/b Anggota 4 - - ■ - - - • -

5. Maximilian
Vincentius Nangai, 
S.H.

lll/c Anggota 4 • • • • • • ■
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No Tim Kegiatan Provinsi jml Nama Tim Gol Peran jml Uang Biaya Hotel
Transport

Representatif Test Jumlah RMAHari Hari Harian Pesawat Taxi Laln-Lain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6 OiskusI Panel,
Asistensi, Finalisasi 
Penyelesaian Laporan 
atas Pelaksanaan 
EvaluasI SIstem 
Akuntabfiitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Kementerian 
Petfiubungan

DKI Jakarta 5 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 5 900.000 4.760.000 150.000 430.000 6.240.000 Jull

2. Ani Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., CA., 
QIA.

IV/b Daitu 5 900.000 4.760.000 • 150.000 430.000 • ■ 6.240.000

3. Wijayanto Aris,
S.T., M.T., CRMO

IV/a Dalnis 5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

4. KemenPANRB • 1 Pendampii
1

g5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

5. KemenPANRB • 2 Pendampii
1

g5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

6. AnggieYunita 
Rahmah, A.Md

ll/c Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

7. Ary Hidayatullah, 
S.Kom.

lll/b Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

8. Aryadi Prakoso,
S.T., C.Fr.A

lli/b Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

9. Aulia Widiastuti,
S.T, M.T.

in/d Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

lOAyis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

llt/c Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

llBekti Marwanto,
S.E.

lli/b Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

120ewi Tuhu Rahayu, 
S.Si.T, M.Si.

lll/c Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 • 150.000 430.000 - - 6.240.000

13Diana Samosir, 
S.Sos., M.Ak.

tll/c Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 • 150.000 430.000 - - 6.240.000

14Donny Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - • 6.240.000

ISHelma Agnes 
Dinantia, S.Sos.

ni/b Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - • 6.240.000

IGHera NoviantI, S.E., 
M.Ak., CRMO

Ill/d Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

17Junius, A.Md., S.T. llt/a Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

ISLaurentius Bagus 
Penmana, S.T.

lll/b Evaluator
1

5 900.000 4.760,000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

19Maximilian 
Vincentius Nanga), 
S.H.

lll/c Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 ■ 150.000 430.000 ■ • 6.240.000
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Kegiatan Jml Jml Uang Biaya Hotel
Transport

Representatif Test RMAHari Noma M Hari Harian Pesawat Taxi Lain-Lain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18

20NurFahrudin. S.T lll/b Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 • 150.000 430.000 ■ - 6.240.000

21Popi Satha, S.T lll/b Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

22Sandy Dimas 
Permadi, S.T, 
M.M.Tr, C.Fr.A

Ill/d Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 ■ 150.000 430.000 " • 6.240.000

23Wahyu Chrismasto, 
S.T, M.Sc.

lll/b Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 ■ - 6.240.000

24Wayne Sepriadi,
S.E., M.MTr, QIA.

Ill/d Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

25Yanuar Efendi, S.E. tll/c Evaluator
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

266eny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

27Diah Puji Astuti, 
A.Md.Ka

ll/c Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

28Dodi Suteni, S.Sos., 
M.A.

IV/a Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 • * 6.240.000

29Evriawan, A.Md. ll/c Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

30Laksmi Indah 
Puspita, A.Md.KA

ll/d Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

31Lidia Corry
Rumapea, S.T.

Ill/a Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

32Meyla Ekana Putri, 
A.Md.Tra.

ll/c Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

33Neli Agustini, S.E m/b Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 ■ 150.000 430.000 - - 6.240.000

34Ni Komang
Widyasanti, S.Kom.

Ill/a Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 - 150.000 430.000 - - 6.240.000

35Raden Bima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

m/a Sekretaria
1

5 900.000 4.760.000 ■ 150.000 430.000 ■ • 6.240.000

36Peserta Tim 
Penyusunan SAKIP 
OJPD

Peserta 1 3 - - “ • 5.160.000 • ■ 5.160.000

37Peserta Tim
Penyusunan SAKIP 
DJPL

Peserta 1 3 • • • ■ 5.160.000 ■ • 5.160.000

38Peseita Tim
Penyusunan SAKIP 
DJPU

Peserta 1 3 - “ • • 5.160.000 • 5.160.000

39Peserta Tim 
Penyusunan SAKIP 
DJKA

Peserta 1 3 • • ■ • 5.160.000 ■ ■ 5.160.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hah Nama Tim Gol Peran Jml

Hari
Uang

Marian Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covid-19 jumlah RMA

Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

40Peserta Tim
Penyusunan SAKIP 
BPSDMP

Peserta 1 3 • ■ * ‘ 5.160.000 ■ 5.160.000

41Peseita Tim
Penyusunan SAKIP 
BPTJ

Peserta 1 3 “ • • 5.160.000 ■ “ 5.160.000

42Peserta Tim
Penyusunan SAKIP 
BKT

Peserta 1 3 • • 5.160,000 • ■ 5,160.000

43Peserta Tim
Penyusunan SAKIP 
SETJEN

Peserta 1 3 “ ■ ■ • 5,160.000 • 5.160.000

44Peserta Tim
Penyusunan SAKiP 
ITJEN

Peserta 1 3 • • ■ ■ 5.160.000 ■ 5.160.000

330.576.000

KORWAS I

DidLSupriadi. SJ- M.Si,. C, 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP.1971022 71998031001

KORWAS II KORWAS

EkoS
Perfrtfina (IV/a) 

N1P.197304201998031002

Am Su^lan Sih. ‘ -E..Ak.. M 
Pembina Tingkaj I (IV/b) 

NIP. 196807041998032001

KORWAS IV

^oy'joeniarso. M.M { 
Pern6ina Utama Muda (IV/c) 
NIP.196406231991031003

KORWAS V

Pembina (IV/a)
NIP. 197810132006041002

Jakarta. 20 Februari 2023 
JNSPEKTUR II

Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP,196312161990031001
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INSPEKTORATI 
PEMANTAUAN

RENCANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023

No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Gol Reran Jml

Hari
Uang

Harlan Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covid‘19 jumlah RMA

Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 F^mantauan
Kunjungan Kerja 
Inspektur Jenderal 
dan/atau Komisi V
DPR R|

Sumatera
Barat

3 1. Dr. Ir Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CROP.

IV/c Pengawas 3 1.140.000 2.706.000 2.952.000 620.000 450.000 7.868.000 Maret

2. Ir. Roy joeniarso,
M.M

IV/c Katim 3 1.140.000 1.402.000 2.952.000 620.000 - - - 6.114.000

3. Daffa Reyhan 
Zulfikar A., A.Md.T.

ll/c Anggota 3 1.140.000 1.402.000 2.952.000 620.000 - - - 6.114.000

2 1 Monitoring 
Pengendalian 
Transportasi Selama 
Masa Angkutan 
Lebaran Tahun 2023

Sumatera
Selatan

3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE.. CRGP.

IV/c Pengawas 3 1.140.000 3.142.000 2.268.000 620.000 450.000 7.620.000 April

2. Maximilian
Vincentius Nangai, 
S.H.

lll/c Katim 3 1.140.000 1.722.000 2.268.000 620.000 • • - 5.750.000

3. Benjamin
Nathanael, 5.T.

Ill/a Anggota 3 1.140.000 1.722.000 2.268.000 620.000 - - - 5.750.000

3 1 Monitoring Progress 
Pembangunan Proyek 
Kereta Cepat Jakarta 
Bandung (KCJB)pada 
BTP Kelas 1 Bandung

Jawa Barat 4 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar. MBA.. 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 4 1.720.000 3.603.000 600.000 600.000 6.523.000 April

2. Didi Supriadi, S.T., 
M.Si., C.Fr.A., QIA.

IV/b Dalnis 4 1.720.000 2.0S8.000 • 600.000 ■ ■ - 4.378.000

3. Swanto Silaen,
S.E., M.H., CRMO.

lll/c Katim 4 1.720.000 2.058.000 • 600.000 • ■ - 4.378.000

4. Bekti Marwanto,
S.E.

lll/b Anggota 4 1.720.000 2.058.000 - 600.000 - • - 4.378.000

5. Junius. A.Md., S.T. Ill/a Anggota 4 1.720.000 2.058.000 - 600.000 - • - 4.378.000
4 Monitoring dan

Evaluasi
Penyelenggaraan 
Pendidikan Vokasi 
li-ansportasi Udara 
pada PPI Curug

Banten 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 4 1.480.000 3.240.000 620.000 600.000 5.940.000 April

2. Ir. Gunawan 
Susilotomo, C.Fr.A., 
QIA.

IV/e Dalnis 4 1.480.000 2.154.000 • 620.000 • • • 4.254.000

3. Donny Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/c Katim 4 1.480.000 2.154.000 - 620.000 - ■ • 4.254.000
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h"

No Tim Kegiatan Provinsi Jml Nama Tim Gol Jml Uang Itansport
Representatff Test Jumlah RMAHari Hari Harlan Pesawat Tbxi LairvLain Covidl9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Aditya Nugraha,

S.E.
Ill/a Anggota 4 1.480.000 2.154.000 - 620.000 - - - 4.254.000

5. Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. MAP.

lll/c Anggota 4 1.480.000 2.154.000 - 620.000 - - - 4.254.000

5 1 Monitoring
Pendukung Kegiatan 
pada Sekretariat 
Jenderai

DKI Jakarta 3 1. Ir. Royjoeniarso,
M.M

IV/c Dalnis 3 April

2. Yanuar Efendi, S.E. Ifl/c Katim 3 • • - - • - ■ -
3. Benny Prime 

Septiano, S.T
lll/b Anggota 3 - - • - • - - '

4. Laurentius Bagus 
Permana, S.T.

lll/b Anggota 3 - - - - - - - -

6 Monitoring Proyek 
Pembangunan KA 
Makassar-Pa repare 
pada BPKA Suiawesi 
Selatan

Suiawesi
Selatan

1. Dr. Ir Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 4 Mel

2. Wijayanto Aris,
S.T, M.T., CRMO

fV/a Dalnis 4 - - - • - • - •

3. Donny Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

IH/C Katim 4 - - - - - - - ■

4. Achmad Faizun,
S.T, M.M.TI-.

lll/b Anggota 4 - - - - - - - ■

5. Ferdy, S.AP. Ill/a Anggota 4 - - - - - - - -
7 1 Monitoring

Pengadaan Barang
Jasa dan Pemanfaatan 
Aset BMN serta KDP 
pada Ditjen 
Perkeretaapian

DKI Jakarta 3 1. Ir. Royjoeniarso,
M.M

IV/c Dalnis 3 Mel

2. Laurentius Bagus 
Permana, S.T.

lll/b Katim 3 - ■ - - - - " ■

3. Benny Prime 
Septiano, S.T,

lll/b Anggota 3 ■ - - - - - - -

4. Daffa Reyhan 
Zulfikar A., A.Md.T.

ll/c Anggota 3 - - - - - ■ ■ •

8 Monitoring
Pengawasan atas 
Pengeiolaan
Kewajiban Peiayanan 
Publik (Public Service 
Obllgation/PSO) pada 
Ditjen Perkeretaapian

OKI Jakarta 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 5 1.710.000 900.000 2.402.000 750.000 5,762.000 Juni

2. Eko Siswanto, S.T. IV/a Dalnis 5 1.710.000 - - 900.000 1.372.000 - ■ 3.982.000

3. Aulia Widiastuti,
S.T, M.T

Ill/d Katim 5 1.710.000 - • 900.000 1.372.000 - - 3.982.000

4. AryadI Prakoso,
S.T, C.FrA

lll/b Anggota 5 1.710.000 - - 900.000 1.372.000 • - 3.982.000
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No 71m Kegiatan Provinsi Jml
Hari Kama Tim Goi Reran Jml

Harl
Uang

Harlan Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covld-19 Jumlah RMA

Pesawat Ibxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5. Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. MAP.

lll/c Anggota 5 1.710.000 - - 900.000 1.379.000 * ■ 3.989.000

9 Monitoring
Pengawasan atas 
Penarikan PNBP Track 
Access Charge (TAC) 
pada Ditjen 
Perkeretaapian

OKI Jakarta 1. Or. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CROP.

IV/C Pengawas 4 Juni

2. Eko Siswanto, ST. IV/a Dalnis 4 - - - ■ - - ■ ■

3. Aulia WidiastutI,
S.T, M.T.

Ill/d Katim 4 - - - - - - - -

4. Aryadi Prakoso,
S.T, C.FnA

lll/b Anggota 4 - - - - - • - -

5. Raden Bima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

m/a /Viggota 4 • ■ • • “ • • •

10 1 Monitoring
Perencanaan Kegiatan 
PHLN,PSN, SBSN 
pada Ditjen 
Perkeretaapian

DKI Jakarta 3 1. Didi Supriadi, S.T, 
M.Si., C.FT.A., QA

IV/b Dalnis 3 Juni

2. Swanto Silaen,
S.E., M.H., CRMO.

lll/c Katim 3 - - - - - - - -

3. Bekti Marwanto,
S.E.

lll/b Anggota 3 - - • • - - - -

4. Junius. A.Md., S.T. Ill/a Anggota 3 - - - - - • - -
11 1 Monitoring Pekerjaan 

Penanganan Daerah 
Rawan dan Jembatan 
Lintas Prabumuiih- 
Ibrahan pada BTP 
Keias il Paiembang

Sumatera
Selatan

4 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 4 1.520.000 4.713.000 2.268.000 620.000 600.000 9.721.000 Juli

2. Ani Susllaningsih, 
S,E„Ak„ M.H., CA.. 
QIA.

IV/b Dalnis 4 1.520.000 2.583.000 2.268.000 620.000 • • • 6.991.000

3. Benny Prima 
Septiano, S.T.

lll/b Katim 4 1.520.000 2.583.000 2.268.000 620.000 ■ - - 6.991.000

4. Lidia Corry
Rumapea, S.T.

Ill/a Anggota 4 1.520.000 2.583.000 2.268.000 620.000 - - - 6.991.000

5. Raden Bima KsaUia 
Anandyo Putro.
S.Ak

Ill/a Anggota 4 1.520.000 2.583.000 2.268.000 620.000 • - • 6.991.000

12 1 Monitoring Proyek 
SBSN di Lingkungan 
BPSDMP pada 
Politeknik Peiayaran 
Sulawesi Utara

Sulawesi
Utara

4 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 4 1.480.000 3.510.000 5.102.000 620.000 600.000 11.312.000 Juli

2. Ani Susllaningsih, 
S.E.,Ak.. M.H., CA.. 
QIA.

IV/b Dalnis 4 1.480.000 2.934.000 5.102.000 620.000 ■ ■ 10.136.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jmi Nama Tim Got Peran Jml Uang Biaya Hotel
Transport

Representatif Test Jumlah RMAHari Hari Harian Pesawat Taxi Lain-Lain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. Maximilian 

^ncentius Nangai. 
S.H.

lll/c Katim 4 1.480.000 2.934.000 5.102.000 620.000 • • - 10.136.000

4. Evriawan, A.Md. ll/c Anggota 4 1.480.000 2.934.000 5.102.000 620.000 - - - 10.136.000
5. Nur Fahrudln, S.T. m/b Anggota 4 1.480.000 2.934.000 5.102.000 620.000 - • - 10.136.000

13 1 Pemantauan 
Kunjungan Kerja 
Inspekturjenderal 
dan/atau Komisi V
DPR Rl

jawa Barat 3 1. Dr. Ir. Padrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 3 1.290.000 2.402.000 600.000 450.000 4.742.000 Agustus

2. Wijayanto Aris,
S.T., M.T., CRMO

IV/a Katim 3 1.290.000 1.372.000 - 600.000 • ■ - 3.262.000

3. Raden Bima Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

m/a Anggota 3 1.290.000 1.372.000 • 600.000 • • • 3.262.000

14 Monitoring Proyek 
Pembangunan KA 
Makassar-Parepare 
pada BPKA Sulawesi 
Selatan

Sulawesi
Selatan

1. Dr. Ir. Padrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Pengawas 4 Agustus

2. Wijayanto Aris,
S.T, M.T., CRMO

IV/a Dalnis 4 - - • - - - - *

3. Arfi Setiadi, S.T, 
M.A., CRMO

Ill/d Katim 4 - - - - - - - -

4. Helma Agnes 
Dinantia, S.Sos.

lll/b Anggota 4 - • - • • • - -

5. Meyla Ekana Putri, 
A.Md.Tia.

ll/c Anggota 4 - - - - - • - -

15 1 Monitoring
Pendukung Kegiatan 
pada Sekretarlat 
Jenderal

DKi Jakarta 3 1. Ani Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., CA.. 
QIA.

IV/b Dalnis 3 Agustus

2. Beny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Anggota 3 - - - - - - - ■

3. Maximilian 
Vincentius Nangai, 
S.H.

lll/c Anggota 3 ■ • • • • • •

4. Nur Fahrudin, S.T. m/b Anggota 3 - - - - - ■ ■ -
16 1 Monitoring

Perencanaan Kegiatan 
PHLN,PSN.SBSN 
pada BPSDM 
Perhubungan

OKI Jakarta 3 1. AnI Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., CA., 
QtA.

IV/b Dalnis 3 September

2. Beny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Katim 3 - - - - - • - •

3. Diah Puji Astuti, 
A.Md.Ka

ll/c Anggota 3 - - - - - • - •

4. Lidia Corry
Rumapea, S.T.

ni/a Anggota 3 - - - - - • - •
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml Nama Tim Gol Jml Uang Blaya Hotel
Transport

Representatif Test RMAHari Hari Harian Pesawat ibxi LalivLain Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 Monitoring Proyek 
SBSN dl Lingkungan 
BPSDMP pada 
Poiiteknik
Itansportasi Darat
Bail

Baii 4 1. Dr. ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CROP.

IV/C Pengawas 4 1.920.000 5.838.000 3.262.000 620.000 600.000 12.240.000 Oktober

2. DidI Supriadi. S.T., 
M.Si., C.Fr.A., QiA.

IV/b Dalnis 4 1.920.000 3.414.000 3.262.000 620.000 - - - 9.216.000

3. Nur Arsanti, S.E., 
CGAA.

iil/b Katim 4 1.920.000 3.414.000 3.262.000 620.000 - - - 9.216.000

4. Junius, A.Md., S.T. lil/a Anggota 4 1.920.000 3.414.000 3.262.000 620.000 - - - 9.216.000

5. Ni Komang
WIdyasantI, S.Kom.

ill/a Anggota 4 1.920.000 3.414.000 3.262.000 620.000 - • - 9.216.000

18 1 Monitoring Proyek 
SBSN df Lingkungan 
BPSDMP pada 
Poiiteknik Peiayaran 
Sorong

Papua 5 1. Dr. ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

iV/c Pengawas 5 2.400.000 8.224.000 10.624.000 620.000 750.000 22.818.000 Oktober

2. Wijayanto Aris,
S.T., M.T., CRMO

iV/a Dalnis 5 2.400.000 3.868.000 10.824.000 620.000 - - - 17.712.000

3. ArfI Setiadi, S.T, 
M.A., CRMO

lil/d Katim 5 2.400.000 3.868.000 10.824.000 620.000 - - - 17.712.000

4. Heima Agnes 
Dinantia, S.Sos.

Ml/b Anggota 5 2.400.000 3.868.000 10.824.000 620.000 - • * 17.712.000

5. Meyia Ekana Putri, 
A.Md.Tra.

ll/c Anggota 5 2.400.000 3.868.000 10.624.000 620.000 - - - 17.712.000

19 1 Monitoring
Pengadaan Barang
Jasa dan Pemanfaatan 
Aset BMN serta KOP 
pada BPSDM 
Perhubungan

DKi Jakarta 3 1. Ir. Roy Joeniarso,
M.M

IV/c Dalnis 3 November

2. Ybnuar Efendi, S.E. lil/c Kabm 3 - • • - - • - -
3. Anggie YUnita 

Rahmah, A.Md
ll/c Anggota 3 - - - - - • - •

4. Nur Arsanti, S.E., 
CGAA.

llt/b Anggota 3 - - - - - • - •

20 1 Monitoring 
Pengendaiian 
Ttansportasi Selama 
Masa Angkutan Natal 
Tahun 2023 dan
Tahun Baru 2024

Nusa
Tenggara

Barat

3 1. Dr. ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Inspektur
1

3 1.320.000 2.836.000 3.230.000 620.000 450.000 8.456.000 Desember

2. Didi Supriadi, S.T., 
M.Si., C.FrA., QIA.

IV/b Katim 3 1.320.000 2.836.000 3.230.000 620.000 - - - 8.006.000

3. Adam Rafidinanda, 
A.Md.Ak.

ll/c Anggota 3 1.320.000 1.814.000 3.230.000 620.000 - • - 6.984.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hah Nama Um Gol Peran Jml

Han
Uang

Hanan Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covid-19 Jumlah RMA

Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21 Sosialisasi dan 
Pendampingan 
Penerapan
Manajemen Risiko 
pada KNKT

DKI Jakarta 4 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CROP.

IV/c Pengawas 4 840.000 600.000 600.000 2.040.000 Desember

2. Wijayanto Aris,
S.T., M.T.. CRMO

IV/a Dalnis 4 840,000 • 600.000 • - - 1.440.000

3. Arfi Setiadi, S.T., 
M.A., CRMO

Ill/d Katim 4 840.000 600.000 • - 1.440.000

4. Ferdy, S AP Ill/a Anggota 4 840.000 - 600.000 - • 1.440.000

22 Sosialisasi dan 
Pendampingan 
Penerapan
Manajemen Risiko 
pada Politeknik 
Pelayaran Barombong

Sulawesi
Selatan

4 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/c Daitu 4 1.720.000 4.650.000 3.829.000 620.000 600.000 11,419,000 Desember

2. Eko Siswanto. S.T IV/a Dalnis 4 1.720.000 2,235.000 3.829.000 620.000 - • - 8.404.000

3. Swanto Silaen,
S.E., M.H., CRMO.

lll/c Katim 4 1.720.000 2.235.000 3.829.000 620.000 - - - 8.404.000

4. Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

lll/c Anggota 4 1.720.000 2.235,000 3.829.000 620.000 • - 8.404.000

23 Sosialisasi dan 
Pendampingan 
Penerapan
Manajemen Risiko 
pada Direktorat 
Keselamatan 
Perkeretaapian

DKI Jakarta 4 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP,

IV/c Pengawas 4 Desember

2. Ani Susilaningsih,
S.E .Ak., M.H., CA.. 
QIA.

IV/b Dalnis 4 • • • ■ "

3. Aulia Widiastuti,
S.T, M.T

Ill/d Katim 4 - - - - • - -

4. Anggie Yunita 
Rahmah, A.Md

ll/c Anggota 4 - - - - - - - -

417.918.000

KORWAS I

DM Supriadl. S.T.J^.Si^ C, 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

N1P.1971022 71998031001

KORWAS II

EkQ SiatvaDt£L_SJ. 
Pembina (IV/a)

NIP. 197304201998031002

KORWAS III

AnLS.usjlaningsih, M
Pembina Tingkat 

NIP. 196807041998032001

KORWAS IV

Ir. Roy JoeniarsoJLM 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 1964062 31991031003

KORWAS V
Jakarta. 20 Februari 2023 

INSPEKTUR II

WijayantQ
Pembina (iv/a)

NIP. 197810132006041002

Dr. Ir. Fadrinsyah Anwar. MBA.. CGC 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196312161990031001
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RENCANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 
INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT II
PENYUSUNAN RENCANA KINERJA DAN LAPORAN EVALUASI KINERJA

No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Gol Reran Jml

Hari
Uang

Harian Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covid-19 Jumlah RMA

Pesawat Taxi Lain-Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyusunan Rencana 
Kinerja dan Laporan 
Evaluasi Kinerja

OKI Jakarta 1 1- Penyusunan
Laporan Capaian 
Kinerja Triwulan 1 
TA.2023

Peserta 1 0 Maret

2 Penyusunan Rencana 
Kinerja dan Laporan 
Evaluasi Kinerja

DKI Jakarta 1 1. Penyusunan
Laporan Capaian 
Kinerja Triwulan II 
TA.2023

Peserta 1 0 Juni

3 1 Penyusunan Rencana 
Kinerja dan Laporan 
Evaluasi Kinerja

DKI Jakarta 1 1. Penyusunan
Laporan Capaian 
Kinerja Triwulan III 
TA.2023

Peserta 1 0 September

4 1 Penyusunan Rencana 
Kinerja dan Laporan 
Evaluasi Kinerja

DKI Jakarta 1 1- Penyusunan
Laporan Capaian 
Kinerja Triwulan IV 
TA.2023

Peserta 1 0 Desember

-

KORWAS I

Didi Supriadi. S.T.. M.Si.. C.
Pembina Tingkat i (IV/b) 

NIP. 197102271998031001

KORWAS II

Eko Siswanto. S.T.
Pembina (iV/a) 

NIP.197304201998031002

ORWAS

Ani Siasilaningsih.
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP196807041998032001

KORWAS IV KORWAS V
Jakarta. 20 Februari 2023 

INSPEKTUR II

Ir. Rov loeniarsQ. M.M 
Pembina Utama Muda (tV/c) 
NIP. 196406231991031003

Wiayanto
Pembina (iV/a)

NIP. 197810132006041002

Dr. Ir. Fadrinsyah Anwar. MBA.. CGCAE.
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP196312161990031001

CROP.
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RENCANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 
iNSPEKTORATJENDERAL KEMENTERiAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT II
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENERIMAAN CPNS

No Ttm Kegiatan Provinsi jml Name Tim Gol Jml Uang Biaya Hotel
Transport

Representatif Test Jumlah RMA
Hah Hari Harlan Pesawat Tbxi Lain-Lain Covld-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Pemantauan Ujian 
Seleksi Kompetensi 
Pengadaan PPPK
Tahun 2022

DKI Jakarta 3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/C Pengawas 3 Maret

2. Eko Siswanto, S.T. IV/a Dalnis 3 • • - - - - - -
3. Aulia Widiastuti,

S.T, M.T
Ill/d Katim 3 • • • - - - - -

4. Anggie Yunita 
Rahmah, A.Md

IJ/c Anggota 3 • • • - - - - -

2 1 Pemantauan Ujian 
Seleksi Kompetensi 
Pengadaan PPPK
Tahun 2022

Sulawesi
Selatan

3 1. An! Susilaningsih, 
S.E.,Ak., M.H., CA., 
QIA.

IV/b Dalnis 3 Maret

2. Nur Fahrudin, S.T. lll/b Katim 3 • • - - - - - -
3. Diah Puji Astuti, 

A.Md.Ka
ll/c Anggota 3 ■ • • • - • - -

3 1 Pemantauan Ujian 
Seleksi Kompetensi 
Pengadaan PPPK 
l^hun 2022

Kalimantan
Timur

3 1. Wijayanto Aris,
S.T, M.T., CRMO

IV/a Dalnis 3 Maret

2. Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

lll/c Katim 3 • • - - - - - -

3. Benjamin
Nathanael, S.T.

Ill/a Anggota 3 - - - - • - - •

4 1 Pemantauan Ujian 
Seleksi Kompetensi 
Pengadaan PPPK
Tahun 2022

Jawa
Tengah

3 1. Eko Siswanto, S.T. iV/a Dalnis 3 Maret

2. Aryadi Prakoso,
S.T, C.FT.A

lll/b Katim 3 • ■ - - - • - -

3. Aditya Nugraha,
S.E.

Ill/a Anggota 3 • • - - - - - -

5 1 Pemantauan Ujian 
Seleksi Kompetensi 
Pengadaan PPPK
Tahun 2022

Sumatera
Selatan

3 1. Didi SupriadI, S.T, 
M.Si., C.Fr.A., QIA.

IV/b Dalnis 3 Maret

2. Aulia Widiastuti,
S.T, M.T.

Ill/d Katim 3 - - - - - - - •

3. Evriawan, A.Md. ll/c Anggota 3 - - - • - - - -
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No Tim Provinsi Jml Nama Urn 6ol Jml Uang Biaya Hotel
Transport

Representatif Test Jumlah RMAHarl Harl Harlan Pesawat Ibxl Lain-Laln Covid-19

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6 1 Monitoring 
Pelaksanaan 
Pengadaan CPNS 
l^hun 2023

Sumatera
Selatan

3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CCCAE., CROP.

iv/c Pengawas 3 1.140.000 6.166.000 2.268.000 620.000 450.000 10.644.000 September

2. Eko Siswanto, S.T IV/a Dalnis 3 1.140.000 1.722.000 2.268.000 620.000 - - - 5.750.000

3. Aulla Widiastuti,
S.T. M.T.

Ill/d Katim 3 1.140.000 1.722.000 2.268.000 620.000 4.520.000 - - 10.270.000

4. Ayis Suti Wibowo, 
S.Psi. M.A.P.

lll/c Anggota 3 1.140.000 1.722.000 2.268.000 620.000 - - ■ 5.750.000

7 III Monitoring 
Pelaksanaan 
Pengadaan CPNS
Tahun 2023

DKI Jakarta 3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/C Pengawas 3 630.000 450.000 450.000 1.530.000 September

2. Eko Siswanto, S.T. IV/a Dalnis 3 630.000 ■ - 450.000 • - • 1.080.000

3. Aryadi Prakoso,
S.T, C.Fr.A

lll/b Katim 3 630.000 ■ - 450.000 - • - 1.080.000

4. Auiia Widiastuti,
S.T, M.T

ill/d Katim 3 630.000 - - 450.000 - • - 1.080.000

5. Ayis Suti Wibowo. 
S.Psi. M.A.P,

lll/c Katim 3 630.000 • - 450.000 - - • 1.080.000

6. Benjamin
Nathanael, S.T

Ill/a Anggota 3 630.000 • - 450.000 - • - 1.080.000

7. Laksmi indah 
Puspita, A.Md.KA

il/d Anggota 3 630.000 - - 450.000 - - - 1.080.000

8. Raden BIma Ksatria 
Anandyo Putro,
S.Ak

Ill/a Anggota 3 630.000 • • 450.000 • ■ " 1.080.000

8 1 Monitoring
Pelaksanaan 
Pengadaan CPNS
Tahun 2023

Sulawesi
Selatan

3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/C Pengawas 3 1.290.000 3.100.000 3.829.000 620.000 450.000 9.289.000 September

2. Ani Susilaningsih, 
S.E„Ak., M.H., CA., 
QIA.

IV/b Dalnis 3 1.290.000 1.490.000 3.829.000 620.000 • • • 7.229.000

3. Beny Pahingguan, 
S.E., M.Ak.

lll/c Katim 3 1.290.000 1.490.000 3.829.000 620.000 2.388.000 - - 9.617.000

4. Aditya Nugraha,
S.E.

Ill/a Anggota 3 1.290.000 1.490.000 3.829.000 620.000 - - - 7.229.000

9 1 Monitoring
Pelaksanaan 
Pengadaan CPNS
Tahun 2023

Jawa
Tengah

3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar, MBA., 
CGCAE., CRGP.

IV/C Pengawas 3 1.110.000 2.960.000 2.182.000 620.000 450.000 7.322.000 September

2. Ir. Roy Joeniarso,
M.M

IV/C Dalnis 3 1.110.000 1.200,000 2.182.000 620.000 • - ■ 5.112.000

3. Y^nuar Efendi, S.E. lll/C Katim 3 1.110.000 1.200.000 2.182.000 620.000 3.048.000 - - 8.160.000

4. Daffa Reyhan 
Zulfikar A., A.Md.T

11/c Anggota 3 1.110.000 1.200.000 2.182.000 620.000 - - - 5.112.000
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No Tim Kegiatan Provinsi Jml
Hari Nama Tim Go! Reran Jml

Hari
Uang

Harian Biaya Hotel
Transport

Representatif Test
Covid*19 Jumlah RMA

Pesawat Taxi Lain-Lain

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 Monitoring
Pelaksanaan
Pengadaan CPNS
Tahun 2023

Kalimantan
Timur

3 1. Dr. Ir. Fadrinsyah 
Anwar. MBA., 
CGCAE., CRGP

IV/C Pengawas 3 1.290.000 4.376.000 3.797.000 620.000 450.000 10.533.000 September

2. Wijayanto Aris,
S.T, M.T., CRMO

iv/a Dalnis 3 1.290.000 1.608.000 3.797.000 620.000 - - - 7,315.000

3. Donny Kumiawan, 
S.Kom., M.Si.

lll/C Katim 3 1.290.000 1.608.000 3.797.000 620.000 3.300.000 • - 10.615.000

4. Evriawan, A.Md. ll/c Anggota 3 1.290.000 1,608.000 3,797,000 620,000 • - • 7.315,000

136.352,000

KORWAS I

—'

Did! Supriadi. S.T.. M.Si.. C.
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 197102271998031001

KORWAS

£ko SiswantQ. S.T.
Pembina (iV/a)

NIP. 197304201998031002

ORWAS I

Ani Susilaningsih. S.p..Ak.. M
Pembina Tingkat I (iV/b) 

NIP.196807041998032001

KORWAS IV

Ir. Rov loeniarsQ. M.M 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP.196406231991031003

KORWAS V
Jakarta. 20 Februari 2023 

INSPEKTUR II

Wjjayaptp
Pembina (iv/a)

NIP. 197810132006041002

Dr. Ir. Fadrinsyah Anwar. MBA.. CGCAE.. CROP.
Pembina Utama Muda (iv/c)
NIP. 196312161990031001
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Nomor  : B- 048 /D.8/PD.05/01/2023                       Jakarta, 19 Januari 2023 

Sifat   : Biasa 

Lampiran : 2 (dua) Berkas 

Hal  : Daftar Proyek Prioritas (DPP) Tahun 2023 
 

 

1. Yth. Menteri Kabinet Indonesia Maju 

2. Yth. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

di Tempat 

Sesuai dengan amanat PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 

KEP.151/M.PPN/HK/12/2022 tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2023 yang merupakan 

bagian dari Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Berikut terlampir 

disampaikan Daftar Proyek Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga 

Saudara/i pada tahun 2023 yang mendukung langsung Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas 

Strategis (Major Project). 

Berdasarkan Daftar Proyek Prioritas tersebut, Saudara/i dimohon untuk:  

1. memastikan pelaksanaan proyek prioritas di Kementerian/Lembaga Saudara/i; 

2. melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah terkait pelaksanaannya; 

3. melaporkan hasil pelaksanaan proyek prioritas kepada Kementerian PPN/Bappenas. 

Daftar Proyek Prioritas tersebut merupakan proyek yang siap dilaksanakan di 2023 dan 

juga telah kami sampaikan kepada Para Gubernur untuk menjadi dasar pelaksanaan 

pembangunan di daerah serta menjadi dasar koordinasi Saudara/i. 

Pada pelaksanaannya, Daftar Proyek Prioritas tersebut dimungkinkan untuk dilakukan 

perubahan oleh Kementerian/Lembaga terkait, setelah mendapatkan persetujuan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.  

 Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami ucapkan terima 

kasih. 

 



 

 

Tembusan: 

1. Presiden Republik Indonesia; 

2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 

3. Menteri Keuangan; dan 

4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. 

 



 

 

Lampiran Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas 

Nomor : B- 048 /D.8/PD.05/01/2023 

Tanggal : 19 Januari 2023 

 

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT 

 

Menteri Kabinet Indonesia Maju 

1. Menteri Sekretaris Negara 

2. Menteri Dalam Negeri 

3. Menteri Luar Negeri 

4. Menteri Pertahanan 

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

6. Menteri Keuangan 

7. Menteri Pertanian 

8. Menteri Perindustrian 

9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

10. Menteri Perhubungan 

11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

12. Menteri Kesehatan 

13. Menteri Agama 

14. Menteri Ketenagakerjaan 

15. Menteri Sosial 

16. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

17. Menteri Kelautan dan Perikanan 

18. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

20. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

21. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

23. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

24. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

25. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

26. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 

27. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN 

28. Menteri Komunikasi dan Informatika 

29. Menteri Investasi/BKPM 

30. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

31. Menteri Perdagangan 

32. Menteri Pemuda dan Olahraga 

 

Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

1. Mahkamah Agung 

2. Kejaksaan Republik Indonesia 

3. Badan Intelijen Negara 

4. Badan Siber dan Sandi Negara 

5. Dewan Ketahanan Nasional 



 

 

6. Badan Pusat Statistik 

7. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

8. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

9. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

10. Lembaga Ketahanan Nasional 

11. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

13. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

14. Komisi Pemilihan Umum 

15. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

16. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

17. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

18. Badan Informasi Geospasial (BIG) 

19. Badan Standarisasi Nasional 

20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 

21. Lembaga Administrasi Negara 

22. Arsip Nasional Republik Indonesia 

23. Badan Kepegawaian Negara 

24. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

25. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

26. Komisi Yudisial Republik Indonesia 

27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

28. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

30. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 

31. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

32. Ombudsman Republik Indonesia 

33. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 

34. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

35. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

36. Badan Pengawas Pemilihan Umum 

37. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

38. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 

39. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 

40. Badan Keamanan Laut 

41. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

42. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

43. Badan Riset dan Inovasi Nasional 

44. Badan Pangan Nasional 

 



 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

NOMOR KEP. 151/M.PPN/HK/12/2022 

TENTANG 

DAFTAR PROYEK PRIORITAS TAHUN 2023 

 

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Daftar 

Proyek Prioritas; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Daftar Proyek 

Prioritas Tahun 2023; 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Sosial; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional; 

  4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 



  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2023;  

  7. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang 

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;  

  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL TENTANG DAFTAR PROYEK PRIORITAS TAHUN 2023. 

PERTAMA : Menetapkan Daftar Proyek Prioritas Tahun 2023 yang menjadi 

bagian dari Prioritas Nasional, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Daftar Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

PERTAMA disertai dengan keluaran (Output) dan lokasi sampai 

dengan Kabupaten/Kota. 

KETIGA : Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 

merupakan proyek atau rincian output yang mendukung langsung 

Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project). 

KEEMPAT : Proyek atau rincian output sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KETIGA, telah memiliki pagu sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang telah dimutakhirkan 

pasca penetapan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 

Anggaran 2023. 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2022         

 

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

 

ttd 

SUHARSO MONOARFA 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 

 
RR. Rita Erawati 

 



KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran - Rantauprapat Tahap I 
Segmen Kisaran - Mambangmuda

              170.103,6 

Peningkatan Jalur KA lintas Kisaran - Rantau Prapat Tahap I 
segmen Kisaran - Mambangmuda - Provinsi Sumatera Utara

64.4 km               170.103,6 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas

Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - 
Pelabuhan Tanjung Mas

                23.311,5 

Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang 
- Pelabuhan Tanjung Mas - Provinsi Jawa Tengah

0.4 km                 23.311,5 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas

Pengembangan Bandar Udara DEO-Sorong, Papua Barat                 60.000,0 

Pengembangan Bandar udara DEO Sorong - PN - Kota 
Sorong

1 unit                 60.000,0 Kota Sorong Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas, 
Pembangunan Kota Baru: Maja, 
Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong, 
Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay

Pengembangan Bandar Udara Sibisa - PN                    9.433,2 

Pengembangan Bandar Udara Sibisa - PN - Kab. Toba 1 unit                   9.433,2 Kab. Toba Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas

Pengembangan Bandar Udara Morotai - PN                    2.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Morotai - PN - Kab. Pulau 
Morotai

1 unit                   2.000,0 Kab. Pulau Morotai Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas

Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN                    4.063,6 

Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN - Kab. 
Wakatobi

1 unit                   4.063,6 Kab. Wakatobi Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat 
Tahap II - SBSN

                   5.493,3 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja 
Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat

1 Unit                   5.493,3 Provinsi Papua 
Barat

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas, 
Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat 
Tahap II - SBSN

                   2.500,0 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja 
Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat

1 Unit                   2.500,0 Provinsi Papua 
Barat

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas, 
Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap V                 14.948,7 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam 
Tahap V - Provinsi Sumatera Utara

1 Unit                 14.948,7 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas

Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap III                 17.165,5 

Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap III - Provinsi 
Sumatera Utara

1 Unit                 17.165,5 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas

Pembangunan Pelabuhan Sipinggan Tahap IV                 22.807,8 

Pembangunan Pelabuhan Sipinggan Tahap IV - Provinsi 
Sumatera Utara

1 Unit                 22.807,8 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Destinasi Pariwisata Prioritas

Pembangunan Dermaga Kedisan di Danau Batur                 37.122,4 

Pembangunan Dermaga Kedisan di Danau Batur - Provinsi 
Bali

1 Unit                 37.122,4 Provinsi Bali Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional)                 13.513,8 

Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Aceh

1 layanan                   1.734,9 Provinsi Aceh Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kepulauan Riau

1 layanan                   4.325,5 Provinsi Kepulauan 
Riau

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kalimantan Utara

1 layanan                   1.300,8 Provinsi Kalimantan 
Utara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Papua

3 layanan                   6.152,5 Provinsi Papua Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional               435.818,1 

Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional - Pusat 35 layanan               435.818,1 Pusat Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)               926.411,5 

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Kepulauan Sangihe

1 layanan                   9.269,8 Kab. Kepulauan 
Sangihe

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Poso

2 layanan                 22.416,5 Kab. Poso Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Donggala

2 layanan                 26.265,8 Kab. Donggala Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Bima

4 layanan                 54.788,7 Kota Bima Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Sikka

5 layanan                 60.856,9 Kab. Sikka Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Sumba Timur

2 layanan                 36.842,6 Kab. Sumba Timur Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Jayapura

2 layanan                 14.932,8 Kab. Jayapura Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Biak Numfor

1 layanan                   9.130,9 Kab. Biak Numfor Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Manokwari

1 layanan                   7.986,1 Kab. Manokwari Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Merauke

5 layanan                 39.891,1 Kab. Merauke Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Maluku Tenggara

6 layanan                 63.737,4 Kab. Maluku 
Tenggara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Halmahera Selatan

2 layanan                 20.007,5 Kab. Halmahera 
Selatan

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Kepulauan Sula

2 layanan                 21.828,1 Kab. Kepulauan 
Sula

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Banggai

1 layanan                   9.474,2 Kab. Banggai Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Sumenep

1 layanan                   9.831,2 Kab. Sumenep Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Padang

1 layanan                 11.767,1 Kota Padang Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Sambas

1 layanan                   8.772,3 Kab. Sambas Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Tojo Una Una

1 layanan                   9.032,3 Kab. Tojo Una Una Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Boalemo

1 layanan                 13.473,8 Kab. Boalemo Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Kepulauan Tanimbar

5 layanan                 61.310,1 Kab. Kepulauan 
Tanimbar

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Pusat

43 layanan                 90.367,5 Pusat Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Aceh Jaya

1 layanan                 11.186,3 Kab. Aceh Jaya Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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(Rp. Juta) 
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Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Tanah Bumbu

1 layanan                 13.377,5 Kab. Tanah Bumbu Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Morowali Utara

1 layanan                 10.873,0 Kab. Morowali 
Utara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Parigi Moutong

1 layanan                   9.838,2 Kab. Parigi 
Moutong

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kab. Mamuju

1 layanan                   9.082,2 Kab. Mamuju Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Ambon

5 layanan                 51.875,1 Kota Ambon Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Gorontalo

3 layanan                 52.342,8 Kota Gorontalo Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Kendari

3 layanan                 40.919,3 Kota Kendari Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Kupang

2 layanan                 24.245,9 Kota Kupang Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Pontianak

1 layanan                 12.384,8 Kota Pontianak Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Semarang

1 layanan                   8.694,6 Kota Semarang Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Sorong

5 layanan                 51.114,0 Kota Sorong Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Kota Baru: Maja, 
Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Tarakan

1 layanan                 11.958,3 Kota Tarakan Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - 
Kota Ternate

2 layanan                 16.536,8 Kota Ternate Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Angkutan Udara Perintis               381.352,9 

Angkutan Udara Perintis - Kab. Simeulue 4 layanan                 10.224,8 Kab. Simeulue Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Lingga 9 layanan                 18.325,3 Kab. Lingga Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Seruyan 5 layanan                   7.545,6 Kab. Seruyan Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Luwu Utara 5 layanan                   5.597,5 Kab. Luwu Utara Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Angkutan Udara Perintis - Kab. Maluku Tenggara 9 layanan                 26.463,1 Kab. Maluku 
Tenggara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Sumenep 4 layanan                 11.466,2 Kab. Sumenep Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Boven Digoel 7 layanan                   9.143,3 Kab. Boven Digoel Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Jayawijaya 13 layanan                 17.136,3 Kab. Jayawijaya Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Reformasi Sistem 
Kesehatan Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Manokwari 11 layanan                 18.312,6 Kab. Manokwari Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Reformasi Sistem 
Kesehatan Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Merauke 11 layanan                 33.224,2 Kab. Merauke Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Mimika 28 layanan                 49.825,4 Kab. Mimika Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Angkutan Udara Perintis - Kab. Nabire 10 layanan                 23.890,0 Kab. Nabire Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Nias Barat 13 layanan                 19.706,5 Kab. Nias Barat Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Sumba Timur 6 layanan                 12.629,5 Kab. Sumba Timur Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Yahukimo 36 layanan                 23.257,2 Kab. Yahukimo Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Reformasi Sistem 
Kesehatan Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kab. Yalimo 16 layanan                 32.337,2 Kab. Yalimo Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Reformasi Sistem 
Kesehatan Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kota Samarinda 6 layanan                 13.830,1 Kota Samarinda Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Angkutan Udara Perintis - Kota Sorong 6 layanan                   8.279,6 Kota Sorong Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Pembangunan Kota Baru: Maja, 
Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong, 
Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Reformasi Sistem 
Kesehatan Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kota Tarakan 16 layanan                 27.920,0 Kota Tarakan Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Udara Perintis - Kota Ternate 5 layanan                 12.238,3 Kota Ternate Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing, Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Reformasi Sistem Kesehatan 
Nasional

Angkutan Kargo Perintis                 16.412,1 

Angkutan Kargo Perintis - Kab. Luwu Utara 2 layanan                   3.467,2 Kab. Luwu Utara Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Angkutan Kargo Perintis - Kota Tarakan 5 layanan                 12.944,9 Kota Tarakan Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis                 20.870,5 

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Luwu Utara 370 layanan                      714,8 Kab. Luwu Utara Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Maluku 
Tenggara

1409 layanan                   4.253,2 Kab. Maluku 
Tenggara

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Sumenep 440 layanan                      533,8 Kab. Sumenep Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Boven Digoel 753 layanan                   2.262,6 Kab. Boven Digoel Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Jayawijaya 1200 layanan                   5.203,0 Kab. Jayawijaya Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Merauke 600 layanan                   2.528,6 Kab. Merauke Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Yahukimo 1355 layanan                   2.916,1 Kab. Yahukimo Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay

Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kota Tarakan 1056 layanan                   2.458,4 Kota Tarakan Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Angkutan BBM untuk Kargo Perintis                       450,7 

Angkutan BBM untuk Kargo Perintis - Kab. Luwu Utara 230 layanan                      450,7 Kab. Luwu Utara Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo (MP)                 12.115,2 

Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo (MP) - Kab. Mimika 1 layanan                 12.115,2 Kab. Mimika Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Angkutan Kargo Perintis (MP)                 63.566,2 

Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Boven Digoel 3 layanan                   2.903,5 Kab. Boven Digoel Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jembatan Udara 37 Rute di Papua
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Mimika 9 layanan                 25.985,5 Kab. Mimika Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Pegunungan Bintang 11 layanan                 27.220,6 Kab. Pegunungan 
Bintang

Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Yahukimo 10 layanan                   7.456,6 Kab. Yahukimo Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan, 
Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis Lintas Krueng 
Geukeuh - Kuta Blang

                16.270,8 

Subsidi Perintis Lintas Krueng Geukeuh - Kuta Blang - Kab. 
Bireuen

1 layanan                 16.270,8 Kab. Bireuen Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Jalur KA Segmen Krueng Geukueh - Paloh                 33.866,8 

Pembangunan Jalur KA Segmen Krueng Geukueh - Paloh - 
Provinsi Aceh

8 km                 33.866,8 Provinsi Aceh Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Tebing Tinggi - 
Kuala Tanjung

                   8.506,2 

Subsidi Perintis lintas Tebing Tinggi - Kuala Tanjung - Kota 
Tebing Tinggi

1 layanan                   8.506,2 Kota Tebing Tinggi Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala 
Tanjung

                37.754,1 

Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-
Kuala Tanjung - Provinsi Sumatera Utara

13.57 km                 37.754,1 Provinsi Sumatera 
Utara

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Jalur KA Lintas Padang - Bukit Putus - Pauh Lima               139.604,1 

Peningkatan Jalur KA Lintas Padang - Bukit Putus - Pauh 
Lima - Kota Padang

5.16 km               139.604,1 Kota Padang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Layanan Perintis Kereta Api Bandara Internasional 
Minangkabau

                24.000,0 

Penyelenggaraan Layanan Perintis Kereta Api Bandara 
Internasional Minangkabau - Kota Padang

1 layanan                 24.000,0 Kota Padang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai               517.923,2 
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai - Kota Medan 6.8 km               517.923,2 Kota Medan Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Peningkatan Jalur KA Medan - Belawan Tahap I Segmen Medan - 
Labuan

              112.079,7 

Peningkatan Jalur KA Medan - Belawan Tahap I Segmen 
Medan - Labuan - Kota Medan

22.9 km               112.079,7 Kota Medan Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis 
Jalan Di Kota Medan (Prioritas Nasional)

                70.365,2 

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal 
Berbasis Jalan Di Kota Medan (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Sumatera Utara

1 layanan                 70.365,2 Provinsi Sumatera 
Utara

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan                 76.533,5 

Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan - 
Kota Palembang

1 layanan                 76.533,5 Kota Palembang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis 
Jalan Di Kota Palembang (Prioritas Nasional)

                63.912,9 

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal 
Berbasis Jalan Di Kota Palembang (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sumatera Selatan

1 layanan                 63.912,9 Provinsi Sumatera 
Selatan

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar

Pengembangan Bandar Udara Binaka-Gunung Sitoli, Sumatera 
Utara

                40.000,0 

Pengembangan Bandara Udara Binaka - Gunung Sitoli, 
Sumatera Utara - PN - Kab. Nias

1 unit                 40.000,0 Kab. Nias Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan                 24.000,0 

Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan - 
Provinsi Banten

4 km                 24.000,0 Provinsi Banten Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - 
Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota

              210.000,0 

Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas 
Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota - Pusat

77 km               210.000,0 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I                 13.476,4 

Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I - 
Provinsi DKI Jakarta

1 Paket                 13.476,4 Provinsi DKI Jakarta Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek               186.530,2 

Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di 
Jabodetabek - Provinsi DKI Jakarta

2 Paket               186.530,2 Provinsi DKI Jakarta Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Reaktivasi Jalur KA Commuter Line Lintas Kemayoran - Tanjung 
Priok

                67.680,0 

Reaktivasi Jalur KA Commuter Line Lintas Kemayoran - 
Tanjung Priok - Provinsi DKI Jakarta

1 km                 67.680,0 Provinsi DKI Jakarta Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai 
s/d Jatinegara) (Tahap II)

              226.654,0 

Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk 
Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) - Provinsi DKI Jakarta

4 km               226.654,0 Provinsi DKI Jakarta Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Pengadaan dan Pemasangan Sistem Monitoring Fasilitas 
Surveillance dan Navigasi Penerbangan Terintegrasi

              100.600,0 

Pengadaan dan Pemasangan Sistem Monitoring Fasilitas 
Surveillance dan Navigasi Penerbangan Terintegrasi - Kota 
Administrasi Jakarta Pusat

1 Unit               100.600,0 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengadaan Air Traffic Situational Awarness               121.200,0 

Pengadaan Air Traffic Situational Awarness - Kota 
Administrasi Jakarta Pusat

1 Unit               121.200,0 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Bandar Udara Perairan - PN                    4.000,0 

Bandar Udara Perairan - PN - Kota Administrasi Jakarta 
Pusat

1 unit                   4.000,0 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line 
Project Phase I Stage I

                36.996,0 

Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-
West Line Project Phase I Stage I - Pusat

1 Rekomendasi 
Kebijakan

                36.996,0 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line 
Project Phase I Stage II

                      100,0 

Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - 
West Line Project Phase I Stage II - Pusat

1 Rekomendasi 
Kebijakan

                     100,0 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek                 11.660,0 

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek - 
Kab. Bekasi

4 Paket                      588,3 Kab. Bekasi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek - 
Kab. Tangerang

11 Paket                   2.127,3 Kab. Tangerang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek - 
Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Paket                      153,8 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek - 
Kota Bekasi

13 Paket                   3.348,9 Kota Bekasi Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek - 
Kota Bogor

15 Paket                   3.398,0 Kota Bogor Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek - 
Kota Depok

1 Paket                        34,7 Kota Depok Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek - 
Kota Tangerang

3 Paket                   1.384,7 Kota Tangerang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek - 
Kota Tangerang Selatan

5 Paket                      624,2 Kota Tangerang 
Selatan

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Pembangunan Fasilitas Pengujian Perkeretaapian                 42.000,0 

Pembangunan Fasilitas Pengujian Perkeretaapian - Kota 
Bekasi

1 Paket                 42.000,0 Kota Bekasi Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaaan 
Provinsi Jawa Barat

                   5.299,0 

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaaan Provinsi Jawa Barat - Kab. Bekasi

2 Paket                   1.455,8 Kab. Bekasi Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
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Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaaan Provinsi Jawa Barat - Kab. Bogor

3 Paket                   1.200,3 Kab. Bogor Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaaan Provinsi Jawa Barat - Kota Bogor

3 Paket                   1.338,7 Kota Bogor Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaaan Provinsi Jawa Barat - Kota Depok

3 Paket                   1.304,1 Kota Depok Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) Jabodetabek                 48.764,1 

Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) Jabodetabek 
- Kota Bogor

2 layanan                 48.764,1 Kota Bogor Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Stasiun Kereta Api Jabodetabek                       452,0 

Stasiun Kereta Api Jabodetabek - Kota Depok 1 Paket                      452,0 Kota Depok Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan 
(tambahan SBPA)

                60.080,0 

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kab. Deli Serdang

1 Layanan                   5.000,0 Kab. Deli Serdang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kab. Badung

1 Layanan                   5.000,0 Kab. Badung Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kab. Maros

1 Layanan                   5.000,0 Kab. Maros Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kab. Padang Pariaman

1 Layanan                   4.000,0 Kab. Padang 
Pariaman

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kota Balikpapan

1 Layanan                   4.000,0 Kota Balikpapan Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kota Manado

1 Layanan                   4.000,0 Kota Manado Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kab. Manokwari

1 Layanan                   3.000,0 Kab. Manokwari Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kab. Merauke

1 Layanan                   3.000,0 Kab. Merauke Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kab. Sidoarjo

1 Layanan                   5.000,0 Kab. Sidoarjo Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (tambahan SBPA) - Kota Administrasi Jakarta 
Pusat

1 Layanan                 22.080,0 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Stasiun Kereta Api Jabodetabek (PEN)                 14.551,7 
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Stasiun Kereta Api Jabodetabek (PEN) - Kota Depok 1 Unit                 14.551,7 Kota Depok Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek (PEN)                 12.000,0 

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek 
(PEN) - Kab. Tangerang

5 Paket                   7.428,6 Kab. Tangerang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek 
(PEN) - Kota Bogor

1 Paket                      836,7 Kota Bogor Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek 
(PEN) - Kota Depok

1 Paket                   1.155,8 Kota Depok Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek 
(PEN) - Kota Tangerang

1 Paket                   1.382,5 Kota Tangerang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek 
(PEN) - Kota Tangerang Selatan

1 Paket                   1.196,4 Kota Tangerang 
Selatan

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan 
Provinsi Jawa Barat (PEN)

                   5.396,1 

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaan Provinsi Jawa Barat (PEN) - Kab. Bogor

1 Paket                   1.784,1 Kab. Bogor Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaan Provinsi Jawa Barat (PEN) - Kota Bogor

1 Paket                   1.784,1 Kota Bogor Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaan Provinsi Jawa Barat (PEN) - Kota Depok

1 Paket                   1.827,9 Kota Depok Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong - Cicalengka 
Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan Segmen Haurpugur - 
Cicalengka

              297.539,0 

Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong - 
Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan 
Segmen Haurpugur - Cicalengka - Provinsi Jawa Barat

9.03 km               297.539,0 Provinsi Jawa Barat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA 
antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta

              238.100,5 

Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda 
KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta - 
Provinsi Jawa Barat

1 Paket               238.100,5 Provinsi Jawa Barat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) 
di Kota Bandung (Prioritas Nasional)

                35.182,9 

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The 
Service) di Kota Bandung (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa 
Barat

1 layanan                 35.182,9 Provinsi Jawa Barat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Pembangunan Fasilitas Balai Perawatan Perkeretaapian Tahap II                 42.876,6 

Pembangunan Fasilitas Balai Perawatan Perkeretaapian 
Tahap II - Kab. Grobogan

1 Paket                 42.876,6 Kab. Grobogan Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Demak 
(Prioritas Nasional)

                10.000,0 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A 
Demak (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa Tengah

1 Unit                 10.000,0 Provinsi Jawa 
Tengah

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Tahap I 
Segmen Solo Balapan - Kalioso

              331.162,7 

Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Tahap 
I Segmen Solo Balapan - Kalioso - Kota Surakarta

3.04 km               331.162,7 Kota Surakarta Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro               234.649,1 

Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - 
Kadipiro - Provinsi Jawa Tengah

2.3 km               234.649,1 Provinsi Jawa 
Tengah

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Jalur KA lintas Solo - Wonogiri                 92.000,0 

Peningkatan Jalur KA lintas Solo - Wonogiri - Provinsi Jawa 
Tengah

32 km                 92.000,0 Provinsi Jawa 
Tengah

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon - 
Semarang segmen Tegal - Pekalongan

              161.442,4 

Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas 
Cirebon - Semarang segmen Tegal - Pekalongan - Provinsi 
Jawa Tengah

60.16 km               161.442,4 Provinsi Jawa 
Tengah

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tidar 
Magelang, Jateng (Prioritas Nasional)

                10.000,0 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tidar 
Magelang, Jateng (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa Tengah

1 Unit                 10.000,0 Provinsi Jawa 
Tengah

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis 
Jalan Di Kawasan Perkotaan Surakarta (Prioritas Nasional)

              107.132,3 

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal 
Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Surakarta (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Jawa Tengah

1 layanan               107.132,3 Provinsi Jawa 
Tengah

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis 
Jalan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Prioritas Nasional)

                34.305,1 
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal 
Berbasis Jalan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Prioritas 
Nasional) - Provinsi DI Yogyakarta

1 layanan                 34.305,1 Provinsi DI 
Yogyakarta

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang               315.188,4 

Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang - Kab. 
Mojokerto

33 km               315.188,4 Kab. Mojokerto Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Surabaya Regional Railway Line (Phase I)                       100,0 

Surabaya Regional Railway Line (Phase I) - Provinsi Jawa 
Timur

1 Paket                      100,0 Provinsi Jawa 
Timur

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) 
di Kota Surabaya (Prioritas Nasional)

                53.348,0 

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The 
Service) di Kota Surabaya (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa 
Timur

1 layanan                 53.348,0 Provinsi Jawa 
Timur

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur 
(Purabaya) (Prioritas Nasional)

                   2.500,0 

Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di 
Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa 
Timur

1 Kajian                   2.500,0 Provinsi Jawa 
Timur

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pendampingan KPBU lokasi Bandara Kediri                    2.000,0 

Pendampingan KPBU lokasi Bandara Kediri - Kota 
Administrasi Jakarta Pusat

1 unit                   2.000,0 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan 
Provinsi Banten

                   1.534,1 

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaan Provinsi Banten - Kota Tangerang

3 Paket                   1.534,1 Kota Tangerang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan 
Provinsi Banten (PEN)

                   1.784,1 

Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi 
Perkotaan Provinsi Banten (PEN) - Kota Tangerang

1 Paket                   1.784,1 Kota Tangerang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Dermaga Kenavigasian Benoa                 35.421,3 

Pembangunan Dermaga Kenavigasian Benoa - Kota 
Denpasar

1 unit                 35.421,3 Kota Denpasar Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar

Pembangunan Sisi Darat Dermaga Kenavigasian Benoa                 13.022,6 

Pembangunan Sisi Darat Dermaga Kenavigasian Benoa - 
Kota Denpasar

1 unit                 13.022,6 Kota Denpasar Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar
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 Alokasi 

(Rp. Juta) 
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Proyek Prioritas Strategis 
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Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sanur               129.991,4 

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sanur - Kota Denpasar 1 unit               129.991,4 Kota Denpasar Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis 
Jalan Di Kawasan Perkotaan Denpasar (Prioritas Nasional)

                91.469,8 

Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal 
Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Denpasar (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Bali

1 layanan                 91.469,8 Provinsi Bali Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT 
(Prioritas Nasional)

                   3.788,2 

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang 
NTT (Prioritas Nasional) - Kota Kupang

1 Unit                   3.788,2 Kota Kupang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Pelabuhan Lewoleba                 83.066,9 

Pengembangan Pelabuhan Lewoleba - Kab. Lembata 1 unit                 83.066,9 Kab. Lembata Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) 
di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional)

                15.752,4 

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The 
Service) di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kalimantan Selatan

1 layanan                 15.752,4 Provinsi Kalimantan 
Selatan

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar

Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda (Tambahan 
IKN SBPA)

                64.674,0 

Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda 
(Tambahan IKN SBPA) - Kota Samarinda

1 unit                 64.674,0 Kota Samarinda Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 
(Dukungan IKN) (Prioritas Nasional)

                   9.774,0 

Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 
(Dukungan IKN) (Prioritas Nasional) - Pusat

11 Rekomendasi 
Kebijakan

                  9.774,0 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Sistem Transportasi Ibukota Nusantara                    4.802,9 

Sistem Transportasi Ibukota Nusantara - Provinsi Kalimantan 
Timur

5 Rekomendasi 
Kebijakan

                  4.802,9 Provinsi Kalimantan 
Timur

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Pembangunan Penanggulangan Pencemaran Terminal Marine 
Polution

                54.033,6 

Pembangunan Penanggulangan Pencemaran Terminal 
Marine Polution - Kota Balikpapan

1 unit                 54.033,6 Kota Balikpapan Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Studi Desain Kapal Berbahan Bakar Ramah Lingkungan                    1.000,0 
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Studi Desain Kapal Berbahan Bakar Ramah Lingkungan - 
Pusat

1 Unit                   1.000,0 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Penyusunan OBC rencana penyelenggaraan KA Bandara Sepinggan - 
KPIP dan Pengembangan KA perkotaan Balikpapan - IKN Phase 2

                   2.500,0 

Penyusunan OBC rencana penyelenggaraan KA Bandara 
Sepinggan - KPIP dan Pengembangan KA perkotaan 
Balikpapan - IKN Phase 2 - Pusat

1 Rekomendasi 
Kebijakan

                  2.500,0 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Penyusunan OBC Rencana Penyelenggaraan KA Antarkota Trans 
Kalimantan Segmen Simpang Petung - Balikpapan - Samarinda

                   4.500,0 

Penyusunan OBC Rencana Penyelenggaraan KA Antarkota 
Trans Kalimantan Segmen Simpang Petung - Balikpapan - 
Samarinda - Pusat

1 Rekomendasi 
Kebijakan

                  4.500,0 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Studi Penyesuaian KA Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan 
Balikpapan - KIPP dengan Rencana Pengembangan Kawasan 
Strategis Nasional IKN

                   4.804,9 

Studi Penyesuaian KA Bandara Sultan Aji Muhammad 
Sepinggan Balikpapan - KIPP dengan Rencana 
Pengembangan Kawasan Strategis Nasional IKN - Pusat

1 Rekomendasi 
Kebijakan

                  4.804,9 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara

Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang                    1.000,0 

Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang - Kota 
Administrasi Jakarta Pusat

1 unit                   1.000,0 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang, Kalimantan Barat               148.162,7 

Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang, Kalimantan 
Barat - Kota Singkawang

1 unit               148.162,7 Kota Singkawang Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Tahap III                 59.674,0 

Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Tahap 
III - Kota Samarinda

1 unit                 59.674,0 Kota Samarinda Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan UPPKB di Kabupaten Paser (Prioritas Nasional)                    8.115,4 

Pembangunan UPPKB di Kabupaten Paser (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Kalimantan Timur

1 Unit                   8.115,4 Provinsi Kalimantan 
Timur

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V 
( Termasuk Supervisi )

                25.000,0 

Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar 
Tahap V ( Termasuk Supervisi ) - Provinsi Kalimantan Barat

1 Unit                 25.000,0 Provinsi Kalimantan 
Barat

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PKSN Kawasan Perbatasan 
Negara

Pengembangan Bandar Udara Nunukan - PN                    8.722,1 
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Pengembangan Bandar Udara Nunukan - PN - Kab. 
Nunukan

1 unit                   8.722,1 Kab. Nunukan Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PKSN Kawasan Perbatasan 
Negara

Pembangunan Pelabuhan Sungai Nyamuk                 57.148,4 

Pengembangan Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan 1 unit                 57.148,4 Kab. Nunukan Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PKSN Kawasan Perbatasan 
Negara

Pengembangan Bandar Udara Long Apung-Malinau, Kalimantan 
Utara

              160.212,5 

Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap II - 
Malinau, Kalimantan Utara - PN - Kab. Malinau

1 unit               160.212,5 Kab. Malinau Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-
Jufrie Palu

                85.000,0 

Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandara Bandar Udara 
Mutiara SIS Al-Jufrie Palu - Kota Palu

1 unit                 85.000,0 Kota Palu Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemulihan Pascabencana: Kota 
Palu dan Sekitarnya, Pulau 
Lombok dan Sekitarnya, serta 
Kawasan Pesisir Selat Sunda

Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability 
Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU)

              267.490,0 

Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan 
(Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU) - 
Kota Makassar

60 Paket               267.490,0 Kota Makassar Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar, Kereta Api Makassar-
Pare Pare

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) 
di Kota Makassar (Prioritas Nasional)

                18.636,8 

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The 
Service) di Kota Makassar (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Sulawesi Selatan

1 layanan                 18.636,8 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah 
Metropolitan (WM): Palembang, 
Denpasar, Banjarmasin, 
Makassar, Sistem Angkutan 
Umum Massal Perkotaan di 6 
Wilayah Metropolitan: Jakarta, 
Surabaya, Bandung, Medan, 
Semarang dan Makassar

Pengembangan Bandar Udara Djalaludin-Gorontalo                 45.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Djalaluddin - Gorontalo - PN - 
Kab. Gorontalo

1 unit                 45.000,0 Kab. Gorontalo Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang - PN                    9.800,0 

Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang - PN - Kab. 
Mamuju

1 unit                   9.800,0 Kab. Mamuju Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction 
Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani

              100.000,0 

Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and 
Reconstruction Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala 
dan Pelabuhan Wani - Provinsi Sulawesi Tengah

3 unit               100.000,0 Pusat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemulihan Pascabencana: Kota 
Palu dan Sekitarnya, Pulau 
Lombok dan Sekitarnya, serta 
Kawasan Pesisir Selat Sunda

Pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah-Ternate, Maluku 
Utara

                46.550,0 
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Pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah - Ternate, 
Maluku Utara - PN - Kota Ternate

1 unit                 46.550,0 Kota Ternate Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi                 65.000,0 

Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi - Kota Tidore 
Kepulauan

1 unit                 65.000,0 Kota Tidore 
Kepulauan

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Kota Baru: Maja, 
Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

Pengembangan Pelabuhan Dobo                 89.550,0 

Pembangunan Pelabuhan Dobo - Kab. Kepulauan Aru 1 unit                 89.550,0 Kab. Kepulauan Aru Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Moa                 49.543,7 

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Moa - Kab. Maluku Barat 
Daya

1 unit                 49.543,7 Kab. Maluku Barat 
Daya

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Namrole-Buru Selatan, Maluku                 38.500,0 

Pengembangan Bandar Udara Namrole - Buru Selatan, 
Maluku - PN - Kab. Buru Selatan

1 unit                 38.500,0 Kab. Buru Selatan Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah - PN                    1.808,0 

Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah - PN - Kab. 
Boven Digoel

1 unit                   1.808,0 Kab. Boven Digoel Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Pengembangan Bandar Udara Anggi - PN                    5.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Anggi - PN - Kab. 
Pegunungan Arfak

1 unit                   5.000,0 Kab. Pegunungan 
Arfak

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay

Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN                 10.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN - Kab. 
Jayawijaya

1 unit                 10.000,0 Kab. Jayawijaya Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

Pengembangan Bandar Udara Rendani               208.170,8 

Pengembangan Bandar Udara Rendani - PN - Kab. 
Manokwari

1 unit               208.170,8 Kab. Manokwari Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay

Pengembangan Bandar Udara Oksibil - PN                    5.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Oksibil - PN - Kab. 
Pegunungan Bintang

1 unit                   5.000,0 Kab. Pegunungan 
Bintang

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

Pengembangan Bandar Udara Babo - PN                    7.163,6 
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Pengembangan Bandar Udara Babo - PN - Kab. Teluk 
Bintuni

1 unit                   7.163,6 Kab. Teluk Bintuni Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay

Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP)                    5.369,9 

Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) - Kab. Boven 
Digoel

182 layanan                      655,2 Kab. Boven Digoel Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) - Kab. 
Pegunungan Bintang

527 layanan                   3.843,9 Kab. Pegunungan 
Bintang

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) - Kab. Yahukimo 384 layanan                      870,8 Kab. Yahukimo Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

Pengembangan Bandar Udara Ilaga - PN                 10.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Ilaga - PN - Kab. Puncak 1 unit                 10.000,0 Kab. Puncak Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin-Timika, Papua                 75.900,0 

Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin - Timika, 
Papua - PN - Kab. Mimika

1 unit                 75.900,0 Kab. Mimika Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua                 80.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Ewer- Asmat, Papua - PN - 
Kab. Asmat

1 unit                 80.000,0 Kab. Asmat Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Pengembangan Bandar udara Sobaham - PN                    5.000,0 

Pengembangan Bandar udara Sobaham - PN - Kab. 
Yahukimo

1 unit                   5.000,0 Kab. Yahukimo Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Wilayah Adat Papua: Wilayah 
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat 
Domberay, Jembatan Udara 37 
Rute di Papua

Pengembangan Bandar Udara Mopah-Merauke, Papua                 66.918,8 

Pengembangan Bandar Udara Mopah - Merauke, Papua - PN 
- Kab. Merauke

1 unit                 66.918,8 Kab. Merauke Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Pengembangan Bandar Udara Utarom-Kaimana, Papua Barat                 45.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Utarom - Kaimana, Papua 
Barat - PN - Kab. Kaimana

1 unit                 45.000,0 Kab. Kaimana Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan, 
Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)                 80.733,3 

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas 
Nasional) - Kota Palembang

1 Paket                 12.043,1 Kota Palembang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas 
Nasional) - Kota Denpasar

20 Paket                 18.603,4 Kota Denpasar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing
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Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas 
Nasional) - Kota Madiun

1 Paket                 39.261,2 Kota Madiun Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas 
Nasional) - Kab. Mempawah

2 Paket                 10.825,6 Kab. Mempawah Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)               106.621,0 

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kota Surabaya

1 Paket                 23.500,0 Kota Surabaya Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kota Semarang

1 Paket                   5.450,0 Kota Semarang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kota Makassar

3 Paket                   2.276,3 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kota Sorong

1 Paket                   4.200,0 Kota Sorong Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kab. Aceh Besar

1 Paket                   6.168,0 Kab. Aceh Besar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kab. Padang Pariaman

3 Paket                 35.847,5 Kab. Padang 
Pariaman

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kota Makassar

1 Paket                   4.081,8 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Selatan

1 Paket                 17.000,0 Kota Administrasi 
Jakarta Selatan

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kab. Minahasa Selatan

1 Paket                   8.097,4 Kab. Minahasa 
Selatan

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)                 48.212,9 

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas 
Nasional) - Kota Jayapura

1 Paket                   9.060,5 Kota Jayapura Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas 
Nasional) - Kab. Banyuwangi

3 Paket                 10.057,5 Kab. Banyuwangi Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas 
Nasional) - Kab. Tangerang

8 Paket                 25.037,4 Kab. Tangerang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas 
Nasional) - Kota Makassar

1 Paket                   4.057,5 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)                 53.655,3 

Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas 
Nasional) - Kota Denpasar

2 unit                 53.655,3 Kota Denpasar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)               177.288,4 

Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kota Makassar

1 unit               100.261,4 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas 
Nasional) - Kab. Minahasa Selatan

1 unit                 77.027,0 Kab. Minahasa 
Selatan

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)                 47.210,7 

Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas 
Nasional) - Kota Jayapura

3 unit                 39.206,1 Kota Jayapura Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas 
Nasional) - Kota Palembang

1 unit                   8.004,6 Kota Palembang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional)

                   8.930,3 

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Tegal

58 Orang                   1.620,7 Kota Tegal Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Darat (Prioritas Nasional) - Kota Madiun

120 Orang                   7.309,6 Kota Madiun Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional)

                14.711,4 

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kota Tegal

267 Orang                   3.615,4 Kota Tegal Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kota Palembang

206 Orang                   3.741,5 Kota Palembang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing
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Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kota Madiun

192 Orang                   5.087,4 Kota Madiun Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kota Denpasar

101 Orang                   2.267,1 Kota Denpasar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional)

              183.377,4 

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kab. Bekasi

3936 Orang                 98.224,7 Kab. Bekasi Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kota Tegal

809 Orang                 27.222,4 Kota Tegal Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kota Palembang

726 Orang                 29.303,5 Kota Palembang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kota Denpasar

503 Orang                 16.626,5 Kota Denpasar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Darat (Prioritas Nasional) - Kota Madiun

504 Orang                 12.000,2 Kota Madiun Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional)

              202.202,0 

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

936 Orang                 13.982,5 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Semarang

408 Orang                 43.603,4 Kota Semarang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar

562 Orang                 31.022,5 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya

576 Orang                 39.142,6 Kota Surabaya Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa 
Selatan

101 Orang                      711,7 Kab. Minahasa 
Selatan

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar

220 Orang                 39.992,5 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Tangerang

459 Orang                 13.764,4 Kota Tangerang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Padang 
Pariaman

280 Orang                   3.235,7 Kab. Padang 
Pariaman

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar

188 Orang                 11.082,4 Kab. Aceh Besar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - Kota Sorong

370 Orang                   5.664,4 Kota Sorong Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut 
(Prioritas Nasional)

              124.023,9 

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Pusat

660 Orang                 13.551,6 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Semarang

1017 Orang                   4.926,0 Kota Semarang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar

1201 Orang                 22.648,9 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya

815 Orang                 15.469,4 Kota Surabaya Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa Selatan

335 Orang                   8.729,4 Kab. Minahasa 
Selatan

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar

1347 Orang                 25.953,1 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Tangerang

698 Orang                 10.818,6 Kota Tangerang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar

499 Orang                   8.477,9 Kab. Aceh Besar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Padang Pariaman

339 Orang                   7.782,5 Kab. Padang 
Pariaman

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing
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Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Sorong

327 Orang                   5.666,6 Kota Sorong Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut 
(Prioritas Nasional)

              108.663,5 

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Pusat

690 Orang                 38.176,7 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Semarang

702 Orang                   5.856,1 Kota Semarang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar

583 Orang                   9.179,3 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya

723 Orang                 12.503,2 Kota Surabaya Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa Selatan

192 Orang                   9.255,2 Kab. Minahasa 
Selatan

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Makassar

144 Orang                   3.039,1 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Tangerang

270 Orang                   8.141,5 Kota Tangerang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Padang Pariaman

264 Orang                 11.006,2 Kab. Padang 
Pariaman

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar

264 Orang                   3.142,6 Kab. Aceh Besar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Laut (Prioritas Nasional) - Kota Sorong

215 Orang                   8.363,7 Kota Sorong Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional)

                   2.355,3 

Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) 
Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya

73 Orang                   2.355,3 Kota Surabaya Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional)

                35.218,5 

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang

239 Orang                   7.790,7 Kab. Tangerang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Medan

48 Orang                   1.160,1 Kota Medan Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya

436 Orang                   7.990,2 Kota Surabaya Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Makassar

168 Orang                   3.373,9 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Palembang

96 Orang                   3.323,9 Kota Palembang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Jayapura

44 Orang                   1.500,0 Kota Jayapura Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi

131 Orang                 10.079,8 Kab. Banyuwangi Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional)

              172.480,7 

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang

1075 Orang                 70.342,2 Kab. Tangerang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Medan

360 Orang                 11.798,5 Kota Medan Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Surabaya

672 Orang                 24.980,6 Kota Surabaya Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Makassar

408 Orang                 18.015,1 Kota Makassar Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Palembang

360 Orang                 11.891,8 Kota Palembang Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kota Jayapura

240 Orang                 13.240,0 Kota Jayapura Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi 
Udara (Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi

72 Orang                 22.212,5 Kab. Banyuwangi Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing
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Pembangunan UPPKB Km. 36 Samboja - Kab. Kukar (Prioritas 
Nasional)

                11.827,5 

Pembangunan UPPKB Km. 36 Samboja - Kab. Kukar 
(Prioritas Nasional) - Kab. Kutai Kartanegara

1 Unit                 11.827,5 Kab. Kutai 
Kartanegara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan UPPKB Tabalong (Prioritas Nasional)                 29.164,7 

Pembangunan UPPKB Tabalong (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Selatan

1 Unit                 29.164,7 Provinsi Kalimantan 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan UPPKB Dolok Parmonangan, Sumut (Prioritas 
Nasional)

                23.614,7 

Pembangunan UPPKB Dolok Parmonangan, Sumut (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sumatera Utara

1 Unit                 23.614,7 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Aek Batu, Sumut (Prioritas 
Nasional)

                19.759,1 

Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Aek Batu, Sumut (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sumatera Utara

1 Unit                 19.759,1 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Guyangan, Jatim (Prioritas 
Nasional)

                22.336,4 

Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Guyangan, Jatim (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Jawa Timur

1 Unit                 22.336,4 Provinsi Jawa 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Wanareja, Jateng (Prioritas 
Nasional)

                18.900,0 

Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Wanareja, Jateng (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Jawa Tengah

1 Unit                 18.900,0 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Pelawan Sarolangun, Jambi 
(Prioritas Nasional)

                18.900,0 

Rehabilitasi/Peningkatan UPPKB Pelawan Sarolangun, Jambi 
(Prioritas Nasional) - Provinsi Jambi

1 Unit                 18.900,0 Provinsi Jambi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengadaan Pesawat Udara Medium Jet               300.986,3 

Pengadaan Pesawat Udara Medium Jet - Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

1 Unit               300.986,3 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Tambahan SBPA)                 52.000,0 

Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Tambahan 
SBPA) - Kab. Morowali

1 Unit                   6.600,0 Kab. Morowali Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Tambahan 
SBPA) - Kab. Toba

1 Unit                   6.600,0 Kab. Toba Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Tambahan 
SBPA) - Kota Pagar Alam

1 Unit                   6.500,0 Kota Pagar Alam Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Tambahan 
SBPA) - Kab. Aceh Utara

1 Unit                   6.600,0 Kab. Aceh Utara Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Tambahan 
SBPA) - Kab. Sumbawa

1 Unit                   6.600,0 Kab. Sumbawa Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Tambahan 
SBPA) - Kab. Mimika

1 Unit                 12.500,0 Kab. Mimika Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Tambahan 
SBPA) - Kab. Lingga

1 Unit                   6.600,0 Kab. Lingga Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Kapal Patroli Kelas III Alumunium                 11.560,0 

Pembangunan Kapal Patroli Kelas III Alumunium - Pusat 2 Unit                 11.560,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Alumunium                 64.450,0 

Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Alumunium - Pusat 8 Unit                 64.450,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Development and Improvement of Indonesia Aids to Navigation               100.000,0 

Development and Improvement of Indonesia Aids to 
Navigation - Pusat

1 Unit               100.000,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Replacement Menara Suar Tanjung Ligeta dan Replacement Rambu 
Pelabuhan Raijua

                18.174,5 

Replacement Menara Suar Tanjung Ligeta dan Replacement 
Rambu Pelabuhan Raijua - Kota Kupang

2 Unit                 18.174,5 Kota Kupang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan Pembangunan 
Rambu Pelabuhan Pulau Rinca

                10.341,5 

Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Padar dan 
Pembangunan Rambu Pelabuhan Pulau Rinca - Kota Kupang

2 Unit                 10.341,5 Kota Kupang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Menara Suar Karang Singa                 73.637,2 

Pembangunan Menara Suar Karang Singa - Kab. Bintan 1 Unit                 73.637,2 Kab. Bintan Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Gedung SROP dan Fasilitas Penunjang Lainnya Di 
Lokasi Sinabang dan Susoh

                18.222,7 

Pembangunan Gedung SROP dan Fasilitas Penunjang 
Lainnya Di Lokasi Sinabang dan Susoh - Kota Sabang

2 Unit                 18.222,7 Kota Sabang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Construction/ Procurement of Class I Patrol Vessel (Denmark)                       100,0 

Construction/ Procurement of Class I Patrol Vessel 
(Denmark) - Pusat

1 Unit                      100,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Construction/ Procurement of Class I Patrol Vessel (Korea)                       100,0 

Construction/ Procurement of Class I Patrol Vessel (Korea) - 
Pusat

1 Unit                      100,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)               790.977,1 

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Pusat 1 Unit                 24.000,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Aceh 1 Unit                 30.667,3 Provinsi Aceh Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera 
Utara

1 Unit                 27.639,0 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera 
Barat

1 Unit                 44.522,0 Provinsi Sumatera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Riau 1 Unit                 16.091,6 Provinsi Riau Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Kepulauan 
Riau

1 Unit                   4.881,2 Provinsi Kepulauan 
Riau

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Jambi 1 Unit                 15.203,0 Provinsi Jambi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Lampung 1 Unit                 13.574,6 Provinsi Lampung Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Bengkulu 1 Unit                   6.620,2 Provinsi Bengkulu Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera 
Selatan

1 Unit                 23.936,2 Provinsi Sumatera 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung

1 Unit                   6.224,5 Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Banten 1 Unit                   8.946,4 Provinsi Banten Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa Barat 1 Unit                 43.344,5 Provinsi Jawa Barat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa 
Tengah

1 Unit                 46.417,9 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi DI 
Yogyakarta

1 Unit                   5.370,3 Provinsi DI 
Yogyakarta

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa 
Timur

1 Unit                 57.830,2 Provinsi Jawa 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Bali 1 Unit                   5.069,8 Provinsi Bali Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa 
Tenggara Barat

1 Unit                   8.753,8 Provinsi Nusa 
Tenggara Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

1 Unit                 29.283,8 Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kalimantan Barat

1 Unit                 65.096,4 Provinsi Kalimantan 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kalimantan Selatan

1 Unit                 20.738,7 Provinsi Kalimantan 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kalimantan Tengah

1 Unit                 40.767,5 Provinsi Kalimantan 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kalimantan Timur

1 Unit                 35.561,1 Provinsi Kalimantan 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kalimantan Utara

1 Unit                   4.885,8 Provinsi Kalimantan 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi 
Tenggara

1 Unit                 23.576,8 Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi 
Selatan

1 Unit                 44.485,8 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi 
Barat

1 Unit                   4.425,6 Provinsi Sulawesi 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi 
Tengah

1 Unit                 26.945,5 Provinsi Sulawesi 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Gorontalo 1 Unit                 12.624,1 Provinsi Gorontalo Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi 
Utara

1 Unit                 30.122,3 Provinsi Sulawesi 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Maluku 1 Unit                 11.007,5 Provinsi Maluku Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Maluku 
Utara

1 Unit                 10.605,2 Provinsi Maluku 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Papua 1 Unit                 31.289,6 Provinsi Papua Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) - Provinsi Papua 
Barat

1 Unit                 10.469,1 Provinsi Papua 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional)

                30.833,7 

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional) - Kab. Bekasi

700 Orang                   2.100,0 Kab. Bekasi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional) - Kota Tegal

2280 Orang                   6.840,0 Kota Tegal Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional) - Kota Palembang

480 Orang                   1.440,0 Kota Palembang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional) - Kota Denpasar

2280 Orang                   6.833,7 Kota Denpasar Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional) - Kota Madiun

2280 Orang                   6.840,0 Kota Madiun Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat 
(Prioritas Nasional) - Kab. Mempawah

2260 Orang                   6.780,0 Kab. Mempawah Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas 
Nasional)

              156.363,3 

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Pusat

13100 Orang                 17.333,7 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kota Semarang

3895 Orang                   9.476,1 Kota Semarang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kota Makassar

10160 Orang                 24.680,8 Kota Makassar Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kota Administrasi Jakarta Selatan

1400 Orang                   3.917,9 Kota Administrasi 
Jakarta Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kota Surabaya

9905 Orang                 20.121,9 Kota Surabaya Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kota Makassar

3780 Orang                 10.048,1 Kota Makassar Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kota Tangerang

8800 Orang                 19.573,5 Kota Tangerang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kab. Minahasa Selatan

6075 Orang                 13.518,6 Kab. Minahasa 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kab. Padang Pariaman

15500 Orang                 19.447,6 Kab. Padang 
Pariaman

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kab. Aceh Besar

8645 Orang                 13.959,4 Kab. Aceh Besar Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi 
Laut(Prioritas Nasional) - Kota Sorong

2160 Orang                   4.285,8 Kota Sorong Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional)

                29.855,0 
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang

2800 Orang                   8.400,0 Kab. Tangerang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional) - Kota Medan

980 Orang                   3.430,0 Kota Medan Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional) - Kota Surabaya

1000 Orang                   3.500,0 Kota Surabaya Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional) - Kota Makassar

800 Orang                   2.800,0 Kota Makassar Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional) - Kota Palembang

900 Orang                   3.150,0 Kota Palembang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional) - Kota Jayapura

940 Orang                   3.290,0 Kota Jayapura Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional) - Kab. Banyuwangi

250 Orang                      875,0 Kab. Banyuwangi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara 
(Prioritas Nasional) - Kab. Tangerang

1260 Orang                   4.410,0 Kab. Tangerang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)                 13.100,0 

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Pusat

1 promosi                   4.000,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Aceh

1 promosi                      300,0 Provinsi Aceh Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sumatera Utara

1 promosi                      300,0 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sumatera Barat

1 promosi                      300,0 Provinsi Sumatera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Riau

1 promosi                      250,0 Provinsi Riau Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kepulauan Riau

1 promosi                      250,0 Provinsi Kepulauan 
Riau

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Jambi

1 promosi                      300,0 Provinsi Jambi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Bengkulu

1 promosi                      250,0 Provinsi Bengkulu Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Lampung

1 promosi                      250,0 Provinsi Lampung Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sumatera Selatan

1 promosi                      250,0 Provinsi Sumatera 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 promosi                      250,0 Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Banten

1 promosi                      300,0 Provinsi Banten Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Jawa Barat

1 promosi                      300,0 Provinsi Jawa Barat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Jawa Tengah

1 promosi                      250,0 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi DI Yogyakarta

1 promosi                      250,0 Provinsi DI 
Yogyakarta

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Jawa Timur

1 promosi                      300,0 Provinsi Jawa 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Bali

1 promosi                      250,0 Provinsi Bali Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Nusa Tenggara Barat

1 promosi                      250,0 Provinsi Nusa 
Tenggara Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 promosi                      300,0 Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Barat

1 promosi                      300,0 Provinsi Kalimantan 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Selatan

1 promosi                      300,0 Provinsi Kalimantan 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Tengah

1 promosi                      300,0 Provinsi Kalimantan 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Timur

1 promosi                      250,0 Provinsi Kalimantan 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Utara

1 promosi                      250,0 Provinsi Kalimantan 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Tenggara

1 promosi                      300,0 Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Selatan

1 promosi                      250,0 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Barat

1 promosi                      250,0 Provinsi Sulawesi 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Tengah

1 promosi                      300,0 Provinsi Sulawesi 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Gorontalo

1 promosi                      300,0 Provinsi Gorontalo Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Utara

1 promosi                      300,0 Provinsi Sulawesi 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Maluku

1 promosi                      300,0 Provinsi Maluku Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Maluku Utara

1 promosi                      300,0 Provinsi Maluku 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Papua

1 promosi                      250,0 Provinsi Papua Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Papua Barat

1 promosi                      250,0 Provinsi Papua 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi Lintas Bogor - 
Yogyakarta

              291.000,0 
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Rincian Output / Proyek Target
 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi Lintas 
Bogor - Yogyakarta - Kab. Sukabumi

26.8 km               291.000,0 Kab. Sukabumi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung 
Pengoperasian Kereta Api Makassar - Pare Pare antara Mandai - 
Palanro

              226.691,4 

Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung 
Pengoperasian Kereta Api Makassar - Pare Pare antara 
Mandai - Palanro - Kota Makassar

1 Paket               226.691,4 Kota Makassar Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kereta Api Makassar-Pare Pare

Pengadaan Rel dan Wesel R.54               305.305,5 

Pengadaan Rel dan Wesel R.54 - Pusat 92.18 km               305.305,5 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-
Bandung)

                      940,3 

KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan 
Jakarta-Bandung) - Provinsi Jawa Barat

1 Rekomendasi 
Kebijakan

                     940,3 Provinsi Jawa Barat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman                 30.000,0 

Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman - Kab. Padang 
Pariaman

53.5 km                 30.000,0 Kab. Padang 
Pariaman

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Stasiun Rangkasbitung                 90.000,0 

Peningkatan Stasiun Rangkasbitung - Kab. Lebak 1 Unit                 90.000,0 Kab. Lebak Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Jalur KA lintas Surabaya - Banyuwangi Segmen Jember 
- Kalisat

              166.181,4 

Peningkatan Jalur KA lintas Surabaya - Banyuwangi Segmen 
Jember - Kalisat - Kab. Jember

17.17 km               166.181,4 Kab. Jember Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Jalur KA lintas Sukabumi - Cianjur segmen Lampegan - 
Cianjur

              105.000,0 

Peningkatan Jalur KA lintas Sukabumi - Cianjur segmen 
Lampegan - Cianjur - Provinsi Jawa Barat

18.06 km               105.000,0 Provinsi Jawa Barat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon - 
Kroya segmen Prupuk - Purwokerto

              103.934,1 

Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas 
Cirebon - Kroya segmen Prupuk - Purwokerto - Provinsi 
Jawa Tengah

56.55 km               103.934,1 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Jalur KA antara Maos - Cilacap                 54.907,3 

Peningkatan Jalur KA antara Maos - Cilacap - Provinsi Jawa 
Tengah

21 km                 54.907,3 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon Segmen 
Kertasemaya - Arjawinangun

                25.909,0 

Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon Segmen 
Kertasemaya - Arjawinangun - Provinsi DKI Jakarta

14.07 km                 25.909,0 Provinsi DKI Jakarta Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)               500.000,0 

Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian 
(IMO) - Pusat

1 Paket               500.000,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih -
Tarahan

                90.000,0 

Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih 
-Tarahan - Kab. Lampung Selatan

1 km                 90.000,0 Kab. Lampung 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - 
Kayu Tanam

                14.400,0 

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk 
Alung - Kayu Tanam - Kab. Padang Pariaman

1 layanan                 14.400,0 Kab. Padang 
Pariaman

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - 
Parepare

                25.927,5 

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas 
Makassar - Parepare - Pusat

1 layanan                 25.927,5 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kereta Api Makassar-Pare Pare
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 Alokasi 

(Rp. Juta) 
Lokasi Prioritas Nasional

Proyek Prioritas Strategis 
(Major Project )

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - 
Wonogiri

                10.300,0 

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas 
Purwosari - Wonogiri - Provinsi Jawa Tengah

1 layanan                 10.300,0 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)                 32.957,7 

Pembangunan Pelabuhan Patimban (I) - Kab. Subang 1 unit                 32.957,7 Kab. Subang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jaringan Pelabuhan Utama 
Terpadu

Patimban Port Development Project Phase (I-2)               100.000,0 

Patimban Port Development Project Phase (I-2) - Kab. 
Subang

1 unit               100.000,0 Kab. Subang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jaringan Pelabuhan Utama 
Terpadu

Patimban Port Development Project II                       100,0 

Patimban Port Development Project II - Kab. Subang 1 unit                      100,0 Kab. Subang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jaringan Pelabuhan Utama 
Terpadu

Pembangunan Pelabuhan Bahaur                 75.719,7 

Pembangunan Pelabuhan Bahaur - Kab. Pulang Pisau 1 unit                 75.719,7 Kab. Pulang Pisau Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Pelabuhan Kendawangan                 42.200,0 

Pengembangan Pelabuhan Kendawangan - Kab. Ketapang 1 unit                 42.200,0 Kab. Ketapang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Tilamuta                 51.000,0 

Pembangunan Pelabuhan Tilamuta - Kab. Boalemo 1 unit                 51.000,0 Kab. Boalemo Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Pelabuhan Jailolo                 60.000,0 

Pengembangan Pelabuhan Jailolo - Kab. Halmahera Barat 1 unit                 60.000,0 Kab. Halmahera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Pelabuhan Matui                 68.500,0 

Pengembangan Pelabuhan Matui - Kab. Halmahera Barat 1 unit                 68.500,0 Kab. Halmahera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Pelabuhan Soa Sio                 35.000,0 

Pengembangan Pelabuhan Soa Sio - Kota Tidore Kepulauan 1 unit                 35.000,0 Kota Tidore 
Kepulauan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tana Paser                 84.493,4 

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tana Paser - Kab. Paser 1 unit                 84.493,4 Kab. Paser Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu                    9.159,0 

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu - Kab. Belitung 1 unit                   9.159,0 Kab. Belitung Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Pelabuhan Pelabuhanratu                 60.591,3 

Pengembangan Pelabuhan Pelabuhanratu - Kab. Sukabumi 1 unit                 60.591,3 Kab. Sukabumi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kuala Gaung                 45.000,0 

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kuala Gaung - Kab. 
Indragiri Hilir

1 unit                 45.000,0 Kab. Indragiri Hilir Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Calabai                 60.000,0 

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Calabai - Kab. Dompu 1 unit                 60.000,0 Kab. Dompu Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ulu Siau                 32.213,0 

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ulu Siau - Kab. Kep. Siau 
Tagulandang Biaro

1 unit                 32.213,0 Kab. Kep. Siau 
Tagulandang Biaro

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kolonedale                 60.000,0 
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Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kolonedale - Kab. 
Morowali Utara

1 unit                 60.000,0 Kab. Morowali 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Bula                 65.000,0 

Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Bula - Kab. Seram Bagian 
Timur

1 unit                 65.000,0 Kab. Seram Bagian 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bungku                 53.082,0 

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bungku - Kab. Morowali 1 unit                 53.082,0 Kab. Morowali Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan 
Anggrek

                   2.000,0 

Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban dan 
Pelabuhan Anggrek - Pusat

2 unit                   2.000,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Bau-Bau                    2.000,0 

Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Bau-Bau - Pusat 1 unit                   2.000,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rehabilitasi Dermaga, Trestle dan Lapangan Penumpukan 
Pelabuhan Penajam Paser

                28.200,0 

Rehabilitasi Dermaga, Trestle dan Lapangan Penumpukan 
Pelabuhan Penajam Paser - Kota Balikpapan

1 unit                 28.200,0 Kota Balikpapan Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional                 63.426,4 

Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional - Pusat 6 layanan                 63.426,4 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Transportasi Di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal dan 
Perbatasan (3TP) yang Dikembangkan

                   1.094,6 

Transportasi Di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal dan 
Perbatasan (3TP) yang Dikembangkan - Provinsi Papua

2 Rekomendasi 
Kebijakan

                  1.094,6 Provinsi Papua Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Bandar Udara Baru Banggai Laut-Sulawesi Tengah               205.011,9 

Pembangunan Bandar Udara Baru Banggai Laut-Sulawesi 
Tengah - Kab. Banggai Laut

1 unit               205.011,9 Kab. Banggai Laut Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Bandar Udara Pohuwato               269.742,0 

Pembangunan Bandar Udara Pohuwato - Kab. Pohuwato 1 unit               269.742,0 Kab. Pohuwato Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondouw               203.832,4 

Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondouw - Kab. 
Bolaang Mongondow

1 unit               203.832,4 Kab. Bolaang 
Mongondow

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Ngloram - PN                    3.700,0 

Pengembangan Bandar Udara Ngloram - PN - Kab. Blora 1 unit                   3.700,0 Kab. Blora Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Bandar Udara Baru Mandailing Natal Tahap II-
Sumatera Utara

              281.883,9 

Pembangunan Bandar Udara Baru Mandailing Natal Tahap 
II-Sumatera Utara - Kab. Mandailing Natal

1 unit               281.883,9 Kab. Mandailing 
Natal

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pendampingan KPBU lokasi Bandara Komodo Labuan bajo                    1.000,0 

Pendampingan KPBU lokasi Bandara Komodo Labuan bajo - 
Kota Administrasi Jakarta Pusat

1 unit                   1.000,0 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah-Karimun, 
Kepulauan Riau

                98.406,6 

Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah-Karimun, 
Kepulauan Riau - Kab. Karimun

1 unit                 98.406,6 Kab. Karimun Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Bandar Udara Tebelian - PN                 10.000,0 

Pembangunan Bandar Udara Tebelian - PN - Kab. Sintang 1 unit                 10.000,0 Kab. Sintang Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto - PN                 19.430,7 

Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto - PN - Kab. Way 
Kanan

1 unit                 19.430,7 Kab. Way Kanan Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Pekonserai - PN                    7.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Pekonserai - PN - Kab. Pesisir 
Barat

1 unit                   7.000,0 Kab. Pesisir Barat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Yuvai Semaring-Nunukan, 
Kalimantan Utara

                25.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Yuvai Semaring-Nunukan, 
Kalimantan Utara - Kab. Nunukan

1 unit                 25.000,0 Kab. Nunukan Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo - PN                 11.500,0 

Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo - PN - Kab. 
Kerinci

1 unit                 11.500,0 Kab. Kerinci Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Atung Bungsu - PN                    6.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Atung Bungsu - PN - Kota 
Pagar Alam

1 unit                   6.000,0 Kota Pagar Alam Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Andijemma - PN                    5.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Andijemma - PN - Kab. Luwu 
Utara

1 unit                   5.000,0 Kab. Luwu Utara Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Morowali-Sulawesi Tengah                 45.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Morowali-Sulawesi Tengah - 
Kab. Morowali

1 unit                 45.000,0 Kab. Morowali Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone, Sulawesi 
Selatan

                74.593,0 

Pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone, Sulawesi 
Selatan - Kab. Bone

1 unit                 74.593,0 Kab. Bone Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Letung-Anambas, Kepulauan Riau                 30.700,0 

Pengembangan Bandar Udara Letung-Anambas, Kepulauan 
Riau - Kab. Kepulauan Anambas

1 unit                 30.700,0 Kab. Kepulauan 
Anambas

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Sugimanuru-Muna, Sulawesi 
Tenggara

                35.000,0 

Pengembangan Bandar Udara Sugimanuru-Muna, Sulawesi 
Tenggara - Kab. Muna

1 unit                 35.000,0 Kab. Muna Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pendampingan KPBU lokasi Bandara Bintan                    2.000,0 

Pendampingan KPBU lokasi Bandara Bintan - Kota 
Administrasi Jakarta Pusat

1 unit                   2.000,0 Kota Administrasi 
Jakarta Pusat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Kuabang Kao - PN                    5.370,0 

Pengembangan Bandar Udara Kuabang Kao - PN - Kab. 
Halmahera Utara

1 unit                   5.370,0 Kab. Halmahera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Bandar Udara Buli Maba - PN                    5.561,8 

Pengembangan Bandar Udara Buli Maba - PN - Kab. 
Halmahera Timur

1 unit                   5.561,8 Kab. Halmahera 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Transportasi Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang 
Dikembangkan

                      950,6 

Transportasi Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang 
Dikembangkan - Provinsi Papua Barat

1 Rekomendasi 
Kebijakan

                     950,6 Provinsi Papua 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo Tahap IV                 31.232,6 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo Tahap 
IV - Provinsi Sumatera Utara

1 Unit                 31.232,6 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit Tahap VI                 17.614,6 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit 
Tahap VI - Provinsi Riau

1 Unit                 17.614,6 Provinsi Riau Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau Tahap VI                 13.940,7 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau Tahap VI - 
Provinsi Kepulauan Riau

1 Unit                 13.940,7 Provinsi Kepulauan 
Riau

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti Tahap IV Supervisi                 20.320,0 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti Tahap IV 
Supervisi - Provinsi Maluku

1 Unit                 20.320,0 Provinsi Maluku Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Elat Tahap VI Supervisi                    2.956,0 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Elat Tahap VI 
Supervisi - Provinsi Maluku

1 Unit                   2.956,0 Provinsi Maluku Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan 
Mengkapan (Prioritas Nasional)

                12.584,9 

Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan 
Mengkapan (Prioritas Nasional) - Provinsi Riau

1 Unit                 12.584,9 Provinsi Riau Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasilambena, Sulsel 
(Prioritas Nasional)

                47.745,9 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasilambena, 
Sulsel (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi Selatan

1 Unit                 47.745,9 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Takabonerate, Sulsel 
(Prioritas Nasional)

                54.021,2 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Takabonerate, 
Sulsel (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi Selatan

1 Unit                 54.021,2 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasimarannu, Sulsel 
(Prioritas Nasional)

                48.301,1 

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasimarannu, 
Sulsel (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi Selatan

1 Unit                 48.301,1 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)               177.421,8 

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Aceh

1 layanan                   3.425,0 Provinsi Aceh Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sumatera Utara

1 layanan                   4.096,9 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sumatera Barat

1 layanan                   3.898,9 Provinsi Sumatera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Riau

1 layanan                   6.625,0 Provinsi Riau Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Jambi

1 layanan                   4.985,8 Provinsi Jambi Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Lampung

1 layanan                   6.469,0 Provinsi Lampung Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sumatera Selatan

1 layanan                   6.868,4 Provinsi Sumatera 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Banten

1 layanan                   4.553,1 Provinsi Banten Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Jawa Barat

1 layanan                   7.039,0 Provinsi Jawa Barat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Jawa Tengah

1 layanan                   1.763,5 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Jawa Timur

1 layanan                   6.517,8 Provinsi Jawa 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Bali

1 layanan                 13.640,8 Provinsi Bali Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 layanan                 11.602,1 Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Barat

1 layanan                   4.137,2 Provinsi Kalimantan 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Selatan

1 layanan                   4.206,9 Provinsi Kalimantan 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Tengah

1 layanan                   7.948,6 Provinsi Kalimantan 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Kalimantan Timur

1 layanan                   6.259,8 Provinsi Kalimantan 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Tenggara

1 layanan                   5.149,5 Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Selatan

1 layanan                   7.059,6 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Tengah

1 layanan                   4.259,5 Provinsi Sulawesi 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Gorontalo

1 layanan                   4.168,8 Provinsi Gorontalo Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Sulawesi Utara

1 layanan                   6.511,0 Provinsi Sulawesi 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Maluku

1 layanan                   8.905,6 Provinsi Maluku Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Maluku Utara

1 layanan                   9.355,4 Provinsi Maluku 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) - 
Provinsi Papua Barat

1 layanan                 27.974,8 Provinsi Papua 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)                 36.100,0 

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Sumatera Utara

1 layanan                   4.618,9 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Sumatera Barat

1 layanan                   1.673,8 Provinsi Sumatera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung

1 layanan                   2.099,3 Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Banten

1 layanan                   1.600,0 Provinsi Banten Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Jawa Tengah

1 layanan                   6.113,2 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Jawa Timur

1 layanan                   6.248,6 Provinsi Jawa 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Nusa Tenggara Barat

1 layanan                   5.114,6 Provinsi Nusa 
Tenggara Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Sulawesi Tenggara

1 layanan                      750,0 Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Sulawesi Utara

1 layanan                   1.781,6 Provinsi Sulawesi 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Kalimantan Timur

1 layanan                   6.100,0 Provinsi Kalimantan 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)               584.641,0 

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Pusat

12 layanan                 72.182,1 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Aceh

4 layanan                   8.537,9 Provinsi Aceh Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sumatera Utara

5 layanan                 10.712,9 Provinsi Sumatera 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sumatera Barat

4 layanan                   6.356,9 Provinsi Sumatera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Kepulauan Riau

15 layanan                 42.928,4 Provinsi Kepulauan 
Riau

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sumatera Selatan

1 layanan                   3.371,1 Provinsi Sumatera 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Bengkulu

1 layanan                   5.207,6 Provinsi Bengkulu Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Jawa Timur

6 layanan                 18.784,4 Provinsi Jawa 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Nusa Tenggara Timur

18 layanan                 52.699,8 Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Kalimantan Barat

7 layanan                 16.934,4 Provinsi Kalimantan 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Kalimantan Selatan

1 layanan                   4.066,7 Provinsi Kalimantan 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Kalimantan Timur

1 layanan                 14.287,8 Provinsi Kalimantan 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sulawesi Tenggara

13 layanan                 23.452,0 Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sulawesi Selatan

16 layanan                 28.816,3 Provinsi Sulawesi 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sulawesi Tengah

7 layanan                   9.034,0 Provinsi Sulawesi 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Gorontalo

3 layanan                 14.459,8 Provinsi Gorontalo Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Sulawesi Utara

9 layanan                 49.691,3 Provinsi Sulawesi 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Maluku

31 layanan                 91.933,6 Provinsi Maluku Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Maluku Utara

20 layanan                 23.769,7 Provinsi Maluku 
Utara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas 
Nasional) - Provinsi Papua Barat

41 layanan                 87.414,4 Provinsi Papua 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Transportasi Pendukung Logistik yang Dikembangkan                    1.763,9 

Sistem Transportasi Pendukung Logistik yang Dikembangkan 
- Provinsi Riau

2 Rekomendasi 
Kebijakan

                  1.763,9 Provinsi Riau Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Alang-Alang 
Lebar (Prioritas Nasional)

                15.301,4 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Alang-
Alang Lebar (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera Selatan

1 Unit                 15.301,4 Provinsi Sumatera 
Selatan

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Lhokseumawe (Prioritas 
Nasional)

                10.000,0 

Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Lhokseumawe 
(Prioritas Nasional) - Provinsi Aceh

1 Unit                 10.000,0 Provinsi Aceh Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Batoh Banda Aceh 
(Prioritas Nasional)

                   1.382,0 

Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Batoh Banda Aceh 
(Prioritas Nasional) - Provinsi Aceh

1 Unit                   1.382,0 Provinsi Aceh Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Purboyo, Madiun Jatim 
(Prioritas Nasional)

                25.772,7 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Purboyo, Madiun 
Jatim (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa Timur

1 Unit                 25.772,7 Provinsi Jawa 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Anak Air 
Kota Padang (Prioritas Nasional)

                15.000,0 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Anak 
Air Kota Padang (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera 
Barat

1 Unit                 15.000,0 Provinsi Sumatera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Air Sebakul, 
Bengkulu (Prioritas Nasional)

                10.000,0 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Air 
Sebakul, Bengkulu (Prioritas Nasional) - Provinsi Bengkulu

1 Unit                 10.000,0 Provinsi Bengkulu Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Cepu, Jateng 
(Prioritas Nasional)

                15.000,0 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Cepu, 
Jateng (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa Tengah

1 Unit                 15.000,0 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Purabaya, 
Jatim (Prioritas Nasional)

                30.007,6 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A 
Purabaya, Jatim (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa Timur

1 Unit                 30.007,6 Provinsi Jawa 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Simbuang 
Mamuju, Sulbar (Prioritas Nasional)

                18.493,8 

Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A 
Simbuang Mamuju, Sulbar (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Sulawesi Barat

1 Unit                 18.493,8 Provinsi Sulawesi 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan 
Subing) (Prioritas Nasional)

                   2.500,0 

Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di 
Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Lampung

1 Kajian                   2.500,0 Provinsi Lampung Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo, Jateng 
(Prioritas Nasional)

                15.000,0 

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo, 
Jateng (Prioritas Nasional) - Provinsi Jawa Tengah

1 Unit                 15.000,0 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Desa Benua Batu 
Ulu Kutai Timur Tahap III

                19.518,7 

Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Desa 
Benua Batu Ulu Kutai Timur Tahap III - Provinsi Kalimantan 
Timur

1 Unit                 19.518,7 Provinsi Kalimantan 
Timur

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
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Pembangunan Dermaga Trunyan di Danau Batur                    6.056,2 

Pembangunan Dermaga Trunyan di Danau Batur - Provinsi 
Bali

1 Unit                   6.056,2 Provinsi Bali Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tj Api-Api (Prioritas 
Nasional)

                12.991,7 

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tj Api-Api (Prioritas 
Nasional) - Kab. Banyuasin

1 Unit                 12.991,7 Kab. Banyuasin Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget, Sumenep (Prioritas 
Nasional)

                48.328,4 

Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget, Sumenep 
(Prioritas Nasional) - Kab. Sumenep

1 Unit                 48.328,4 Kab. Sumenep Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Singkil, Aceh 
(Prioritas Nasional)

                26.609,7 

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Singkil, Aceh 
(Prioritas Nasional) - Provinsi Aceh

1 Unit                 26.609,7 Provinsi Aceh Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Dumai, Riau (Prioritas 
Nasional)

                10.000,0 

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Dumai, Riau 
(Prioritas Nasional) - Provinsi Riau

1 Unit                 10.000,0 Provinsi Riau Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Lasusua, Sultra (Prioritas 
Nasional)

                20.000,0 

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Lasusua, Sultra 
(Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi Tenggara

1 Unit                 20.000,0 Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus, Sumbar 
(Prioritas Nasional)

                27.671,0 

Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus, 
Sumbar (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera Barat

1 Unit                 27.671,0 Provinsi Sumatera 
Barat

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)                 50.000,0 

Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas 
Nasional) - Pusat

2 Unit                 50.000,0 Pusat Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sistem Angkutan Umum Massal 
Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan, Semarang dan 
Makassar

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan

                   1.961,6 

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah 
Metropolitan - Provinsi DI Yogyakarta

4 Rekomendasi 
Kebijakan

                  1.961,6 Provinsi DI 
Yogyakarta

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) 
di Kota Banyumas (Prioritas Nasional)

                   9.894,6 

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The 
Service) di Kota Banyumas (Prioritas Nasional) - Provinsi 
Jawa Tengah

1 layanan                   9.894,6 Provinsi Jawa 
Tengah

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

TOTAL        17.909.537,7 
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CATATAN:
1. Daftar Proyek Prioritas merupakan proyek yang siap dilaksanakan di tahun 2023.

2. Perubahan rincian dan pendanaan proyek pada tahun pelaksanaan dimungkinkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
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